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KATA PENGANTAR

Akuntansi scharusnya memberikan perhatian terﬁadap

'keadilan dalam pemberian imbalan kerja bagi para buruh.

Pemberian imbalan kerja yang berkeadilan akan membuat
pekerja merasa puas schingga meningkatkan kinerja para
karyawan, dan hal ini tentu saja akan menguntungkan perusahaan.

Para pekerja menginginkan sistem imbalan kerja, kebijakan
promosi yang mereka persepsikan sebagai adil dan sesuai dengan
harapan mereka. Bila upah dilihat adil, yang didasarkan pada
tuntutan pekerjaan, tingkat ketrampilan individu dan standar
pengupahan komunitas, kemungkinan besar akan dihasilkan
kepuasan kerja karyawan dan mereka merasakan kesejahteraan.

Buku yang diangkat dari hasil penelitian ini juga mengkaji
praktik  akuntansi  imbalan  kerja dan  implikasinya
terhadap keadilan pengupahan. Ada temuan menarik dari hasil
penelitian ini, yang tentunya perlu dicermati.

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca!

Penerbit



ABSTRACT

This study wanted to know phenomenologically how
accounting practices for employee benefits were applied by PR
XYZ and its implications for justice in wages. The study of
accounting practices for employee benefits includes recognition,
measurement, presentation and disclosure of accounting for
employee benefits applied by PR XYZ. From the research we
concluded that the application of accounting benefits of XYZ is
not doing in accounting for employee benefits as they should be
guided by the provisions of PSAK No. 24 Tahun 2004, and is not
subject to Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003
about Labor. Reasons suggested by the management is not
bothered, because it already happened oral agreements between
labor and management. Applicable accounting is accounting of
cash and out of a very simple, cash-based (cash basis), which
contains all the cash receipts and payments for one term. The only
book that made for the company's internal reporting purposes is
the "Buku Keluar Masuk Kas." Determination of cach major
employee benefits which are charged based only approximately,
and only use the employee benefit expense ratio charged by his

- business competitors. In order to be fair in providing employee

benefits to its workers, in accordance with the opinion of John
Rawls, an owner (owners) have to go back to the original human
nature. Business owners must prioritize moral reasons in each will
conduct policy in granting wage to its workers. Keywords:
accounting treatment of employee benefits, labor, wages, justice.



ABSTRAK

Penelitian ini secara fenomenologi ingin mengetahui
bagaimana praktik akuntansi imbalan kerja (employee benefits)

yang diterapkan oleh PR XYZ dan implikasinya terhadap keadilan

dalam pengupahan. Penelitian praktik akuntansi imbalan keria

meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan
akuntansi imbalan kerja yang diterapkan oleh PR XYZ. Dari
hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerapan
akuntansi imbalan kerjanya PR XYZ tidak melakukan akuntansi 7 .

imbalan kerja seperti yang seharusnya berpedoman pada PSAK
No. 24 Tahun 2004, dan fidak tunduk pada Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Alasan yang
dikemukakan oleh pihak manajemen adalah karena tidak mau
susah-susah, karena sudah terjadi kesepakatan lisan antara buruh
dan pithak manajemen. Akuntansi yang diterapkan adalah
akuntansi keluar masuk kas yang sangat sederhana, yang berbasis
kas (cash basis), yang berisi semua penerimaan dan pengeluaran
kas selama satu periode. Satu-satunya buku yang dibuat untuk
tujuan pelaporan internal perusahaan adalah “Buku Keluar
Masuk Kas.” Penentuan masing-masing besar imbalan keria vang
dibebankan hanya berdasarkan kira-kira saja, dan hanya memakai
perbandingan beban imbalan kerja yang dibebankan oleh pesaing
bisnisnya. Untuk dapat bersikap adil dalam memberikan imbalan
kerja kepeda para burchnya, sesuai dengan pendapat John Rawls,
seorang pemilik (owners) harus kembali kepada sifat asli
manusianya. Pemilik perusahaan harus mengedepankan alasan
moral (moral reasoning) dalam setiap akan melakukan kebijakan
dalam pemberian pengupahan kepada buruhnya.

Kata Kunci: Perlakuan akuntansi imbalan kerja, buruh,
pengupahan, keadilan.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan industri dan organisasi yang pesat dewasa ini
mengakibatkan industri dan organisasi menilai pentingnya unsur
sumber daya manusia di dalam industri dan organisasi, Arishanti
dan Ritandiyono (2005). Betapapun sempurna rencana-rencana
organisasi dan pengawasan, apabila sumberdaya manusia tidak
dapat menjalankan tugasaya dengan minat dan gembira maka
industri atau organisasi tidak akan mencapai hasil sebanyak yang
sebenarnya dapat dicapai, As’ad (1994:77).

Oleh karena itu dunia bisnis tidak dapat lagi melepaskan diri
dari tanggungjawab terhadap lingkungannya, baik lingkungan
eksternal apalagilingkungan internalnya sumber daya manusia).
Satriawan dan’ Djasuli (2001), mengatakan bahwa sumber daya
manusia yang terbesar untuk perusahaan manufaktur adalah
buruh, sebagai penerima imbalan kerja (employee benefits). Pada
akhir tahun 1960-an, para manajer, ilmuwan keperilakuan, analis
keuangan, dan akuntan menjadi semakin tertarik . terhadap
gagasan akuntansi bagi manusia sebagai sumber daya
organisasional Ikhsan dan Ishak (2005,349). Semua perlakuan
akuntansi untuk mengelola sumber daya buruh ini dibutuhkan
perhatian yang lebih khusus.

Hidayah (2001) berpendapat bahwa walaupun hanya sedikit
riset yang menyarankan untok memasukkan variabel manusia
dalam sistem akuntansi formal saat ini, terdapat beberapa
pendekatan yang dapat digunakan untuk menerapkan akuntansi
sumber daya manusia dalam tataran praktis, yakni akuntansi
aktiva manusia, akuntansi modal manusia, dan akuntansi goodwill
manusia. Pemberian imbalan kerja (employee benefits) merupakan
salah satu dalam kajian penerapan sakuntansi sumberdaya
manusia. Dari perspektif manajerial, akuntansi
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sumberdayamanusia dimaksudkan untuk membantu

parapengambil keputusan untuk menggunakan kalkulus biaya

nilai, yaifu suatu penilaian terhadap biaya dan nilai yang terlibat
dalam suatu keputusan.

Sumber daya manusia yang paling besar dimiliki oleh
perusahan manufaktur pada umumnya adalah burnh, atau pekerja,
atau disebut juga pegawai. Manajemen buruh inilah yang harus
dilandasi oleh adanya etika bisnis sehingga hubungan antara
perusahaan dan sumberdaya manusianya dapat berjalan dengan
barmonis. Penerapan akuntansi sumber daya manusia dalam
sistem manajerial perusahaan ini, tidak bisa terlepas dari adanya
pemahaman terhadap etika. FEtika merupakan ilmu yang
mendalami standar moral perorangan dan standar moral sebuah
masyarakat (Velasques, 2005:10). Karena akuntansi merupakan
bagian dari ilmu sosial dan ilmu ekonomi khususnya, maka
dalam melakukan penelitian akuntansi tidak bisa terlepas dari
permasalahan moral. Untuk itu penelitian akuntansi yang pada
saat ini sudah mulai menyentuh tentang etika dalam akuntansi
perlu terus dikaji dan dikembangkan.

Dewasa ini sistem manajerial dalam perusahaan sudah
mengalami erosi terhadap etika, kita dapat melihatnya dengan
mudah melalui media yang ada di sekitar kita Albrecht (1992:x).
Albrecht mengatakan bahwa sudah saatnya akuntan sebagai
bagian dari masyarakat sosial perlu sekali untuk membawa isu
“etika” ini dalam perusahaan, khususnya untuk mengelola
sumber daya manusia dalam perusahaan. Manajemen perusahaan
harus lebih peka lagi dalam memperlakukan pekerjanya, terutama
dalam masalah pemberian imbalan kerja (employee benefits)
kepada pekerjanya. Pemberian imbalan kerja merupakan sarana
yang paling relevan bagi perusahaan untuk menghargai sumber
daya manusianya sebagai penghargaan afas perolehan profit yang
didapatkan perusahaan melalut usaha dari para pekerjanya.

Buruh, atau yang disebut sebagai pekerja, ataupun disebut -

sebagai pegawail merupakan obyek dari para pemilik modal untuk
mendapatkan keuntungannya. Buruh dijadikan sebagai alat untuk
mencapai tujuan para

~ 7~

pemilik modal. Posner (1981:26) memandang dari prinsip
“efisiensi” dalam ilmu ekonomi. Di bidang mikro ekonomi,
khususnya yang bersangkut paut dengan kinerja perusahaan
dikenal adanya prinsip efisiensi sumber daya yang terbatas. Para
pemilik perusahaan akan memaksimalkan usahanya (dengan
keterbatasan sumber daya yang terbatas) dengan segala upaya
untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi kepentingannya
sendiri,

Pemilik perusahaan dengan berorientasi memaksimalkan
profit untuk kepentingan shareholdersnya atau  untuk
kepentingan manajemen itu sendiri dalam mendapatkan bonus
misalnya, maka: tnanajemen itu sendiri melakukan eksploitasi
terhadap orang lain dan lingkungan alam (Triyuwono, 2006:4).
Manajemen enggan memberikan gaji yang memadai bagi
karyawannya, karenia dengan pemikiranegoistik gaji yang tinggi
akan memperbesar- beban upah dan gaji (wages and salaries
expense). Tingginya beban (expense) ini jelas akan memperkecil
profit. Hal ini sesuai déngan pendapat Posner (1977:345) bahwa
setiap individu mempunyai kecenderungan untuk risk averse.

Apabila adanyakacendurangan individu seperti itu, maka
manajer tentu saja akan:melakukan tindakan manajemen yang
cenderung untuk umenghindari manajemen biaya tinggi,
melakukan efisiensi,~dan ujungujungnya buruh sebagai pihak
yang akhirnya menanggunig beban efisiensi manajemen tersebut.

Survei Badan-  Pusat- Statistik (BPS) dengan Asian
Development Bank (ADB) menyatakan indikator utama tingkat
kemiskinan. di Indonesia: ‘adalah nilai upah buruh yang berlaku
saat. ini: Survei upah yeng dilakukan 4DB dan BPS pada upah
buruh. d1 ‘bawzh mandor.di sektor manufaktur. Survei dilakukan
setiap: ';__\z_@__'ulan vakni- _Mar_et Juni, September, dan Desember.
Hasil ‘guryei menunjukkan, ada perubahan signifikan pada tingkat

<igan -akibat naiknya nilai upah buruh. Ini dapat dilihat
. perubahan nilai upah buruh tani 22 persen dapat
1 tingkat kemiskinan hingga 16 persen. Hal ini sangat
1gan nilai upah buruh pada 2005 yang turun hingga 18
atnya, tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi 25
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persen. Kemiskinan tinggi di Indonesia tidak lain karena
turunnya nilat upah buruh. Kenaikan upah buruh 20 persen dapat
menurunkan tingkat kemiskinan 10 persen.

Salah satu industri yang padat karya dan menyerap begitu

banyak tenaga kerja adalah perusahaan rokok. Indonesia ..

merupakan surga bagi industri rokok nasional maupun
internasional. Menurut data dari WHO, Indonesia dengan
penduduk 200 jiwa lebih penduduk, sebanyak 141 juta jiwa

merupakan perokok aktif yang menghabiskan 215 milyar batang

per tahunnya (Media Indonesia, 2006). Industri rokok memang

menjadi sumber pendapatan pajak negara yang cukup besar dan -

penyerapan tenaga kerja yang tingggi khususnya di daerah. Jika

dilihat dari segi pendapatan negara atau dikenal dengan cukai

hasil tembakau, industri rokok dapat dikatakan menjadi andalan
bagt pemerintah melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai
(DJBC) yang tiap tahunnya mengalami kenaikan bahkan
melampaui target yang ditentukan. Untuk tahun 2006 target yang
ditentukan APBN-P adalah Rp.36,5 triliun dan untuk tahun 2007
tergetnya dinaikkan menjadi Rp. 40,3 triliun (Jawa Pos, 2007).
Arnold (1999), dari hasil penelitiannya terhadap buruh

menyimpulkan bahwa bilamana kerangka peraturan institusi

pemerintah sangat minimal, maka hal ini berakibat pada
sedikitnya keuntungan perusahaan yang diperuntukkan untuk
meningkatkan kesejahteraan buruh. Hasil penelitian lebth lanjut
menyatakan dengan ketiadaan peraturan yang jelas, maka
keterlibatan  karyawan  dan  program  kualifas  yang
diimplementasikan dalam ke-3 obyek penelitiannya, tidak hanya
gagal untuk memberikan keamanan kerja yang dijanjikan,
otonomi tempat kerja, dan pemberdayaan, tetapi sesungguhnya
 berdampak  sebaliknya, pengurangan terhadap  buruh,
menguntungkan serikat pengusaha, menimbulkan pemogokan,
pelarangan bekerja, dan PHK besar-besaran. Sehingga bila ada
peraturan perundang-undangan yang secara tegas melindungi
buruh di Indonesia maka pemberian imbalan kerja untuk semua
buruh di Indonesia akan lebih baik dan semakin mendekati ke
arah keadilan.
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Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap pada
perusahaan rokok, masalah upah, PHK, tunjangan atau santunan,
harus diatur dengan jelas oleh pemerintah. Tetapi kadangkala
scbuah peraturan pemerintah yang ditegakkan, akan membawa
dampak yang buruk bagi nasib buruh. Sebagai contoh, awal Mei
2007, sebanyak 20 perusahaan rokok di kota Malang dibekukan
ijin operasinya oleh Kantor Perwakilan Bea dan Cukai Malang.
Keputusan ini didasarkan pada dugaan awal bahwa perusahaan
rokok skala kecil melakukan pelanggaran pidana terkait dengan
penggunaan pita. cukai rokok (Detik Finance, 11 Mei 2007).
Bila dibaca sepintas, berita ini ringan saja, hanya sebagai kolom
kecil pada heudline sebuah media, tetapi tidak terlihat berapa
rupiah pesangon-yang didapatkan para buruh ter-PHK ini, berapa
jumlah anak yang akhirnya putus sekolah karena orangtuanya ter-
PHK ini, dan apa:saja dampak sosial lain yang terjadi karena
adanya PHK ini. - :

Streeck (1992}, ‘menunjukkan bahwa dengan terdapatnya
kerangka - peraturan’ .yang minimal, dibutuhkan sebuah
penganekaragaman . kua litas  dalam  berproduksi  untuk
meningkatkan gaji buruh -dan meningkatkan keterampilan buruh.
Wagman dan Young- (2_007) menyatakan bahwa dengan adanya
Standar Akuntansi untuk imbalan kerja, seharusnya memberikan
transparansi dan kepastian dalam program pemberian imbalan
kerja sehingga memberikan ketenteraman kepada buruh dalam
melakukan pekerjaannya. Baker dan Hayes (1995) menyatakan
bahwa -FASB 106 yang mengharuskan perusahaan untuk
mengdkm biaya asuransi: jiwa dan asurausi kesehatan pasca
pensiug bcrdasarkam masa kerja karyawan, memberikan dampak
uda kesejahteraan buruh.

s yang terdapat pada perusahaan-perusahaan yang ada
sia saat ini, ternyata hanya sedikitsekaliperusahaan
:antumkan akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja
2haruskan perusahaan untuk mengakui segala hal yang
engan  hak dan kewajibannya dalam  sistem
. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh
:2007) bahwa dalam praktik manajemen PT X belum
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melakukan perjanjian dengan karyawan sehubungan dengan

diberlakukannya Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan dan belum menerapkan PSAK No. 24 tahun
2004.

Gladylasari (2007) melakukan penelitian perlakuan akuntansi
vang meliputi pengakuan, penyajian, dan pengungkapan
akuntansi imbalan kerja pada PT. "X" untuk mengetahui
penerapan akuntansi imbalan kerja apakah telah sesuai dengan
yang diatur PSAK No. 24 dan Undang-Undang No. 13 tahun
2003. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam prakteknya
PT. "X" belum sepenuhnya menerapkan Undang-undang No. 13
tahun 2003, dan PSAK No. 24 Tzhun 2004, Manajemen belum
melakukan perjanjian dengan karyawan sehubungan dengan
diberlakukannya Undang-undang No. 13 tzhun 2003 tentang
ketenagakerjaan. Tetapi dalam penelitiannya, Gladylasari (2007)
tidak menjelaskan lebih lanjut fenomena-fenomena yang
menyebabkan PT X tidak menerapkan perlakuan akuntansi
imbalan kerja berdasarkan PSAK No. 24 dan Undang-Undang
Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 tersebut.

Berlakunya ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 24 yang mengatur dengan jelas imbalan
kerja dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan seharusnya membuat kesadaran perusahaan
untuk membayar uang jasa dan uang pesangon semakin
 membaik. Seharusnya tujuan utama dibuatnya standar akuntansi
keuangan dan undang-undang ketenagakerjaan memihak dan
memberikan kepastian kepada buruh akan imbalan kerja yang
berkeadilan.

Brown (2009), menyatakan bahwa para akademisi lebih
melihat penelitiannya dengan berorientasi pada perspektif
manajerial, dan kurang melihat dari perpektif buruh. Sudah
seharusnya disiplin akuntansi berperspektif kepada buruh dan
serikatnya dalam melakukan penelitian. Lebih lanjut Brown
(2009) mengatakan bahwa burvh dan serikat pekerjanya juga
membutuhkan pengungkapan informasi akuntansi, yang dianggap
buruh sebagai upaya untuk memperkirakan “upah harian yang

-y

kepada'

adiluntuk hari kerja yang adil pula”. Sebenarnya buruh dan
serikat pekerja berharap banyak terhadap informasi akuntansi
melalui perlakuan akuntansi imbalan kerja perusahaan.

Pernyataan Standar Akuntansi Kevangan (PSAK) No. 24
(Revisi  2004) mengatur secara komprehensif mengenai
pernyataan akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja bagi
karyawan suatu perusahaan sebagai revisi PSAK No. 24 Tahun
1994 tentang akuntansi biaya manfaat pensiun, yang telah
diterapkan sebelumnya. Adapun tujuan dari aplikasi PSAK 24
(Revisi 2004) adalah untuk mengatur akuntansi dan
pengungkapan imbalan kerja yang mengharuskan perusahaan
untuk mengakui: kewajiban, jika pekerja telah memberikan
jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan
dibayarkan di masa depan; dan beban, jika perusahaan menikmati
manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh
pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja.

Menurut Undang-undang Neo. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sudah dibedakan dengan jelas antara uang
pesangon dan uang jasa berdasarkan lamanya masa kerja dan
formula pembayarannya. Barang siapa berpendirian bahwa
hukum hanya dapat diketemukan dalam undangundang akan
merasa sangat kecewa menghadapai kenyataan bahwa, justru
mengenai soal-soal perburuhan, banyak hal tidak (belum diatur)
dalam undangundangperburuhana, Soepomo (1985:20). Hal int
tentunya akan membuat posisi buruch sebagai pihak yang paling
tidak beruntung menjadi sangat tidak terakomodir hak-haknya
dengan baik. Hendaknya perlakuan akuntansi imbalan kerja yang
diterapkari-perusahaan mencerminkan keadilan yang memihak
‘buruh. Keadilan dalam pemberian imbalan kerja
merupdkﬂn'sesuatu yang sangat penting harus dipahami pihak
manajémen perusahaan, sehingga akan terbawa ke dalam semua
perlakumy dkuntansinya.

(_mfn seharusnya memberikan perhatian terhadap
ilam  pemberian imbalan kerja bagi para buruh
imbalan kerja yang berkeadilan akan membuat
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pekerja merasa puas sehingga meningkatkan kinerja para
karyawan, dan hal ini tentu saja akan menguntungkan perusahaan.
Sentana (1992) menyatakan bahwa baik perusahaan maupun
pekerja mempunyai kepentingan yang sama atas adanya suatu
sistem imbalan kerja yang dirasakan berkeadilan. Ardiana (1995)
dalam | penelitiannya yang dilakukan pada sebuah bank swasta di
Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat dua variabel tentang
kompensasi yang mempengaruhi kinerja karyawan perusahaan.
Kedua variabel yang mempengaruhi tersebut adalah persepsi
tentang keadilan kompensasi (baik finansial maupun non-
finansial), dan variabel kepuasan kompensasi. Keadilan finansial
vang dimaksudkan disini termasuk di dalamnya pemberian
imbalan kerja {employee benefits).

Para pekerja menginginkan sistem imbalan kerja, kebijakan
promosi yang mereka persepsikan sebagai adil dan sesuai dengan

harapan mereka. Bila upah dilihat adil, yang didasarkan pada

tuntutan pekerjaan, tingkat ketrampilan individu dan standar
pengupahan komunitas, kemungkinan besar akan dihasilkan
kepuasan kerja karyawan dan mereka merasakan kesejahteraan.
Kunci yang menautkan upah dengan kepuasan bukanlah jumlah
mutlak yang dibayarkan oleh perusahaan, tetapi yang
terpentingadalah persepsi karyawan akan upah yang dirasakan
mereka berkeadilan (Robbins, 1996:55). Siswanto (2001)
menyatakan bahwa kompensasi finansial dan non-finansial
ternyata mempunyai pengaruh yang sangat positif terhadap
motivasi kerja dan kinerja karyawan.

Persepsi merupakan suatu proses pembuatan penilaian
(judgement) tentang keadilan. “Adil” dan “tidak adil” ini
diperoleh pekerja dengan cara membandingkan dirinya
dengan individu lain sebagai pembanding. Jika pembandingan
antara hasil dengan masukan pekerja, sama besar dengan individu
pembanding, maka keadilan tersebut tercapai. Sebaliknya jika
tidak sama, maka ketidakadilan akan dir asakan oleh pekerja
(Tim Penulis Modul FISIP UI, 1988: 35).

Munandar (2001:27) berpendapat bahwa orang yang
menerima upah yang dipersepsikan “tertalu kecil” atau “terlalu
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besar” akan mengalami ketidakpuasan. Oleh karena itu, hal yang
terpenting talah sejauh mana upah yang diterimanya dirasakan
berkeadilan. Jika upah dipersepsikan sebagai adil berdasarkan
tunfutan-tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu dan
standar upah yang berlaku untuk kelompok pekerjaan tertentu,
maka akan didapatkan kepuasan kerja.

Riyono (1996) berpendapat bahwa kepuasan kerja merupakan
perasaan pekerja atau karyawan yang berhubungan dengan
pekerjaannya, yaitu dia merasa senang atau tidak senang, bangga
atau jenuh, sebagai hasil dari penilaian individu bersangkutan
terhadap pekerjaannya yang dirasa berkeadilan, Menurut Jewell
dan Siegall (1989:43) penentu atau determinan utama dari
kepuasan kerja, fidak hanya terletak pada jumlah gaji absolut,
tetapi kepuasan kerja juga bergantung pada persepsi pekerja
tentang pengupahan yang dirasa berkeadilan, Arishanti dan
Ritandiyono (2005).berpendapat bahwa terhadap hubungan yang
signifikan antara persepsi karyawan terhadap keadilan dalam
pemberian upah dengcm kepuasan kerja pada lingkungannya
bekerja.

Rawis (2006: 35) mamformulamkan a Theory of Justice yang
menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the diference principle
dan the principle of fair. equality of opportunity. Inti dari the
diference principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis
antara pemberi kerja dan pekerja harus diatur agar memberikan
manfaat: yang paling besar bagi mereka yang paling kurang
beruntung {(dalam hal ini-adalah pekerja). Jangan sampai yang
terjadi adalah dengan mempunyai power, maka pemberi kerja
malah mengeksploitasi para pekerjanya untuk memaksimalkan
keuntuirgannya.

Rawls: (2006:35,47) memberikan prinsip keadilan dimana
perbedaan. .sosial dan ekonomis antara pemilik perusahaan
:i-_z:i_n buruh harus diatur sedemikian rtupa agar
(a manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling




Sebelum memulai suatu  penelitian, peneliti- harus
memfokuskan kajian penelitian sehingga dapat memberikan arah
penelitian vang akan dilakukan. Fokus dari penelitian ini
berfungsi sebagat sebuah frame terhadap ruang lingkup
penelitian. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan, yaitu
dengan menetapkan fokus akan membatasi studi, artinya dengan
adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih iayak,
dan penentuan fokus secara efektif menctapkan criteria yang
inklusif-cksklusif untuk menyaring informasi yang mengalir
masuk (Moleong, 2005:386).

Perumusan masalah yang baik membatasi studi, sehingga
penelitian akan lebih terfokus. Dengan seperangkat petunjuk
sepertt yang telah diungkapkan di muka kiranya peneliti dapat
menjaring kata-kata dan tindakan yang relevan saja, terutama
dengan memanfaatkan kriteria inklusi-ekslusi. Adapun fokns
penelitian kali ini adalah; perlakuan akuntansi imbalan kerja pada
PR XYZ dan implikasinya terhadap keadilan pengupahan
menurut John Rawls. Masalah yang ingin dijawab dari penelitian
ini adalah ingin mengetahui bagaimana praktik akuntansi imbalan
kerja yang diterapkan oleh PR XYZ denim plikasinya terhadap
distribusi keadilan dalam pengupahan.

1.3. Tujuan penelitian :

Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional yang
merincikan apa yang diselesaikan dan dicapai dalam penelitian
ini. Adapun tujuan penelitian kali ini, secara singkat dapat
dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi imbalan kerja
yangmeliputi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan
pada Pabrik Rokok XYZ,

- 2. Untuk  menganalisis secara fenomenologis hal -hal yang
menghambat manpun yang mendukung pengimplementasian
perlakuan akuntansi imbalan kerja yang dipahami Pabrik
Rokok XYZ,

3. Untuk menganalisis
perlakuan akuntansi

implikasi dari pengimplementasian
imbalan kerja Pabrik Rokok XYZ
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terhadap distribusi keadilan pengupahan kepada para pihak
yang berkepentingan, khususnya kepada buruh.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hasil yang dapat dicapai dari
penelitian, baik itu langsung maupun tidak langsung. Dengan
mengetahui apakah akuntansi imbalan kerja sudah dipahami dan
diterapkan pada PR XYZ, manfaat yang diharapkan adalah untuk
pengembangan ilmu dan pengetahuan dibidang akuntansi, etika
bisnis dan profesi akuntansi (sebagai penilai dari hasil faporan
akuntansi perusahaan), perilaku organisasi, serta hukum
ketenagakerjaan. Manfaat lain yang dapat diambil dari penelitian
ini juga diketahui hal-hal yang menghambat maupun yang
mendukung pengimplementasian konsep perlakuan akuntansi
imbalan kerja yang dipahami perusahaan sebagai landasan
perusahaan untuk meningkatkan distribusi keadilan dalam
pemberian imbalan ketja bagi para buruhnya.

Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi
bahan masukan atau bahkan acuan bagi perusahaan dalam
mengungkapkan pengakuan atas kewajiban perusahaan yang
timbul akibat diberlakukannya Undang-Undang No 13 tahun
2003 tentang ketenaga kerjaan, serta perlaknan akuntansi dengan
diberlakukannya PSAK No 24. Dari penelitian ini diharapkan
dapat  memberikan gambaran yang jelas akibat
diterapkannya/tidak diterapkannya perlakuan akuntansi imbalan
kerja tethadap laporan keuangan.

Selairitu hasil dari penelitian ini diharapkan juga bermanfaat
bagi - :p;‘i_;fg_sahaampemsahaan lain  wntuk  kepentingan
pengc:m;:[?\_aftpg_an praktik etika organisasi pun sebagai tolak ukur
perusahaan.: Hasil akhir dari penelitian ini adalah didapatkannya
gambaran yang jelas tentang implementasi dari suatu konsep
akunt tibalan  kerjayang dianut oleh perusahaan, baik
ditinj sist akontansi, maupun dari sisi distribusi keadilan
dalam | vahan. Dari hasil penelitian ini juga didapatkan hal-
hal apa mempengaruhi perlakuan akuntansi imbalan kerja
tersebut in dari ity juga didapatkan fenomena-fenomena apa
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yang ada di balik perlakuan akuntansi imbalan kerja yang
diterapkan oleh perusahaan dan apakah sudah diperlakukan
secara adil menurut teori distribusi keadilan dalam pengupahan.

s D

b BAB 11

. TEORI SEBAGAI PIJAKAN PENELITIAN:

B KAJIAN ATAS PERLAKUAN AKUNTANSI IMBALAN
KERJA DAN TEORI PERBURUHAN

2.1. Buruh dan Perburuhan

Pengertian tenaga kerja sangat kompleks vyaitu meliputi
semua orang yang mampu dan dapat melakukan pekerjaan, baik
yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja maupun
yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan. Di dalam undang-
undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat
2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa
baitk untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
+ masyarakat. Revitalisasi manufaktur digambarkan bukan saja
hanya sebagai strategi untuk mendapatkan profitabilitas
~ perusahaan, tetapi sebagai sebuah strategi untuk daya saing
ekonomi nasional (Dertouzos ¢z al., 1989). Bagi buruh, rejim
manufaktur baru secharusnya tidak hanya menjanjikan pekerjaan
. yang aman, tetapi juga pekerjaan yang baik, sebuah tempat kerja
. dengan pekerja yang mempunyai skill, rotasi pekerjaan, dan
pengawasan terhadap kerja mereka, dimana pengetahuan dan
kreativitas dinilai, dan buruh di semua level berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan untuk meningkatkan proses dan kualitas
manufaktur (Arneld, 1999),

Dalam Hukum Perburuhan atau Hukum Ketenagakerjaan
terdapat istilah tenaga kerja, pekerja, dan buruh. Istilahistilah
terscbut dalam hukum ketenagakerjaan memiliki makna vang
sama. Tetapi masyarakat mengenal istilah buruh sejak dulu yang
diindentikkan dengan perkerjaan kasar, pendidikan rendah dan
penghasilan yang rendah. Kata “pekerja” memiliki pengertian
sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan perkerjaan.
Istilal pekerja sepadan dengan karyawan, yakni orang vang
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berkarya atau berkerja, yang lebih diidentikkan pada pekerjaan
nonfisik, sifat pekerjaannya halus dan tidak kotor. Istilah
“pegawai” adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintah
yakni pegawai negeri.

2.2 Upah dan Pengupahan

Tujuan buruh melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan
penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya bersama
keluarganya. Upah adalah pembayaran yang diterima buruh

selama melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan
pekerjaan. Undang-undang Neo.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa

pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima
upah/imbalan dalam bentuk lain. Imbalan kerja (employee
benefits) atau upah adalah sejumlah bentuk imbalan yang
diberikan perusahaan atas jasa yang diberikan oleh pekerja.
Pengertian upah menurut Undang-Undang No, 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 yaitu:

. Upah adalah hak pekerja atau burvh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dar
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi peckerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Istilah upah (wages) biasanya digunakan wunfuk pekerja
lapangan, baik yang terlatih maupun tidak terlatih, Tarif upah
biasanya diungkapkan dalam satuan jam atau minggu. Tetapi
dalam praktik, istilah gaji dan upah biasanya digunakan saling
bergantian (Warren et af., 2005:9). Upah dapat dikategorikan
sebagai hubungan timbal balik antara pengusaha dan
pekerjadalam melakukan pekerjaan, pengusaha mendapatkan jasa
tenaga kerja dari pekerja/buruh dan mendapatkan upah sebagai
hasil kerjanya. Hubungan timbal balik ini harus benar-benar
diterapkan dengan baik, dimana kesepakatan, saling pengertian
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antara hak dan kewajiban keduanya sehingga tercapai suatu
keharmonisan antara pengusaha dan pekerja. Penelitian vang
- dilakukan Sutrisno (1996) menyatakan bahwa lingkungan kerja,
" . imbalan intrinsik, dan imbalan ekstrinsik mempunyai pengaruh
- yang signifikan terhadap prestasi kerja dimana imbalan ekstrinsik
© mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap prestasi kerja.
. D1 Indonesia, sebagai negara hukum, telah diatur masalah
perburuban ini pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27
. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan
- penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-Undang No
.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 100 ayat (1)
- menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi
- pekerja atau buruh dan keluarganya, pengusaha wajib
~.menyediakan fasilitas kesejahteraan”. Istilah “kesejahteraan” ini
.-mengandung artl yang cukup luas dan mencakup berbagai segi
~pandangan atau ukuran dalam suatu istilah. Kata “sejahtera”
-, berasal dari dari kata yang berarti aman, makmur, dan selamat.
- Suatu ukuran kesejahteraan adalah ukuran yang abstrak dan
. relatif, namun bukan berarti tidak dapat diuvkur. Pengertian
.kesejahteraan menurut Purwadarminta yang dikutip oleh
. Sumarnonugroho (1984:27): “Kesejahteraan adalah keadaan aman,
: senftosa, makmur, dan selamat (terlepas dari scgala macam
. gangguan, kesukarasn, dan lain sebagainya).

Secara umum, ada dua komponen dalam kompensasi:
- pertama, pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah,
gaji insentif, komisi, dan bonus; kedua, pembayaran yang tidak
~ langsung dalam bentuk tunjangan keuangan seperti asuransi dan
. uang liburan yang dibayarkan majikan Dessler (1997:25).

2.3. Sistem Pemberian Imbalan kerja dan Komponen
Imbalan kerja

Sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang berarti
. sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan
~secara teratur dan satu kesatuan Amirin (1995:1). Sistem
. pengupahan adalah cara atau metode yang digunakan untuk
- menunjuk suatu benda atau pola pengaturan atau pelaksanaan
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dari pembayaran upah.

Sistem pemberian upah/imbalan keria dibagi Soepomo
(1987:130), menjadi (1) sistem upah jangka waktu, dimana
menurut sistem ini upah ditetapkan berdasarkan jangka waktu
buruh melakukan pekerjaaan, (2) sistem upah potongan, dimana
dalam sistem ini digunakan untuk mengganti sistem upah jangka
waktu, upah ini hanya dapat ditetapkan jika hasil pekerjaan dapat
divkur menurut ukuran tertentu, misalnya jumlah banyaknya,
beratnya, dan sebagainya. (3) sistem upah permufakatan, dimana
dalam sistem ini dasarnya adalah upah potongan, namun upah ini
tidak diberikan kepada bumh masing-masing melainkan
sekumpulan buruh yang bersama-sama melakukan pekerjaan itu.
(4) sistem skala upah berubah, pada sistem ini terdapat pertalian
antara upah dengan harga penjualan hasil produksi perusahaan di
pasaran. Upah akan naik atau turun sesuai dengan naik turunnya
harga penjualan perusahaaan. (5} sistem upah indeks, dimana
indeks biaya kebutuhan hidup buruh sesuai dengan biaya hidup,
meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah, dan (6)
sistem pembagian keuntungan, dimana selain upah yang diterima
burnh pada waktu tertentu, pada penutupan akhir tahun, bila
ternyata pengusaha mendapatkan keuntungan tersebut, yaitu
pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan laba akhir
tahun.

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah
diatur dan ditetapkan. Sistem pengupahan di Indonesia pada
umumnya didasarkan ‘pada tiga fungsi upah, yaitu: (1) menjamin
kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, (2)
mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan (3)
menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan
produktivitas kerja. |

Menurut Handoko (1998:35) kompensasi adalah segala
sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kerja
mereka, dan merupakan salah satu cara meningkatkan prestasi
kerja diterima karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada
organisasi. Kompensasi meliputi kembaliankembalian finansial
dan jasa-jasa vang diterima oleh para karyawan sebagai bagian
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dari hubungan kepegawaian. Kompensasi merupakan bentuk
penggajian atau ganjaran yang mengalir kepada pegawai dan
timbul dari kepegawaian mereka. Selain motivasi dan kepuasan

- lingkungan kerja oleh karyawan didapatkan dengan merupakan

tambahan memberikan keompensasi perusahaan dan oleh sebab

itu Simamora (1997:27) menyatakan bahwa meningkatkan labor

cost per unit kompensasi merupakan apa yang di produksikan.
Manullang (1995:87) menyebutkan teori tentang upah ke

dalam tiga jenis teori, yaitu:

a. Teor: Upah Normal (David Ricardo) Upah ditetapkan dengan
berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk
mengongkosi segala keperluan buruh. Uang yang diterima

buruh dianggap wajar, apabila telah sesuai dengan
kemampuan majikan.

b. Teori Undang-Undang Upah Besi (Lassalp)

Buruh harus menentang teori upah normal agar dapat
mencapai kesejahteraan, sebab apabila tidak, maka buruh akan
dieksploitasi oleh para pemilik modal.
¢. Teori Dana Upah (Stuart Mill Senior) Tidak perlu menentang
teori upah normal. Upah yang diterima adalah berdasarkan
kepada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat.
Yang dipersoalkan adalah seberapa jauh upah dapat
mencukupi segala kebutuhan hidup buruh beserta keluarganya.
Upah adalah hak pekerja dan merupakan kewajiban bagi
pengusaha. Karena upah merupakan bagian dari biaya produksi,
dari sisi kepentingan pengusaha upaya menekan upah merupakan
pertimbangan logis dalam usaha mengurangi biaya produksi
(production cost). Sebaliknya dari sisi kepentingan pekerja upah
menjadi- sumber utama penghasilan. Pekerja adalah manusia,
sebag.gi_.__"-__'_'s_c(_)rang' manusia sudah pasti mempunyai banyak
kebutuhan-di dalam hidunya. Kebutuhan-kebutuhan yang ingin
dicapai oleh setiap individu masingmasing berbeda dan nilainya
pun berbeda,  Oleh karena itu, sepanjang upah yang diterima
belum  mampu mendukung kebutuhan dasar hidupnya, maka
pem’hang:’{i c¢arah perbaikan upah merupakan hal yang wajar
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untuk dilakukan.

2.4, Keadilan dalamkompensasi (Pengupahan)

Salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam perancangan
dan pelaksanaan kompensasi adalah adanya keadilan, baik
keadilan eksternal, keadilan internal maupun individu
(Kristiyanto, 2000). Keadilan eksternal (external equity)
diartikan sebagai kompensasi yang wajar yang berlaku untuk
pekerjaan-pekerjaan serupa di pasar tenaga kerja.

Keadilan eksternal dinilai dengan membandingkan pekerjaan
serupa  diantara perusahaan-perusahaan yang dapat
diperbandingkan. Keadilan intemal (internal equify) diartikan
sebagi tingkat kompensasi yang pantas dengan nilai pekerjaan
internal bagi perusahaan. Keadilan internal adalah fungsi dari
status relatif sebuah pekerjaan, nilai ekonomis suatu pekerjaan
atau  status sosisal sebuah  pekerjaan. Keadilan  ini
berhubungandengan variasi kompensasi diantara pekerjaan-
pekerjaan dalam suatu perusahaan.

Keadilan individu (individual equiry) berarti bahwa individu-
individu merasa bahwa mereka diperlakukan secara adil
dibandingkan dengan rekan sekerja mereka. Saat karyawan

menerima kompensasi dari perusahaan, prinsip keadilan mereka

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu (1) rasio kompensasi terhadap
masukan upaya, pendidikan, pelatihan, ketahanan akan kondisi
kerja yang merugikan dari seseorang, dan (2) perbandingan rasio
ini dengan rasiorasio yang dirasakan oleh karyawan lain (Luthans,
1995:45).

Mathis dan Jackson (2000:23) menyatakan bahwa °

kompensasi merupakan suatu faktor penting yang mempengaruhi

bagaimana dan mengapa sescorang memilih untuk -
bekerja pada organisasi daripada yang lain. Para majikan harus -

memiliki alasan yang kompetitif dengan beberapa jenis
kompensasi dalam rangka mengkaji, menjaga, dan memberi
penghargaan atas hasil kerja individu dalam organisasi.

Mondy dan Noe (1993:73) mengemukakan bahwa
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kompensasi harus mengacu pada setiap imbalan yang diterima
individu sebagai timbal balik kerja mereka. Kompensasi finansial
langsung terdiri dari pembayaran yang diterima seseorang dalam
bentuk gaji, bonus dan komisi. Kompensasi finansial tidak
langsung meliputi semua imbalan finansial yang tidak tercakup
dalam kompensasi langsung. Kompensasi non-finansial
merupakan kepuasan yang diterima seseorang baik dari pekerjaan

~itu sendiri dan atau dari lingkungan fisik dimana seseorang

bekerja.

Soepomo (1985:128) membagi komponen upah sebagai
berikut: (1} Upah berupa vang menurut pasal 1602 h buku ketiga
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan
bahwa pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang yang
berlaku di Indonesia, yaitu Rupiah, dan bentuk mata uang asing,
(2) upah berupa barang, tentang upah berupa barang diatur dalam
Keputusan Kepala Pengawasan Perburvhan tanggal 31 Oktober

1936 No.E51/15/19 dan Perjanjian Kerja Laut KUHD buku II Bab
4

2.5. Masalah Pengupahan
Dalam implementasi pemberian imbalan kerja, pasti banyak

‘masalah yang timbul diantara pekerja dan pemberi Kkerja,

diantaranya adalah: :

1. Pengusaha dan karyawan pada umumnya mempunyai
pengertian yang berbeda mengenai upah. Bagi pengusaha,
upah dapat dipandang sebagai beban, karena semakin besar
upah yang dibayarkan kepada karyawan, semakin kecil
proporsi kuntungan bagi pengusaha. Segala sesuatu yang
dikeluarkan oleh pengusaha sehubungan dengan
mempekerjakan seseorang dipandang sebagai komponen upah:
uang tunai (gaji), tunjangan beras, pengangkutan, kesehatan,
konsumsi yang disediakan dalam menjalankan tugas,
pembayaran upah waktu libur, dan lain-lain. Di pihak lain,
karyawan dan keluarganya biasanya menganggap upah hanya
sebagal apa yang diterimanya dalam bentuk vang (take home
pay). Kenyataan menunjukkan bahwa hanya sedikit
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.. ekuitas) yang jatuh tempo dalam wakiu bulan setelah akhir
periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa, IAl (2009:24.2).
Imbalan ini meliputi upah, gaji, dan iuran jaminan sosial; cuti
berimbalan jangka pendek seperti cuti tahunan dan sakit, yang
terjadi dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan saat
pekerja memberikan jasanya; hutang bagi laba dan hutang bonus
dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat
pekerja memberikan jasanya; dan imbalan moneter (seperti
imbalan kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang
diberikan secara cumacuma atau melalui substidi) untuk pekerja.

Menumt IAT (2009:24.2), ketika pekerja telah memberikan
jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi,
perusahan harus mengakui jumlah tak terdiskonto atas imbalan
kerja jangka pendek yang diperkirakan untuk dibayar sebagai
imbalan atas jasa terscbut sebagai kewajiban (beban terakru),
setelah dikurangai jumiah yang telah dibayar; dan sebagai beban,
kecuali PSAK lain mewajibkan atau membolehkan imbalan
tersebut termasuk dalam biaya perolehan aktiva.

Financial Accounting Standart Boards (FASB), Statement
No. 43 mewajibkan suatu kewajiban diakui untuk kompensasi
kehadiran yang telah dihasilkan melalui jasa yang diberikan,
telah menjadi hak ke tahun-tahun berikutnya, dan dapat
diestimasi dan besar kemungkinannya untuk terjadi (probable).
Perusahaan harus mengakui perkiraan biaya atas pembayaran
bagi laba dan bonus jika: perusahaan mempunyai kewajiban
hukum atau kewajiban Kkonstruktif atas pembayaran beban
tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan kewajiban
tersebut dapat diestimasi secara handal. Kewajiban kini timbul
jika, dan hanya jika, perusahaan tidak mempunyai alternatif
realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran,

pengusaha yang secara sadar dan sukarela terusmenerus
berusaha meningkatkan penghidupan karyawannya, terutama
pekerja golongan ekonomi rendah. Di pihak lain, karyawan
melalui Serikat Pekerja dan/atau dengan campur tangan
Pemerintah selalu menuntut kenaikan upah dan perbaikan -
fringe benefits. '

2. Masalah kedua di bidang pengupahan berhubungan langsung.
dengan Keanekaragaman sistem pengupahan sebagaimana
dikemukakan di atas, proporsi bagian upah dalam bentuk
natura dan fringe benefits cukup besar, dan besarnya tidak
seragam antara perusahaan-perusahaan.

3. Rendahnya tingkat upah atau pendapatan masyarakat. Banyak
karyawan yang berpenghasilan rendah, bahkan lebih rendah
dari kebutuhan fisik minimumnya.

2.6. PSAK No. 24 Tahun 2004 tentang Akuntansi Imbalan

Kerja

TAI (2009: 24.2), yang dimaksud dengan imbalan kerja
adalah selurub bentuk imbalan yang diberikan perusahaan atas
jasa yang diberikan oleh pekerja. Imbalan ketja meliputi imbalan
yang diberikan kepada pekerja atas tanggungannya dan harus
diselesaikan dengan pembayaran (atau dengan penyediaan barang
atau jasa), baik secara langsung kepada pekerja, suami/istri
mereka, anak-anak atau tanggungan lainnya atau kepada pihak
tain, seperti perusahaan asuransi. Sedangkan pekerja merupakan
seluruh pekerja, termasuk direktur dan anggota manajemen
lainnya yang dapat memberikan jasanya kepada perusahaan secara
penuh waktu, paruh waktu, permanen ataukah sistem kontrak.

2.7. Macam-macam Imbalan Kerja

Berdasarkan IAI (2009:24.2), imbalan kerja dibagi menjadi
lima kategori, yaitu:
A. Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain dari
pesangon pemutusan kontrak kerja dan imbalan kerja berbasis
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B. Imbalan Pasca Kerja

Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja selain (pesangon
dan imbalan berbasis ekuitas) yang terhutang setelah pekerja
menyelesaikan masa kerjanya. Program imbalan pasca kerja
adalah pengaturan formal atau suatu kebiasaan dimana
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perusahaan memberikan imbalan pasca kerja bagi satu atau lebih
pekerja [AT (2009:3), yang meliputi tunjangan pensiun, dan
imbalan pasca kerja lain, seperti asuransi jiwa pasca kerja dan
tunjangan keschatan pasca keria.

Program pensiun adalah sebuah perjanjian yang menetapkan
bahwa pemberi kerja memberikan tunjangan kepada karyawan
setelah merekapensiun atas jasa-jasa yang mereka berikan ketika
masih bekerja. Perusahaan atau pemberi kerja adalah organisasi
yang mensponsori program pensiun. Program iuran pasti adalah
program imbalan pasca kerja yang mewajibkan perusahaan
membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas dana terpisah,
sehingga perusahaan tidak memiliki kewajiban hukum atau
kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika
entitas tersebut tidak memiliki aktiva yang cukup untuk
membayar sejumlah imbalan pasca kerja sebagai imbalan atas
jasa yang diberikan pekerja pada periode berjalan dan periode
lalu, AT (2009:3).

Program imbalan pasti adalah program imbalan pasca kerja
yang bukan merupakan program iuran pasti [AI (2009:24.3).
Program ini lebih rumit dibandingkan dengan penghasilan
pensiun tertentu yang sering dihubungkan dengan lamanya
mereka bekerja dan rafa-rata gaji dalam beberapa tahun. Jumlah
iuran periodik pemberi kerja berdasarkan pada imbelan dimasa
mendatang yang diharapkan akan karyawan dan sejumiah
variabel.

Pengungkapan dan pengukuran Imbalan Kerja Imbalan Pasca
Kerja, Imbalan Jangka Panjang Lainnya, dan imbalan berbasis
ekuitas) diatas, memerlukan teknik aktuaria sebagai salah satu
cara dalam membuat estimasi yang handal untuk menentukan
jumlah kewajiban imbalan kerja yang diakui oleh perusahaan,
termasuk didalamnya penggunaan asumsi-asumsi aktuaria,
sebagai faktor untuk mengukur ketidakpastian penyelesaian
kewajiban di masa-masa mendatang, dan dasar diskontrol karena
kemungkinan kewajiban tersebut baru terselesaikan beberapa
tahun kedepan atau bahkan beberapa tahun setelah bekerja
menyelesaikan masa kerjanya.
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. Informasi-informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan
- adalah umumnya termasuk dan tidak terbatas pada tujuan
- pembuatan laporan, risalah ketentuan imbalan kerja, risalah
. data/informasi/dokumen terkait, asumsi-asumsi dan metodologi
“ perhitungan sampai dengan informasi penting hasil perhitungan.
»Untuk  itu, penting bagi perusahaan untuk mempunyai
_perencanaan yang tepat (baik dari sisi proses, maupun dari sisi
- waktu) atas pekerjaan ini agar hasil yang diinginkan dapat
. diperoleh pada waktu yang tepat, sehingga akan sangat membantu
alam proses pengambilan keputusan perusahaan dan proses
enyusunan laporan keuangan,

“C. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

_ Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja
~(selain imbalan pasca kerja, pesangon, dan imbalan berbasis
ckuitas) yang jatuh Imbalan kerja jangka panjang lainnya
mencakup, antara lain : cuti berimbalan jangka panjang, imbalan
~cacat permanen, hutang bagi laba dan bonus dibayar 12 bulan,
atau  lebih setelah akhir periode palaporan saat pekerja
- memberikan jasanya, dan kompensasi ditangguhkan yang dibayar
- 12 bulan atau lebih setelah akhir periode.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban untuk imbalan kerja
jangka panjang lainnya adalah total nilai bersih dari jumlah: nilai
kini kewajiban imbalan pasti per tanggal neraca, dikurangi
~dengan nilai wajar dari aktiva program per tanggal neraca (jika
~ada} selain kewajiban harus dilunasi secara langsung.

D. Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja

Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (Pesangon PKK) adaiah
imbalan kerja terhutang sebagai akibat dari keputusan perusahaan
untuk memperhatikan pekerja sebelum usia pensiun normal atan
keputusan pekerja menerima tawaran perisahaan unfuk
mengundurkan diri sukarela dengan imbalan tertentu IAI
(2009:3). Dalam pesangon pemutusan kontrak kerja ini kejadian
yang menimbulkan kewajiban ini adalah pemutusan hubungan
kerja dan bukan jasa yang diberikan pekerja.
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E. Imbalan Berbasis Ekuitas

Imbalan berbasis ekuitas adalah imbalan kerja yang diberikan
perusahaan dalam bentuk hak pekerja untuk menerima instrumen
keuangan ekuitas, (misalnya saham) yang diterbitkan perusahaan
{atau induk perusahaan), atau jumiah kewajtban perusahaan
kepada pekerja yang bergantung pada harga instrumen keuangan
ckuitas (misalnya saham) di masa depan yang diterbitkan oleh
perusahaan IAI (2009:3). Imbalan berbasis ekuitas meliputi:
saham, opsi saham, dan instrumen ekuitas lainnya, yang
diterbitkan untuk pekerja dengan harga yvang lebih rendah dari
nilal wajarnya jika instrumen-instrumen tersebut diterbitkan
untuk pihak ketiga dan pembayar tunai, yang jumlahnya
bergantung pada nilai pasar saham perusahaan di masa depan.

Pada umumnya kompensasi opsi saham diberikan untuk
manajemen yang lebih tinggi dan para direktur. Jumiah beban
kompensasi yang dilaporkan yang berhubungan dengan

kompensasi berbasis saham adalah fungsi dari metode dimana :

opsi dicatat {metode nilai intrinsik atau metode nilai wajar) dan
jenis dari program opsi (program tetap atau program berbasis
kinerja). Di samping opsi saham karyawan sering memperoleh
bonus berdasarkan pada beberapa kinerja perusahaan selama

periode waktu tertentu. Seiring dengan era globalisasi, maka -

perkembangan penerapan imbaian kerja semakin kompleks,
perusahaan diminta untuk terus lebih  memperhatikan

kepentingan pekerjanya, dan tidak hanya mementingkan -
kepentingan profit perusahaannya saja. Hal ini juga didukung

dengan adanya peraturanperaturan pemerintah yang juga
melindungi kepentingan pekerja. Ogden (1995) mengungkapkan
bahwa dalam masalah ketenagakerjaan, pemerintah seharusnya
memberikan anjuran bahwa dalam privatisasi, pihak perusahaan
lebih memberikan kesempatan kepada para pekerjanya untuk

memiliki kepemilikan akan perusahaan (bisa berupa saham). -
Pemerintah juga menganjurkan agar perusahaan membuat para

pekerja lebih terlibat dalam perusahaan melalui kepemilikan
perusahaan, sehingga memotivasi para pekerja untuk lebih
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nenyukseskan tujuan perusaan secara keseluruhan.

.8. Konsep Pengakuandan Pengukuran

Tingkat ketiga dari kerangka kerja konseptual terdiri dari
onsep-konsep yang dipakai untuk mengimplementasikan tujuan
asar darl tingkat pertama. Kosep-konsep ini menjelaskan apa,
ipan, dan bagaimana unsur-unsur serta kejadian keuangan harus
kui, diukur, dan dilaporkan oleh sistem akuntansi (Kieso ef
,2002:49). Sebagian besar konsep ini ditetapkan oleh FASB
alam Statement of Financial Accounting Concept No. 5.

Untuk diakui, sebuah item (kejadian atau transaksi) harus
'menuhi salah satu definisi “dari unsur laporan keuangan”
chagaimana didefinisikan oleh SFAC No. 6 dan harus dapat
ikur. Sebagian besar aspek praktek yang ada sekarang
nsisten dengan konsep pengakuan dan pengukuran ini.

sumsi-Asumsi Dasar

Asumsi Entitas Ekonomi

sumsi entitas ekonomi (economic entity assumplion)
mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi
cngan unit pertanggungjawaban tertenfu. Dengan kata lain,
ktivitas bisnis dapat dipisahkan dan dibedakan dengan
(tivitas pemiliknya dan dengan setiap unit bisnis lainnya.

mst Kelangsungan Hidup Sebagian besar metode akuntansi
dasarkan atas asumsi kelangsungan hidup (going concern
ssumption), yaitu perusahaan bisnis akan memiliki umur
ang  panjang. Walaupun akuntan tidak percaya bahwa
riisahaan akan hidup selamanya, namun akuntan
engasumsikan bahwa mereka akan hidup cukup lama untuk
menuhi tujuan dan komitmen mereka.

msi Unit Moneter

sumsi unit moneter (monetary unit assumption) mengandung
bahwa uang adalah denominator umum dari aktivitas
nomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran
analisis akuntansi. Asumsi ini meyiratkan bahwa unit
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moneter adalah cara yang paling efektif untuk menunjukkan
kepada pihak-pthak yang berkepentingan tentang perubahan

modal serta pertukaran barang dan jasa.
4, Asumsi Periodisitas

Asumsi periodisitas (periodicity assumption} atau periode
sebuah
perusahaan dapat dipisahkan ke dalam periode waktu artifisial. -
Pemakai laporan keuangan perlu diberitahu tentang kinerja -
dan status ekonomi perusahan dari waktu ke waktu agar dapat .

waktu menyiratkan bahwa aktivitas ekonomi

mengevaluasi dan membandingkan dengan perusahaan lain.
Informasi harus dilaporkan secara periodik.

B. Prinsip-Prinsip Dasar Akuntansi
1. Prinsip Biaya Historis

PSAK mewajibkan sebagian besar aktiva dan kewajtban ¢
diperlakukan dan dilaporkan sebesar harga akuisisi. Hal ini |
seringkali dikenal dengan prinsip biaya historis (historical .
cost principle). Biaya (cost) memilki keunggulan yang penting

dibandingkan penilaian yang lainnya, yaitu dapat diandalkan.

2.IPrinsip Pengakuan

Pendapatan Persoalan penting yang dihadapi perusahaan
Pendapatan
atau dapat .

adalah kapan pendapatan harus diakui.
umumnya diakui jika: (1) telah direalisasi
direalisasi, dan (2} telah dihasilkan.
Pendekatan ini seringkali dipandang
pengakuan pendapatan (revenue

sebagai

dikatakan dapat direcalisasi (realizable) apabila aktiva yang
diterima atau dipegang dapat segera dikonversikan menjadi
kas atau klaim atas kas.
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prinsip :
recognition principle).
Pendapatan dikatakan telah direalisasi (realized) jika produk
(barang dan jasa), barang dagang, atau aktiva lainnya tetah
dipertukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Pendapatan °

Prinsip Penandingan

Dalam mengakui beban, pendekatan yang dipakai adalah
“biarkan beban mengikuti pendapatan”. Beban diakui bukan
pada saat upah dibayarkan, atau ketika pekerjaan dilakukan,
atau pada saat produk diproduksi, tetapi ketika pekerjaan
{jasa) atau produk secara aktual memberikan kontribusi, tetapi
- ketika pekerjaan (jasa) atau produk secara aktual memberikan
- kontribusi terhadap pendapatan.

rinsip Pengungkapan Penuh

Dalam memutuskan informasi apa vang akan dilaporkan,
sraktik yang umum adalah menyediakan informasi yang
nencukupi untuk memengaruhi penilaian dan keputusan
semakai. Prinsip ini, yang sering disebut dengan prinsip
engungkapan penuh (full disclosure principle), mengakui
yahwa sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan dalam

aporan keuangan mencerminkan serangkaian trade-of
nilaian.
Kendala
Jalam  menyediakan  informasi yang  mengandung

akteristik kualitatif agar membuatnya menjadi berguna, dua
ala (constrains) yang dominan harus diperhitungkan.

bungan Biaya Manfaat

ungan biaya manfaat (cost benefit relationship) vang
s diperhitungkan, Biaya penyediaan informasi harus
mbang terhadap manfaat vang bisa diperoleh dari
akaian informasi itu.

tialitas -

dala materialitas (maferiality) berhubungan dengan
pak suatu item terhadap operasi keuangan perusahaan
ra keseluruhan. Suatu item akan dianggap material jika
ficantuman atau pengabaian item tersebut memengaruhi atau
gubahpenilaianseorang  pemakai laporan  keuangan.
a'Q;'la itu, tidaklah material dan juga tidak relevan jika
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pencantuman  atau  pengabaian  suatu  item  tidak
memilikidampak terhadap pengambilan keputusan. Suatu item
harus membuat perbedaan atau, jika tidak, tidak perlu
diungkapkan. Aspek yang terlibat di sini adalah ukuran dan
kepentingan relatif.

.. Perusahaan yang memiliki dana pensiun

~Bagi perusahaan yang memilki dana pensiun, yaitu bahan
“hukum  yang mengelola dan menjalankan program vyang
- menjanjikan mantfaat pensiun, UU No. 13 Tahun 2003 tidak
- akan banyak memberi dampak terhadap laporan keuangan
wyang disajikan, karena biaya kesejahteraan karyawan untuk
:masa yang akan datang telah ditangani oleh dana pensiun.
Sedangkan perusahaan hanya melakukan pembayaran
ejumlah tertentu jika ternyata pembayaran yang dilakukan
leh dana pensiun lebih kecil dari ketentuan UU No. 13 Tahun
003.

erusahaan yang tlddk memﬁlkl dana pensiun

Bagi perusahaan yang tidak ikut program dalam dana pensiun,
arena tidak menyelenggarakan program pensiun untuk
aryawan (fidak menyelenggarakan sejumlah dana wuntuk
menghadapt  berakhimya masa kerja karyawannya),
erlakunya UU No. 13 Tahun 2003 mengharuskan perusahaan
ersebut untuk mengeluarkan dana yang cukup besar saat
melakukan PHK karyawan. Schingga dapat dipastikan akan
nuncul sejumlah kewajiban di masa yang akan datang pada
erusahaan dan beban yang harus diakui secara sekaligus pada
khir masa kerja karyawan.

2.9. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan UU No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan
disahkan DPR RI pada 26 Pebruari 2003, sebelumnya Undang-
Undang ini bernama RUU Pembinaan dan Perlindungan
Ketenagakerjaan, Undang-Undang ini disusun dengan harapan
dapat memperhatikan aspek ekonomi makro serta iklim investasi.

UU No. 13 Tahun 2003 terdiri dari 18 bab, dan 159 pasal,
yang mengatur tentang perjanjian kerja  antara perusahaan dan
pekerja. Perjanjian kerja merupakan hal yang sangat penting
dalam suatu hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja,
karena memuat segala konsekuensi yang menjadi hak dan
kewajiban kedua belah pihak.

2.10. Dampak penerapan Undang-Undang Ne. 13 Tahun 2003
Terhadap Perusahaan

Berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 mengharuskan perusahaan
untuk mengeluarkan sejumlah dana baik untuk pesangon, uang
ganti rugi dan vang penghargaan masa kerja pada saat PHK yang
ditujukan untuk kesejahteraan pekerja tersebut.

UU No. 13 Tahun 2003 mendefinisikan perusahaan sebagai
bentuk usaha yang berbadan hukwm atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutvan, atau milik badan hukum, baik
milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, usaha-
usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang
Jain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Dari definisi perusahaan yang dimaksud dalam Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003, perusahaan dibagi dalam dua kelompok,

w98 =

. Kewajiban Yang timbul dari Undang-Undang No. 13

.. Tahun 2003

Bag1 perusahaan yang laporan keuangannya disusun dcngan
msi going concern, dan sama sekali tidak dimaksudkan
ik dilikuidasi dalam waktu yang sudah ditentukan, kasus yang
i akan timbul adalah masalah pemberian pensiun. Pengusaha
k dapat terhindar dari beban PHK karena pensiun, yang harus
tuarkan cepat atau lambat.

Bagi perusahaan yang laporan keuangannya tidak disusun
asarkan asumsi kelangsungan usaha (going concern) atau
sahaan telah merencanakan untuk membubarkan diri, atau
akukan PHK besar-besaran pada tahun tertentu, kondisi ini
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harus diungkapkan bersama dasar lain yang digunakan dalam °

penyusunan laporan keuangan. Selain itu perusahaan juga wajib

untuk menghitung kewajiban yang akan timbul saat terjadinya ¢

pembubaran usaha, apakah itu karena pensiun atau karena PHK
karyawan karena likuidasi dan efisiensi tenaga kerja.

Sedangkan karyawan seperti yang terdapat pada pasal 163 :

(karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan,

perubahan kepemilikan, perusahaan), atau dengan kata lain -

kewajiban yang masih belum pasti kapan akan terjadi dan sebesar
apa jumlah yang harus dibebankan.

2.12. Teknik Pengukuran Beban Peost Employment Benefits
Menurut jenis programnya, post employment benefit

dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Defined Contribution Plan (program iuran pasti)
Pada program ini iuran yang dibayarkan perusahaan sudah
ditentukan, namun manfaatnya yang diterima oleh karyawan

tergantung pada hasil investasi yang terjadi hingga tiba masa :

pensiun. Dengan kata lain karyawan ikut mengambil resiko.
.-Defined Bernefit Plan (Progfam imbalan pasti)

Pada program ini perusahaan menanggung sepenuhnya resiko :
perusahaan :
menjamin kecukupan dana untuk membayar manfaat yang. :

yang akan disepakati, tinggal bagaimana
dijanjikan tersebut.
UU No. 13 Tahun 2003 merupakan bagian dari defined benefi
plan karena jumiah manfaat yang akan diterima karyawan pada
saat pensiun telah ditetapkan jumlahnya. Untuk menyajikan

pengukuran beban secara andal, terencana, dan sistematis, demi

mencapai kecukupan dana untuk memenuhi manfaat pensiun
(145)

yang dijanjikan, International Accounting Standarts
No 19 diperlukan actuaria ltechniques dan  actuarial
assumptions, Menurut standar akuntansi keuangan,
akturial yang biasa digunakan untuk menentukan total biaya dar
penyediaan imbalan pasca kerja terdiri atas:

a. Tingkat diskonto yang digunakan untuk mendiskontokan
kewajiban imbalan pasca kerja (baik yang didanai maupun

s 30 =

asums .

‘tidak) harus ditentukan dengan mengacu pada bunga obligasi
berkualitas tinggi pada pasar yang aktif pada tanggal neraca.
‘Bila tidak ada pasar yang aktif (deep market) bagi obligasi
“tersebut, maka harus digunakan tingkat bunga obligasi
-pemerintah pada pasar yang aktif. Mata uang dan periode yang
‘disyaratkan dalam obligasi tersebut di atas harus sesuai dengan
ata uang dan estimasi periode kewajiban imbalan pasca
“kerja.
Kewajiban  imbalan  pasca
-mempertimbangkan hal-hal berikut:
. Etimasi kenaikan gaji di masa depan
Imbalan yang ditentukan dalam program (atau yang timbul
dari kewajiban konstruktif yang jumlahnya melebihi
ketentuan dalam program tersebut)
Prakiraan perubahan tingkat imbalan yang ditentukan
pemerintah untuk masa depan yang memengaruhi imbalan
terhutang yang berdasarkan progam imbalan pasti, jika
dan hanya jika: perubshan itu diberlakukan sebelum
tanggal neraca, atan pengalaman masa lalu atau bukti lain
yang andal mengindikasikan bahwa tingkat imbalan yang
. ditentukan pemerintah akan berubah dan dapat diprediksi.
alamm menentukan  asumsi  biaya  kesehatan  harus
ipertimbangkan estimasi perubahan biaya jasa keschatan di
asa depan, baik yang diakibatkan oleh inflasi maupun karena
danya perubahanperubahan biaya kesehatan.
ingkat hasil yang diharapkan atas aktiva program,
rencerminkan perubahan dalam nilai wajar aktiva program
ang dimiliki selama periode tersebut sebagai hasil aktual
ang disetorkan ke dana dan imbalan aktual yang dibayarkan
leh dana tersebut. ’ :
Actuarial techniques dan actuarial assumptions ini merupakan
ng ilmu yang diasumsikan dikuasai aktuaris, profesi
gkhususkan diri dalam melakukan perhitungan-perhitungan
; demikian. Perusahaan harus menggunakan metode
ected Unit Credit untuk menentukan nilai kini kewajiban
alan pasti, biaya jasa yang terkait dan biaya jasa masa lalu.

o GE wes

kerja  diukur  dengan




Metode Projected Unit Credit menganggap setiap periode jasa '

akan menghasilkan kewajiban final. Metode Projected Unit Credit
mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan imbalan ke:

periode berjalan untuk menentukan biaya jasa kini, dan periode :

berjalan dan periodeperiode lalu untuk menentukan nilai kini
kewajiban imbalan pasti.

Perusahaan mengalokasikan imbalan ke periode-periode :

selama ada kewajiban untuk memberikan imbalan pasca kerja.

Kewajiban tersebut ada selama pekerja memberikan jasa dengan °
imbalan pasca kerja. Dengan teknik aktuarial perusahaan dapat

mengukur kewajiban imbalan pasti dengan tingkat keandalan
yang memadai schingga kewajiban dapat diakui.

2.13. Metode Penghitungan Beban Berdasarkan International
Accounting Standart (IAS 19)
Penentuan beban pensiun bisa dikatakan sangat rumit, karena
merupakan fungsi dari beberapa

komponen.Kieso dan Weigant (2002:159) mengklasifikasikan

komponen beban pensiun adalah sebagai berikut:

a. Biaya jasa, merupakan beban yang disebabkan oleh kenaikan
hutang funjangan pensiun (proyeksi kewajiban
tunjangan) kepada karyawan atas jasa yang mercka berikan
selama tahun berjalan. Aktuaris menghitung biaya jasa sebagai
nilai sekarang tunjangan baru yang diperoleh karyawan selama
tahun berialan.

b.Bunga atas kewajiban, karena pensiun adalah perjanjian
kompensasi yang ditangguhkan, maka terdapat faktor nila
waktu dari uang. Akibatnya pensiun dicatat atas dasar nilai
setelah didiskonto. Beban bunga akrual setiap tahun atas

proyeksi kewajiban tunjangan terjadi tepat seperti pada beban

bunga atas setiap hutang yang didiskontokan.
¢. Pengembalian aktual atas aktiva program, dihasilkan oleh

akumulasi dana pensiun selama tahun tertentu adalah relevan
dengan pengukuran biaya bersih bagi pemberi kerja yang

mensponsori program pensiun karyawan.
d. Amortisasi biaya jasa sebelumnya vyang belum diakui

5373w

<“amandemen program pensiun (termasuk pembentukan
‘program  pensiun) seringkali mencakup ketentuan untuk
1enatkkan tunjangan (dalam situasi yang jarang untuk
“menurunkan tunjangan) atas jasa karyawan yang diberikan
<dalam tahun-tahun sebelumnya. Karena amandemen program
qni dilakukan dengan harapan bahwa pemberi kerja akan
jerealisasi manfaat ekonomi selama periode mendatang,
naka biaya (biaya jasa sebelumnya) untuk mnyediakan
unjangan retroaktif ini dialokasikan ke beban pensiun di masa
lepan, khususnya selama sisa tahun masa kerja karyawan
ang dipengaruhi.

‘euntungan atau kerugian

udah berubahnya beban pensiun dapat disebabkan oleh
rubahan mendadak dan besar dalam nilai pasar aktiva
ogram serta oleh perubahan proyeksi kewajiban tunjangan
yang akan berubah apabila asumsi aktuarial dimodifikasi atau
abila kejadian sebenarnya berbeda dengan kejadian yang
hiperkirakan). Ada dua hal yang membentuk keuntungan dan
t__ugian ini, vaitu: perbedaaan antara pengembalian aktual
1g diharapkan aktiva program, dan amortisasi keuntungan
n atau kerugian bersih yang belum diakui dari periode
riode sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa penghitungan
s beban pensiun vangmuncul akibat diberlakukannya UU
:13 Tahun 2003 tidak mengharuskanperusahaan untuk
cmbentuk programpensiun, karena itu tidak
nerfukanpembentukanaktiva program.Sehingga
nekanannya adalah padapenghitungan beban pensiun
irituksetiap periode, tanpa harus menghitung aktiva program
_.13, ditanamkan, dan tmgkat pengembaliannya.

_olmk Hukum Pengupahan di Indonesia

ara umum pengaturan politik hukum pengupahan di
sia dapat dibedakan alam beberapa masa yaitu masa rezim
aru, rezim reformasi dan sat ini. Dalam masa rezim
i, semangat yang timbul adalah penempatan buruh
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sebagai bahan bakar lokomotif pembangunan ekonomi dalam 5
proses produksi dan secara politis ditempatkan dalam massa

pendukung para elite. Menurut data statistik, pada pertengahan

1980-an Indonesia memasuki fase industrialisasi dimana .
kebijakan yang dikeluarkan adalah menyediakan kondisi umum : .
bagi akumulasi modal dalam bentuk buruh murah yang sangat *

gencar dipromosikan sebagai unggulan kompetitif untuk menarik
investasi dari luar negeri.

Menurut YLBHI (1998:11) pengaturan politik hukum
perburchan masa orde baru dilakukan dalam bentuk:

1.Penjabaran bentuk ideologi negara ke dalam konsep
otoriteranisme Hubungan Industrial Pancasila

2. Politik penunggalan organisasi buruh dalam bentuk organisasi
buruh korporatis vaitu Federasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesta (FSPSI).

3.Kanalisasi sistem penyelesaian sengketa-sengketa perburuhan
di bawah lembaga admisnistrasi pemerintah

4, Memberi peluang sekaligus melegitimasi keterlibatan aparat
ABRI dalam penyelesaian perselisihan perburuhan

5.Kecbijakan jaminan sosial tenaga kerja dan monopoli
pengelolaannya di bawah BUMN

6.Politik  hukum pengupahan yang menempatkan badan
pengupahan di bawah otoriatas pemerintah

7.Komoditas ekspor jasa buruh Indonesia ke luar negeri

8.Deskriminasi dan eksploitasi buruh perempuan
9. Eksploitasi buruh anak

Pengaturan politik yang demikian telah melahirkan dominasi
pemerintah dalam hubungan industri dan melahirkan daya tawar
buruh yang sangat rendah apabila berhadapan dengan pemerintah
dan pengusaha. Standar upah pada masa ini didasarkan pada
Upah Minimum Regional dengan ukuran Kebuotuhan Hidup
Minimal (KHM) yang hanya terpenuhi sebesar 70-80% (Syataat,
2006:2). Buruh telah kehilangan hak kontrol terhadap Negara
dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik,
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Pergerakan reformasi memaksa orde baru tumbang dan
digantikan oleh rezim reformasi. Walaupun saluran demokrasi
telah terbuka, namun tidak begitu bagi kaum buruh. Kaum buruh
masih tidak memiliki kesempatan untuk menentukan agenda-
agenda ekonomi politiknya. Gerakan buruh menuntut hak
normatifnya dipandang sebagai gangguan masuknya investasi ke
Indonesia sehingga represifitas yang dilakukan aparat pun tak
terelakkan. PHK massal, naiknya harga kebutuhan pokok, bahan
bakar, biaya kesehatan, dan sekolah melambung lebih dari 200%,
Sementara itu, usulan untuk menaikkan UMR sebesar 15%
ditolak oleh pengusaha dan pemerintah. Pada masa ini standar
upah yang digunakan adalah berdasarkan Kebutuhan Hidup
Minimal yang dalam pelaksanaannya belum terpenuhi 100%
(Syafaat et al., 2006:2).

Dalam rangka memperkuat legitimasi Negara atas kontrol dan
pengendali buruh di Indonesia, rezim Megawati telah

mengesahkan UU Ketenagakerjaan ada tahun 2003. Keberadaaan

UU ini cacat hukum mengingat secara prosedural dan substansial
tidak menyertakan elemen kebutuhan buruh di Indonesia, yang
tentu saja ditolak secara tegas oleh kaumburuh (Syafaat et
al.,2006:16). Negara digunakan sebagai alat pemodal unuk
melakukan akumulasi modalnya di Indonesia dengan mereprest
dan memperlemah buruh. Kondisi ini menempatkan Negara
sebagal alat pengendali sekaligus pengontrol posisi tawar buruh
di hadapan pemedal dapat terlaksana.

Kondisi pelitik bukum perburuhan maupun pengupahan
sampai saat ini sangat memprihatinkan. Kebijakan dan seluruh
aturan  perburuhan  baik  secara  substansial  maupun
implementasinya sangat tidak mengakomodasi kepentingan
burgh, bahkan sarat dengan permainan politik di dalamnya.

2.15. Kebutuhan Hidup dan Upah Minimum

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan
seseorang, sebab itu, upah harus cukup untuk memenuhi
kebutuhan karyawan dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran
dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum atau
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yang sering disebut dengan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM).
Adalah tanggung jawab semua masyarakat, pemerintah,

pengusaha dan karyawan itu sendiri untuk menjamin bahwa !

kebutuhan hidup minimum setiap karyawan dapat terpenubi :

melalui pekerjaan darimana dia memperoieh penghastlan.

Kelangsungan perusahaan hanya dapat dijamin dengan
kerja -
untuk
mengembangkanusahanyadan memberikan upah vang tinggi bagi -
karyawannya. Kenyataannya menunjukkan bahwa masih banyak
pekerja Indonesia berpenghasilan sangat kecil dari kebutuhan :
minimumnya. Rendahnya tingkat penghasilan tersebut dapat
karyawan yang bersangkutan memang
dan
ketidaksempurnaan pasar sehingga pengusaha secara sengaja atau o
tidak sengaja memberikan upah yang lebih kecil dart nifai hasil °

Produktivitas
pengusaha

yang tinggi.
memungkinkan

karyawan
tinggi

produktivitas
karyawan yang

terjadi  karena

mempunyai  produktivitas  kerja  yang rendah,

kerja karyawan (Simanjuntak, 1985:114).

2.16. Ketetapan Dasar UMK

Walaupun sasaran yang akan dicapai supaya upah minimum
itu paling sedikit memenuhi KFM, namun penetapan upah
minimum tersebut masih juga didasarkan pada kemampuan
perusahaan di daerah yang bersangkutan. Artinya, harus dijaga

supaya dengan penerapan upah minimum jangan sampai ada
perusahaan yang gulung tikar atau justru mengadakan

pengurangan terhadap karyawannya. Dengan demikian, upah
minimum yang berlaku untuk semua sektor di semua propinsi -

umumnya masih kecil. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.l
/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum menyebutkan, Upah
Minimum Regional yang selanjutnya disebut UMR dibagt atas:
1. UMR Tingkat I, yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah
provinsi
7. UMR Tingkat I, yaitu upah minimum yang berlaku di
wilayah kabupaten /kota.
Definisi UMR diubah dengan

tentang selanjutnya
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dikeluarkannya Keputusan Menteri

226/Men/2000, bahwa UMR adalah:

1. UMR Tingkat [ berubah istilahnya menjadi Upah Minimum
Provinsi (UMP)

2. UMR Tingkat II berubah istilahnyamenjadi Upah “Upah
Minimum Kota adalah ketentuan dalam sistem pengupahan
yang diberlakukan Dberdasarkan tingkat Provinsi atau
Kabupaten/Kota vyang ditetapkan pemerintah berdasarkan
kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas
dan pertumbuhan ekonomi.”

Selanjutnya disebutkan bahwa:

1. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang
memenuhi pengertian hidup yang layak bagl kemanusiaan

2, Untuk mewujudkan kehidupan vang layak bagi kemanusiaan

Tenaga

Kerja No

sebagaimana yang dimaksudkan di atas, pemerintah
menerapkan kebijakan pengupahan yang melindungi
pekerja/buruh,

3. Kebijakan pengupahanyang melindungi  pekerja/bursh

sebagatmana disebutkan di atas, meliputi:

a. upah minimum

b. Upah kerja lembur

c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
d

Upah tidak masuk kerja karena melakukan pekerjaan lain
di tuar pekerjaannya

e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat dalam -
kerjanya

f.  Bentuk dan cara pembayaran upah

g. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam upah

h. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional

i.

Upak_l untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk
perhitungan pajak Pengahasilan.
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2.17. Kewenangan dalam Penetapan Upah Minimum
Upah minimum Kota (UMK) Dalam UU Ketenegaraan No.13

tahun 2003 juga mendefinisikan UMP/UMK sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat / menetapakan Komponen dan Pelaksanaan
tahapan Kebutuhan hidup layak

2. Pemerintah Provinsi/Gubernur:

Penctapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum

b. Menetapkan ~ Upah  Minimum  dengan memperhatikan
rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi/Bupati/Walikota

3. Bupati/Walikota
Memberikan usulan/rekomendasi UMK kepada Gubernur

4. Dewan Pengupahan Propinsi dan kabupaten/kota:
Memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan
pengupaban yang akan ditetapkan oleh Gubernur (UU No
13/2003 pasal 98).

&

2.18. Kesejahteraan Buruh
Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan pasal 100 ayat (1} menyebutkan: -
“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan
keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas
kesejahteraan.” ;

istilah kesejahteraan ini mengandung arti yang cukup luas
dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran dalam suatu
istilah. Kata sejahtera berasal dari kata “sejahtera” yang memikki
arti aman, makmur, dan selamat. Suatu ukuran kesejahteraan
adalah ukuran yang abstrak dan relatif, namun bukan berarti
tidak dapat diukur. Pengertian kesejahteraan  menurut
Purwadarminta yang dikutip dari Sumarnonugroho (1984:27):
“Kesejahteraan adalah keadaan aman sentausa, makmur, dgn
selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran,dan lain
sebagainya).”

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 1974 tentang Ketentuan

Pokok menyebutkan:

Kesejahteraan  Sosial  ayat (1)
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“Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan
sosial materiil maupun spiirtuil, yang diliputi oleh rasa keselamatan,
kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi
seseorang warga negara untuk mengadakan pemenuhan
kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial sebaikbaiknya bagi asasi
serta kewajiban manusia dengan pancasila.”

Tingkat kesejahteraan juga dapat diukur dari tingkat
pemenuhan kebutuhan seseorang dari primer sampai yang tersier,
untuk ini pula oleh abli Manajemen Maslow yang dikutip
Manullang (1981:70) yang menguraikan beberapa kebutuhan
manusia dalam tingkatannya sebagai berikut:

1. Psichological Needs, vaitu kebutuhan fisik berupa sandang,
pangan, dan papan sebagai dasar awal kebutuhan manusia.

2.8afety Needs, yaitu kebutuhan keamanan, baik dari diri
maupun atasan keadaan di sekitarnya.

3.Social Needs, vaitu kebutuhan akan teman, kerabat, dan
hubungan sosil lainnya

4. Esteer Needs, yaitu kebutuhan akan keinginan untuk dihormati
dan dipandang baik olch orang lain

S.Self Needs, yaitu kebutuhana akan pengembangan diri dan’
realisasi diri.

Sedangkan menurut Sukarna (1975:70), materi kesejahteraan
adalah sebagai berikut:

1.Gajt/upah yang layak dan dapat memenuhi kebutuhan,baik
kebutuhan rohani maupun jasmani Jaminan sosial lainnya
seperti jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan lain-lain

2.Promosi, baik pangkat/upah

3.Kesempatan pengembangan karier dan

mendapatkan
pendidikan yang baik

4 Mendapat bagian keunfungan dari perusahaan, seperti premi

dan hadiah-hadiah

5.Cuti tahunan dan cuti besar dengan kesempatan untuk bisa
berdarma wisata, baik dalam negeri maupun luar negeri

7.Adanya pengakuan dan penghargaan dari atasan atas nilainilai
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pribadi dan pikirannya untuk mengembangkan perusahaan

3. Pemberian dana bantuan pada saat memerlukan, seperti ada

kesakitan, kematian, dan kelahiran.

9.Adanya rasa bahwa tenaganya sangat dibutuhkan untuk -

pengembangan perusahaan dengan rasa memiliki.

Sejalan dengan pemikiran di atas bahwasanya suatu ukuran
kesejahteraan merupakan sesuatu yang abstrak, namun da?,pat
diukur dengan menentukan ukuran yang materiil dengan mehha"t
kondisi yang ada di sekitar serikat pekerja. Jelas di sin%
kesejahteraan diukur dari bagaimana manusia mampu memem}h}
kebutyhan sosialnya secara lahir bathin, tingkat kemampuan ini
dapat secara nyata diukur dari kemampuan secara ckonomi,
selanjutnya sosial, dan kebudayaan seseorang, sehingga orang
tersebut dapat bertahan hidup dengan kondisi yang 1ayak._
Kesejahteraan juga tidak dapat diukur dari semata-mata dari
kebutuhan individu seseorang namun pula apa saja yang telah
menjadi bebannya dan dipenuhinya schingga dapat dikatakan
sejahtera. )

Kesejahteraan kaum pekerja erat kaitannya dengan berapa
besar penghasilan yang didapat oleh pekerja dan seberapa besa‘r
beban yang harus ditanggung dalam kehidupan seharihari,
seorang pekerja jelas memiliki keluarga, anak, yang .haru_s
disekolahkan, penyakit yang diderita dan harus diobati
kecelakaan kerja, dan sebagainya. Hal ini merupakan ukuran
yang wmutlak dan terus berkembang seiring perkembangan
kenyataan obyektif kebutuhan hidup dan hak sosial.

2.19. Hubungan Industrial

Pada dasamya semua pihak, secara langsung atau tidak
langsung, mempunyai kepentingan atas jalannya perusahaan
pengusaha, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Pengus‘ah
mempunyai kepentingan atas kelangsungan dan keberhgsﬂan
perusahaan adalah jelas dan wajar, yaitu karena tanggung jawab |

morilnya  sebagai  pimpinan, karena sebagai  sumber ¢
penghidupannya, dan untuk mencapai keuntungan yang sepadan ;

dengan modal yang ditanamkannya. Namun karyawan dan serikat
pekerja juga mempunyai kepentingan yang sama atas perusahaan,
yaitu sebagai sumber penghasilan dan penghidupan.

Didorong oleh adanya kepentingan vyang sama antara
pengusaha dan karyawan akan perusahaan dan dengan adanya
keterlibatan kedvanya dalam proses produksi, maka timbuilah
hubungan antara pengusaha dan karyawan atau serikat pekerja.
Hubungan tersebut dinamakan hubungan industrial atau
industrial relations atau labor relations atau disebut juga labor
management relations. Hubungan industrial adalah keseluruhan
hubungan kerjasama antara semua pihak yang tersangkut dalam
proses produksi di suvatu perusahaan Pemerintahmempunyai
kepentingan dan ikut bertanggung jawab atas  kelangsungan
dan  keberhasilan penerapan hubungan industrial ini.

Pemerintah melalui peraturan-perundangan,
kebijakaksanaan fiskal dan moneter kebijaksanaan produksi dan
distribusi, ekspor dan impor, dan lain-lain, ikut mengendalikan
perusahaan-perusahaan, mengawasit danmelindungi, menyediakan
fasilitas, menciptakan kondisi-kondisi yang mendorong
terciptanya hubungan industrial yang serasi di setiap perusahaan.

Maka dapat disimpulkan bahwa tiga pihak, yaitu pengusaha,
karyawan atau serikat pekerja dan pemerintah, masing-masing
mempunyai kepentingan atas jalannya dan keberhasitan
perusahaan, yaitu:
1.Serikat Pekerja dan Organisasi Pengusaha

Pada awal perkembangannya Serikat pekerja di Indonesia
yang timbul sebagai alat perjuangan politik, perubahan

- fundamental terjadi sejak tanggal 20 Pebruari 1973, yaitu dengan
dibentuknya Federasi Buruh Seluruh

Indonesia yang menitikberatkan tujuannya pada aspek sosial
. ekonomi karyawan, dan bukan aspek sosial politik. Pengusaha

memilki APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia dan KADIN

(Kamar Dagang dan Industri).
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2.Kerjasama pengusaha, Serikat Pekerja dan Pemerintah

Kerjasama pengusaha dan serikat pekerja di tingkat

perusahaan dapat dilakukan melalui forum konsultan dan
musyawarah Bipartit. Melalui forum Bipartit, wakil-wakil
pengusaha dan serikat pekerja dapat secara terus menerus
mengamati jalannya perusahaan dan menganalisa masalah-
masalah yang timbul, baik yang berhubungan dengan jalannya
perusahaan dan menganalisa masalahmasalah yang timbul baik
yang berhubungan dengan jalannya perusahaan maupun yang
menyangkut kepentingan karyawan. Forum bipartit juga sangat
penting artinya dalam mempersiapkan pokok-pokok pemikiran
dan kebulatan pendapat menghadapi penyusunan perjanjian atau
kesepakatan kerja bersama. Lembaga kerjasama tripartit
merupakan forum kerjasama dan konsultan diantara wakil-wakil
pengusaha, karyawan atau serikat pekerja, dan pemerintah.

Di Indonesia, susunan lembaga tripartit, diatur dengan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 35 Tahun
1979. Lembaga ini merupakan lembaga otonom yang merupakan
. forum konsultasi dan permusyawaratan antara anggota
anggotanya yang terdiri dari wakilwakil serikat pekerja yang
diwakili FBSI, pengusaha yang diwakili APINDO dan
pemerintah diwakili oleh pejabat Departemen Tenaga Kerja dan

aparat Departemen Dalam Negeri. Gubemur secara otomatis :
menjadi Ketua Lembaga Tripartit Dacrah Tingkat I dan Bupati
menjadi Ketua Lembaga Tripartit Daerah Tingkat II. Menurut -
keperluan, wakil dari departemen lain dapat ditunjuk mewakili
unsur Pemerintah dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional dan |
Daerah dapat mengikutsertakan tenaga ahli, universitas dan .

badanbadan lain.

3.Kesepakatan Kerja Bersama
Perundingan bersama atau collective bargaining addlah

permusyawaratan yang dilakukan antara wakil pengusaha atau
kelompok pengusaha di satu pihak dengan waki! serikat pekerja
atau serikat-serikat pekerja di pihak yang lain untuk mencapai :
penyesuaian mengenai syarat-syarat kerja dalam perusahaan. :

s B o

Sermua hal-hal yang menyangkut syaratsyarat kerja yang telah
disepakati melalui perundingan bersama tersebut dinamakan
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Collective Labor
Agreement. Dengan adanya KKB, pengusaha akan mempunyai
kejelasan akan hak dan kewajibannya, baik dalam rangka
menjamin kelancaran produksi dan ketenteraman kerja, maupun
dalam rangka peningkatan kesejahteraan seluruh karyawannya.

Bentuk kerjasama yang demikian akan lebih terjamin dan
lancar apabila pengusaha dan karyawan sama-sama saling
mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai partner
dalam produksi, kelangsungan dan keuntungan perusahaan.
Kesadaran yang demikian akan menciptakan lingkungan dan
suasana kerja yang tenteram dimana terdapat sifat kegotong-
royongan,  toleransi, tenggang rasa, bantu-membantu,
pengendalian diri, dan saling hormat-menghormati.

© 2.20. Penyelesaian Permasalahan /Sengketa

Semua hal yang menyangkut kelancaran produksi dan
perusahaan serta yang berhubungan dengan kepentingan

. karyawan pada dasarnya dapat dimusyawarahkan dalam forum-
- forum bip artit atau melalui campur tangan pemerintah. Bila
- sampai terjadi ketidaksesuaian antara pengusaha dengan serikat

pekerja, hal itu biasanya dapat diselesaikan melalui Panitia

+ Penyelesaian Perselisihan Perburuhan di tingkat Daerah (P4D) dan
. atau di tingkat Pusat (P4P).

Namun  kenyataannnya, umumnya di Negara-negara

- berkembang seperti di Indonesia, menunjukkan bahwa karyawan

dan serikat pekerja sering dalam posisi yang lemah bila

- berhadapan dengan pengusaha. Hal ini dapat disebabkan:

1. Kualitas serikat pekerja itu sendiri (termasuk pimpinlannya)‘

masih rendah, sehingga kegiatankegiatan mereka kurang
efektif, dan tuntutan, protes atau saran-saran mercka terhadap
pengusaha menjadi kurang berpengaruh. Juwita (2005)
menyatakan bahwa tenaga kerja vyang diterima tidak sesuai
dengan tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki. Di satu
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sisi terdapat tenaga kerja yang memilki tingkat pendidikan
tertentu menekuni pekerjaan yang seharusnya untuk tenaga -

kerja dengan tingkat pendidikan lebih rendah.

2. Di negara-negara berkembang pada umumnya terdapat
sejumlah  penganggur dan setengah penganggur. Ini
menyebabkan kedudukan karyawan dan serikat pekerja
terhadap pengusaha terntama dalam memperjuangkan
kenaikan upah dan jaminan sosial karyawan menjadi lemah.

3. Negara-negara  berkembang tidak  banyak
perusahaanperusahaan besar dengan tenaga kerja besar pula.
Kebanyakan karyawan tersebar di perusahaanperusahaan

kecil. Jumtah karyawan di masing-masing perusahaan hanya
sedikit sehingga di sana dianggap tidak perlu membentuk -

serikat pekerja, atau peranan serikat pekerjanya sangat lemah.

2.21. Keadilan Pengupahan Menurut John Rawls

Rawls (2006:335) memformulasikan a Theory of Justice yang .
menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the diference principle
dan the principle of fair equality of opportunity. Infi dari the
diference principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis :
harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi
mereka yang paling kurang beruntung dalam hal ini tentu saja

buruh.

Rawls (1995:159) berpendapat bahwa untuk menciptakan .
prinsipprinsip keadilan perlu diciptakan prosedur-prosedur .

tertentu. Persoalan keadilan timbul apabila pekerja menilai
bahwa  praktik  perusahaan  yang

bersaingan, dan juga tuntutan-tunfutan yang saling bertentangan
yang diajukan oleh para pekerja. Untuk menyelesaikan
pertentangan itu, perlu ditetapkan serangkaian ‘prosedur yang adil
sehingga akan memperolch hasil yang adil pula. Hasil akhirnya
adalah berupa prinsip-prinsip keadilan.

Penggunaan prosedur tertentu dalam menciptakan prinsip
keadilan akan menghasilkan dua prinsip keadilan, yaitu:

., -

memiliki

bertujuan  untuk -
menyeimbangkan  kepentingan-kepentingan pekerja  Saling

1. Berdasarkan sistem menyeluruh tenfang kebebasan-kebebasan
dasar (basic liberties), setiap orang di dalam perusahaan akan
memperoieh hak yang sama. Prinsip keadilan ini menyangkut
distribusi yang merata terhadap kebutuhan primer buruh,
baitk 1tu berupa hak kebendaan maupun hak-hak dasar
lainnya.

2. Untuk mengatur perbedaan sosial dan ekonomi antara pemilik
perusahaan (owners) dan buruh harus diutamakan pada
pemberian manfaat terbesar bagi mereka yang memiliki
kedudukan vang kurang menguntungkan (dalam hal ini
adalah buruh). Selain itu, untuk penempatan jabatan dan
kedudukan adalah terbuka untuk setiap pekerja berdasarkan
persamaan kesempatan yang yang layak. Kesempatan yang
sama berdasarkan kelayakan untuk menduduki jabatan,
kekuasaan dan kedudukan dalam perusahaan menganut
prinsip perbedaan (diference principle).

Rawls (2006:65) dalam Teory of Justice-nya berpendapat
ba'hwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip
utzlit_arisme, perhatian akan kepentingan bersama akan terkikis.
Teor} Rawls sendiri dapat dikatakan scbagai berangkat dari
pemikiran  utilitarianistme  (Darmodiharjo dan  Shidarta
1996:159). ’
Huijbers (1995:201) mencatat bahwa teori utilitarianisme
membawa ke arah suatu maksimum penggunaan barang bagi
suatu komunitas (average utility, dihitung per kapita). Teori
Posisi Asli (eriginal positions) Rawls beranggapan bahwa suatu
pemanfaatan secara maksimum terhadap suatu barang harus

dilak‘ukan secara merata dengan tetap memperhatikan
kepribadian tiaptiap orang.
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BAB III
METODE MENUJU PEMAHAMAN
TERHADAP REALITAS

3.1. Pendekatan Penelitian

Untuk  mendeskripsikan  secara mendalam fenomena
perlakuan akuntansi imbalan kerja pada PR XYZ, maka
penelitian yang peneliti lakvkan menggunakan konsep dasar
- penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif

menurut Kirk dan Miller (1986:9) didefinisikan sebagai tradisi
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental
bergantung dari  pengamatan pada manusia, baik dalam
‘kawasannya maupun dalam peristilahannya.

~ Berbagai tcori organisasi dan sosiologi yang digunakan untuk
“meneliti masalah sosial dalam fungsi organisasi, seperti yang
“dinyatakan oleh Weber (1947), maka peneliti lebih tertarik
“menggunakan pendckatan kualitatif. Darl pemahaman ini
“diharapkan peneliti melihat realitas sosial yang terjadi pada dirt
“manajemen dan buruh PR XYZ. Dengan penelitian kualitatif ini
tharapkan temuantemuan empiris dapat dideskripsikan secara
ebih rinci, lebih, jelas, dan iebih akurat.

Bagaimanakah?, Mengapa?, Apakah?, merupakan
ertanyaanpertanyaan yang ingin digali dengan menggunakan
endekatan  kualitatif/non  positifistik  (Ludigdo,  2008).
erdasarkan pendekatan .ini, situasi kontekstual akan dapat
ipahami secara mendalam, sehingga akan didapatkan suat
“konstruksi teori baru atas isu yang diangkat.
 Berangkat dari kesenjangan yang menjadi fenomena pada PR
.XYZ dan permasalahan penclitian (research question) yang
~diangkat serta tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini,
:penulis  menggunakan pendekatan fenomenologi. Istilah
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fenomenologi mengacu pada penelitian terdisiplin tentang
kesadaran dari perspektif pertama seseorang (Moleong, 2005:15).
Dengan pendekatan fenomenologis ini diharapkan dapat
membantu peneliti dalam mengamati, berimajinasi, berpikir
secara abstrak, serta dapat merasakan atau menghayati fenomena
di lokasi penelitian,

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah
paradigma fenomenologi interpretif. Dengan memperhatikan
kajian sosial dari fenomena yang diteliti menyangkut dimensi
kemanusiaan vang merupakan dimensi subyektif, maka
paradigma fenomenologi interpretif sangat cocok untuk
digunakan menjelaskan fenomena-fenomena penelitian kali ini.
Pada berbagai literatur, paradigma interpretif juga disebut
sebagai paradigma konstruktif, Holstein dan Gubrium (1994).

Bogdan dan Biklen (1982:30) menguralkan paradigma
sebagai kumpulan longgar tentang asumsi yang secara logis
dianut bersama, konsep, atau proposisi yang mengarahkan cara
berpikir dan cara penelitian. Paradigma merupakan pola atau
model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan
hubungannya} atan bagaimana bagian—bagian berfungsi (perilako
vang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu).
Moleong (2005:15) menulis fenomenologi yang diartikan
sebagai: (1) pengalaman subyektif atau  pengalaman
fenomenologikal; (2) suatu studi tentang kesadaran dari
perspektif pokok dari seseorang (Hussler). Istilah fenomenologi
sering digunakan sebagai anggapan umum untuk menunjuk pada
pengalaman subyektif dari berbagai jenis dan tipe subyek yang
ditemui. Dalam arti yang lebih khusus, istilah ini mengacu pada
penelitian tentang kesadaran perspekiif pertama seseorang.

Burrell dan Morgan (1979:28) menyatakan bahwa paradigma: o

interpretif berusaha mengenali dunia apa adanya dengan
pendekatan pengalaman subyektifnya sendiri. Orientasinya lebih
banyak ditujukan untuk memperoleh pemahaman subyektif yang
diciptakan “sebagaimana iz adanya” dari suatu proses yang
berlangsung Bwrell dan Morgan (1979:31). Hal ini senada

dengan Ludigdo {2005:52) yang menyatakan bahwa paradigma
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interpretif disebut sebagai paradigma  konstruktif yang
meneckankan bahwa penelitian pada dasarnya dilakukan untuk
memghami realitas dunia apa adanya. Pada dasarnya
pargdlgma ini  merupakan paradigma yang menjelaskan
kehidupan dan kejadian sosial dan memahami manusia melalui
common sense yang mengandung makna yang digunakan dalam
masyara.kat untuk memahami kehidupan mereka dan berusaha
menjelaskan dunia sosial dari titik pandang para aktor yang
terlibat langsung dalam proses sosial.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Triyuwono
(2006), bahwa dengan interpretive research, maka tugas teori
dalam paradigma ini adalah untuk memaknai (to interpret atau to
undgrstand). Lebih lanjut beliau menjelaskan, bahwa kualitas
teori dalam paradigma ini diukur dar kemampuannya untuk
memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan bukan untuk
meramalkan apa yang akan terjadi.

Ritzer dalam Bungin (2003:3) menjelaskan bahwa ide dasar
semua teori dalam paradigma sosial sebenarnya berpandangan
bahwa manusia adalah aktor yang kreatif darrealitas sosialnva.

Artinya, bahwa tindakan manusia tidak
sc?pc?nu‘hnyaditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan
nilai-nilai dan sebagainya, yang kesemuanya itu tercakup dalan-:
fakta sosial yaitu tindakan yang menggambarkan struktur dan
pranata sosial.

z’*&sumsi dasar dari pendekatan fenomenologi (dan juga
realisme metafisik), adalah bahwa manusig dalam berilmu
pengetahuan tidak dapat lepas dari pandangan moralnya, baik
pada taraf mengamati, menghimpun data, menganalisis, ataupun

_dalam membuat kesimpulan Mubhadjir (2000:116). Pendekatan

fenomenologi bukan hendak berfikir spekulatif, melainkan
hend_ak mendudukkan tinggi pada kemampuan manusia untuk
berpikir reflektif, dan lebih jauh lagi untuk menggunakan logika
reflektif disamping logika induktif dan deduktif, serta logika
materiil, dan logika probabilistik. Pendekatan fenomenologi
bukan hendak menampilkan teori dan konseptualisasi yang
sekedar berisi anjuran atau imperatif, melainkan mengangkat
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makna etika dalam berteori dan berkonsep.

Fenomenologi kadang-kadang digunakan scbagai perspektif
filosofi dan juga digunakan sebagai pendekatan dalam metodologi
icualitatif Moleong (2005:15). Para fenomolog berasumst bahwa
kesadaran bukanlah dibentuk karena kebetulan dan dibentuk oleh
sesuatu hal lainnya daripada dirinya sendiri. Demikian juga,
dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak ada kontrol diri
terhadap kesadaran terstruktur. Para fenomenolog percaya bahwa
pada makhiuk hidup tersedia berbagai cara untuk
menginterpretasikan pengalaman melatui interaksi dengan orang
lain, dan bahwa pengertian pengalaman kitalah yang membentuk
kenyataan.

Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami
arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang
berada dalam situasi- situasi tertentu. Sosiologi fenomenologis
pada dasarnya sangat dipengaruhi oieh filsuf Edmund
Husser! dan Alfred Schultz Moleong (2005:17). Lebih lanjut
Moleong mengatakan bahwa pengaruh lainnya berasal dari
Weber yang memberi tekanan pada Verstehen, yaitu pengertian
interpretatif terhadap pemahaman manusia.
~ Seperti yang dikutip dari Muhadjir (2000:119), antropolog
terkenal yang dapat dikatakan merintis pengembangan
pospositifisme adalah Cliford Geertz. Studi antropholog
sebelumnya menganut paham fungsionalisme, telaghnya

empirik- analitik. Geertz (1973) sebagai interpretifis mencari
“makna’, bukan mencari hukum; berupaya memahami, bukan
mencari teori. Model interpretif Geertz merintis mencari makna
dibalik data empirik sensual.

3.2. Penentuan Lokasi Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat. dimana peneliti
mendapatkan data yang berkaitan dengan komponen yang akan
diteliti. Situs penelitian dari penelitian kali ini adalah Pabrik
Rokok XYZ. Penentuan lokasi dan seiting penelitian selain
dibingkai dalam kerangka teoritik juga dilandasi oleh
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pertimbangan teknis operasional, Yuswadi (2000). Untuk itu
lokasi dan  setting penelitian dipertimbangkan berdasarkan
kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih
mendalam. Hal ini penting, karena betapapun menariknya suatu
kasus, tetapi jika sulit dimasuki oleh seorang peneliti, maka akan
menjadi suatu kerja yang sia-sia.

Kesulitan ini juga dialami peneliti saat menentukan
perusa}laan yvang akan dijadikan sefting penelitian. Peneliti
sampai berganti perusahaan sebanyak 3 kali, sebelum akhirnya
memastikan Pabrik XYZ sebagai lokasi penelitian. Pada dua
perusahaan  sebelumnya  peneliti  mengalami  kesulitan
mendapatkan informasi dari manajemen merupakan informan
kunci 'penelitiarl kali ini, Pihak manajemen membatasi informasi
yang ingin digali peneliti, sebab peneliti merasakan ketakutan
mereka tentang pemberian  imbalan kerja yang diterapkan
perusa‘haan akan terekspose kepada pihak luar. Keadaan yang
demikian tentunya tidak memenuhi syarat sebagai setting
penelitian kualitatif. Akhirnya peneliti berpindah perusahaan, dan
mendapatkan sambutan yang baik dari para informan pada Pabrik
Rokok XYZ, baik dari pihak pemilik, manajemen, bahkan juga
para buruhnya. |

Selanjutnya penting juga dipertimbangkan apakah lokasi dan
sgrri‘;‘zg penelitian memberi peluang yang menguntungkan untuk
dikaji, seperti komunitas buruh, organisasi, kegiatan dan interaksi
sqsial yvang ada, serta struktur sosial yang memungkinkan untuk
dtdekla‘Fi. Sebuah penelitian kualitatif harus bisa membawa
penc?lm untuk bisa menyatu dengan situs penelitian, selama
mz‘asxh ada gap antara peneliti dengan para informannya, maka
tujuan utama dari sebuah penelitian kualitatif tidak akan berhasil.

. Dengan demikian peneliti harus siap menghadapi kenyataan
di Iapangan yang terus berkembang seiring dengan implementas:
al‘(untanm imbalan kerja dan penerapan hukum perburuhan yang
d1_terapk_an di PR XYZ pada saat penelitian berlangsung.
Disamping itu peneliti juga bisa mendeskripsikan fenomena-
fenf)mena yang terdapat di balik penerapan akuntansi imbalan
kerja dan keadilan dalam penerapan hukum perburuhan yang
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terdapat pada PR XYZ.

3.3. Usaha untuk Memasuki Lapangan

pada awal peneliti memasuki lapangan, hal pertama yang
dilakukan peneliti adalah memperkenalkan diri dulu kepada
pihak manajemen perusahaan Pabrik Rokok XYZ (untuk
selanjutnya kadang-kadang peneliti menyebut PR XYZ). Rasa
canggung dan segan menghinggapi perasaan peneliti, hal ini
dikarenakan peneliti berada diantara orang-orang Yyaag
berseragam, sehingga semua pasang mata tertuju kepada peneliti.
Kemudian setelah beberapa saat peneliti mulai merasa nyaman
dalam lingkungan baru tersebut. Agak menguntungkan penelifi
juga bahwa pihak manajemen yang dipekerjakan pada PR XYZ
sangat terbuka dan ramah sehingea peneliti tidak terlalu sulit
untuk melakukan wawancara. Wawancara merupakan percakapan
dengan pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada peneliti
sendiri, yang bergantung pada spontanitas dalam mengajukan
pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan yang dijalin peneliti
dengan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar,
sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan = seperti
pembicaraan biasa (Moleong, 2005:187). Peneliti “membuat
suasana sedemikian rupa sehingga sewaktu pembicaraan berjalan,
terwawancara malah barangkali tidak mengetahui atau tidak
menyadari bahwa ia sedang diwawancarai.

Agar wawancara terarah topiknya, peneliti biasanya membuat
daftar pertanyaan, tetapi daftar ifu tidak pernah terlihat oleh
terwawancara sehingga tercipta suasana yahg rileks di antara
peneliti dan terwawancara. Ketika mewawancarai para buruh
linting/giling (menggulung campuran tembakau menjadi batang
rokok), bungkus {membungkus batang rokok ke dalam kotak), dan
pet het (merapikan batang rokok), peneliti tidak “menunjukkan
bahwa peneliti adalah seorang peneliti, dan mereka anggap
sebagai “kawan” saja. Pada awal penelitian justru peneliti banyak
menanyakan bagaimana keluarga mereka, tempat tinggal mereka,
dan halhal yang umumnya ditanyakan kepada orang yang baru

s B

d‘1kenal. Suasana santai dan bersahabat in1 membuat para buruh
fidak Merasa canggung. Di lain waktu peneliti sering datang pada
saat jam istirahat mereka sambil membawakan “sekedar
mgk'c}nan” sebagai pelancar dalam berwawancara. Ternyata jurus
ini diapresiasi baik sekali oleh para buruh tersebut, dan tentu saja

hal yang demikian sangat membantu T
: eneliti d
pengambilan data. P i dalam proses

Tak k'enal maka tak sayang, ternyata peribahasa tersebut tepat
untu!( .dxgunakan sebagar awal memulai suatu penelitian
kualitatif. Untuk bisa dikenal oleh informan dengan baik, dan
merek_a merasa nyaman dengan peneliti, dan tidak “mencu;igai”
kehadiran peneliti, dibutuhkan seribu satu jurus andalan yang
sangat bergantung pada kelithaian penelitt dalam menciptakan
suasana tersebut. Apabila informan sudah mulai “nyaman”
denggn kehadiran peneliti, maka segala informasi dan data yan
baggimailapun akan mudah mereka berikan. °

_ Pene iti melakukan pembicaraan secara inform i
dlharapkaz_l hal ini bisa membantu untuk bisa berkomfniieahslingfﬁ
mengambil data-data yang diperlukan dengan lebih mudah. Peran
l?ahasa yang dikuasi peneliti dan vyang lazint- dipergL.makan
informan §a_ngat memengaruhi mudah tidaknya untuk memasuki
area pe_nelﬂ_nan.Untungnya pihak manajemen yang me”lumer”kan
komumkagz dengan memulai pakai bahasa “mBlitaran” dan
memanggil dengan sebutan “,mbak™ yang sebelumnya dengan
fonpal bahasa Indonesia dan memanggil degan sebutan “Bu”
Keuka mewawancara para buruh, peneliti malah $ama sekalil
tidak menggunakan bahasa Indonesia, bahkan menggunakan
bahasa kromo madyo, mengingat para buruh tadi rata-rata
berumur 35 tahun ke atas. Peran bahasa yang digunakan dalam
sebuah penelitian dirasakan sangat berpengaruh besar dalam
mendapatkan data dari para informan.

Wgwancara itu  dilakukan peneliti (interviewer) yang
mengaﬁ.lkan pertanyaan dengan pihak manajemen dan pekerja PR
XYZ (interviewee), Maksud mengadakan wawancara, seperti
ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266), antara ’iain]'3

~ 53 ~



mengkonstiuksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan,
motivasi, tuniutan, kepedulian dan lain lain kebulatan;
merekonstruksi  kebulatankebulatan demikian sebagai vang
dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai
yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang;
memverifikasi, mengubah, dan memperiuas informasi yang
diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia;
dan memverifikasi, mengubah  dan memperluas konstruksi
yang dikembangkan oleh pencliti sebagai pengecekan anggota.
PR XYZ merupakan perusahaan perorangan, schingga nuansa
desentralisasi dalam setiap pengambilan keputusan kental sekali
terasa. Ada beberapa alasan mengapa peneliti memilih
perusahaan perorangan dalam setting penelitian kali ini. Yang
pertama karena kebanyakan perusahaan kecil belum menerapkan
perlakuan akuntansi imbalan kerja pada praktek akuntansinya.
Alasan kedua karena hampir sebagian besar perusahaan yang ada
dilndonesta merupakan perusahaan perorangan, yang menyerap
banyak sekali tenaga kerja kurang terdidik. Alasan yang ketiga
karena kebanyakan perusahaan perorangan tidak banyak yang
sudahmenerapkan semua peraturan perburuhan, padahal tenaga
“kerja vang terserap banyak jumlahnya. Dengan ketiga  alasan
tersebut peneliti mengharapkan hasil yang didapatkan dari
penelitian nantinya akan memberikan kontribusi yang positif
kepada pekerja tidak terdidik tersebut. '
Peneliti melibatkan diri di tempat penelitian untuk
mendapatkan informasi melalui interaksi dengan manajemen
perusahaan. Seperti yang diungkapkan oleh Rasyid (2001:30)
bahwa kehadiran peneliti sendiri di lapangan tidaklah hanya
matter of getting permission, tetapi adalah a matter of social
interaction, dimana diri peneliti sendiri, penelitian itu. sendir,
serta semua aktor organisasi terlibat. Keberadaan peneliti ini
memungkinkan untuk memperoleh informasi komprehensif yang
merefleksikan kesadaran perusahaan untuk memahami persoalan-
persoalan seputar isu pemberian imbalan kerja.
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3.4. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland {1984:47) sumber data utama
dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan ]ain-lain,
Kata-kata dan tindakan orangerang vyang diamati atali
diwawancarai merupakan sumber data utama (Moleong
2005:157). Sumber data utama dicatat melaluj catatan tertu]is’,
atau melalui perekaman aqudic tfapes.

’fahap pengumpulan data mervpakan salah satu fase yang
kruszlal dalam pelaksanaan riset kualitatif non positivistik
(Lu(hgdo, 2008). Pada fase ini manusia berperan sebagai
mstrumen. Penelitt mempunyai peran yang cukup besar dalam
mengorganisir kegiatan di lapangan. Sehingga penelitilah yang
mengntpkan skenarionya (Moleong, 2006:163), dan peneliti
menjadi bagian dari sifuasi tersebut. Pada penellitian kualitatif;
pencliti dituntut harus kreatif dan aktif untuk menciptakan
suasana yang memungkinkan data tergali dengan baik sehingga
kecukupan data dapat terpenuhi.

Data yang dikumpulkan dengan menggunakan beraneka
ragam cara (obervasi, wawancara, intisari dokumen, pita
rekaman). Pada penelitian kali ini wawancara yang dilakukan
pf:neliti bisa wawancara secara langsung kepada para manajer
direktur Pabrik Rokok XYZ, juga kepada buruh Pabrik Rokok
XYZ. Selain itu pengambilan data yang .dilakukan juga bisa
melalui telepon, karena pihak manajemen yang meny:rankan
juga agar memudahkan dalam berkomunikasi. Bahkan untuk
dat.a-data singkat yang tidak perlu kedalaman penelaahan
(r.n.lsainya ketika peneliti menanyakan berapa jumlah tenaga
gllmg,.b_erapa upah tiap 1000 batangnya, dan lain sebagainya)
peneliti juga menggunakan fasilitas shors message service (SMS),
dengan pihak manajemen.

Dat.a kemudian diproses lebih dahulu sebelum siap digunakan
meiglul‘ _pencatatan, penyuntingan, pengetikan, dan analisis
kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun
k_c dalam teks yang diperluas. Data yang terkumpul akan
direduksi terlebih dahulu kemudian akan diproses lebih lanjut
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dengan metoda analisis yang dipilih (yang SE‘:SUELI). ‘

Peneliti juga mendapatkan data penunjang dengan melalui
websile. Menurat Merriam et al, (2002.:13) wawancara,
observasi, pengumpulan dokumen adalah tiga sunjlber date}
tradisional dalam penelitian kualitatif. Dengan mencasi data d:’:ll‘l
teknologi komputer dan world wid.? web, 'data juga bisa
didapatkan secara on line. Lebih lanjut Merriam m‘engatakan
bahwa web pages, surat kabar on-line, dan lainlainnya juga dapzll‘[
dilakukan untuk mendapatkan data secara on-line, yang dapat di-
download, dan bentuk interaksi on-line }amnya _yang
memungkinkan. Diantara data-data ini berasal dari ber‘oa}gal sura‘F
kabar online, Pemkab Blitar Online, Detik Finance, juga dari

line. o

DJB\gaiﬁipun setiap orang dapat menjadi informap, tetapi tidak
setiap orang dapat menjadi informfcm yang baik (Spradley,
1997:59). Lebih lanjut Spradiey menjelaskan bahwa salah satu

kendala besar dalam melakukan wawancara adalah untuk

memulai, mengembangkan, dan mempertahankan hubungan
dengan-informan yang produktif. Perencanaan yang cermat dan
Sensitivitas tethadap informan akan mengantarkan peneliti
kepada situasi wawancara yang sang.at berat. Wawancara }fznl%
berhasil justru bergantung pada begltu banyak hal yang tida
mungkinuntuk direncanakan, atau dikontrol sama sekali. Dalanﬁ
penelitian kali ini peneliti mencatat daftar pertanyaan yang tela
disiapkan sebelumnya ketika akan melakukan wawancara,
sehingga wawancara bisa terarah,_ 'waiaupun peneliti tetap
memberikan kesan informal. Peneliti membl%at terwawancara
merasa tidak sedang diwawancarai, sehingga ’txdak satu kalipun
terwawancara mengetahui “daftar pertanyaan” itu. _ o
Yin  {2002:118-131) menyatakan .a.da tiga  prinsip
pengumpulan data yang menjamin validitas komnstruk dan
reabilitas suatu penelitian. Validitas konstruk adalah menetgpk.ap
ukuran operasional yang benar untuk konsep yang a}kan d1t‘_=:llxt1,
sedangkan reabilitas mengacu pada kesamaan hasil penehtléin
yang jika prosedur penelitian yang sama dilakukan kembali.

Adapun ketiga prinsip tersebut adalah:

a. Menggunakan multi sumber bukti Dengan menggunakan
sumber bukti yang berasal dari berbagai pihak, temuan atau
konklusi akan dapat dipercaya, tepat dan lebih menyeluruh
karena  memungkinkan adanya  proses trianggulasi.
Penggunaan multi sumber bukii memperkuat validitas
konstruk karena tersedianya berbagai ukuran untuk fenomena
yang sama.

b. Menciptakan data dasar penelitian Penciptaan data dasar
dilakukan dengan pengorganisasian dan pendokumentasian
data yang telah terkumpul. Kedua aktivitas ini bermaksud
untuk meningkatkan reabilitas karena mengungkapkan bukti
yang dapat ditinjau oleh peneliti secara cepat dan mudah.

c. Memelihara rangkaian bukti
Prinsip ini dimaksudkan mempermudah pengamat dalam
melacak bukti sejak pertanyaan awal penelitian hingga
konkiusi akhir penelitian dan juga sebaliknya, dari konklusi ke
pertanyaan awal.

Masalah pokok dalam penelitian kali ini peneliti ingin

mengetahui fenomena apa yang ada di balik implementasi

perlakuan akuntansi imbalan kerja vang diterapkan pada

Perusahaan Rokok XYZ di kota Blitar, dan apa konsekuensinya

terhadap Pabrik Rokok XYZ dan keadilan distribusi keadilan

pada buruh menurut John Rawls. Lebih jauh peneliti juga akan
mencari ada apa dibalik penerapan akuntansi imbalan kerja
tersebut, hal-hal apa yang melatarbelakanginya, dan mengapa hal
itu terjadi. Peneliti akan mengadakan observasi secara langsung
terhadap berbagai realitas vang berpengaruh dan dipengaruhi
dalam penerapan akuntansi imbalan kerja di lapangan. Penulis
berusaha memperoleh informasi sebanyak mungkin tentang
fenomena pemberian imbalan kerja dan melihat implikasinya -

terhadap organisasi Pabrik Rokok XYZ dan distribusi keadilan
menurut John Rawls.

3.5. Pemilihan Informan Sebagai Subyek Penclitian
Dalam penelitian kualitatif kunci utama agar penelitian ini
bias berhasil adaiah keharmonisan antara peneliti dengan para
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informannya, terutama dengan informan kunei. ?ada awal
memasuki setting peneliitian, peneliti n?engalaml kesulitan
untuk dapat menjalin komunikasi dengan informan. Pgda saat
berhadapan dengan pihak manajemen memang kesulitan 1n1
kurang begitu terasa, tetapi saat menemui mfprman para buruh,
baru dirasakan kecanggungan itu. Banyak trik yang dilakukan
peneliti untuk membuat suasana tidak kaku 'ke.tlka'clerhadapgr{
dengan para buruh, sehingga mereka mau “bwara . Peneliti
memulai dengan mengubah gaya be_rpakaxan, sEbclumnya
memang berpakajan seperti seorang_“pen‘ehu beneran’, lengka}p
dengan blazer dan sepatu, agar terlihat form_a.l. Ternyata penelitt
merasa menjadi orang asing, akhirnya peneliti mengganti busana
dengan busana yang tidak begitu mencolqk deng_an busana
mereka, membuat suasana cair di kemudian, harinya. Saat
wawancara peneliti kadang-kadang membawa se‘kedar 111aka1:13n,
agar mereka merasa bahwa yang datang a(.ia'}ah ‘teman’”’ mereka
yang sedang berkunjung, dan bukan s'ebagal interogator.

Cri khas penelitian kualitatif tidak _d'flpat dari pengamatan
berperan serta namun  peéranan peneliti  yang menentukan
keseluruh skenarionya Moleong (2005:16) Dalam menentukan
informan yang peneliti berperan pada Spradley ‘(1997:5_9) bahwa
hampir setiap orang dapat menjadi informan, tidak setiap orang
dapat menjadi informan yang baik. Menurut Spradley .ada 11_maf
persyaratan minimal untuk memilih informan yang bgﬂ_c, yaitu:
enkulturasi penuh, keterlibatan langsung, suasana penelitian yang
tidak dikenal, waktn yang cukup, dan nonanalitis, o -

Dalam penelitian pada Pabrik Rokok XYZ". kali ini, penelit
mengambil informan kunci dari pihak manajemen perpsahaan
terutama dari pimpinan Pabrik Rokok XYZ, sebagal 91}_1a1§
pemberi imbalan kerja. Semua nama yang diseputkan pg:nehtz di
sini adalah nama-nama samaran. Terwawancara itu adalah:

1. Pak Jony direktur utama sekaligus pemilik (owner).

2. Pak Edy, manajer personalia
3. Ibu Ida, manajer keuangan
4. Pak Budi, manajer produksi
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5. Ibu Mardiyah, pimpinan (informat) serikat buruh Pada PR
XYZ

6. Ibu Narmi, salah seorang mandor PR XYZ
7. Bude As, Ibu Suminah, Ibu Minarsih, buruh pada PR XYZ

Karena perusahaan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh
perorangan, maka segala kebijakan dan tindakan manajemen
akan sangat dipengaruhi oleh keputusan dari pemilik, terutama
yang berhubungan dengan pemberian imbalan kerja

perusahaan. Informan yang tidak kalah pentingnya adalah pihak
buruh/pekerja sebagai penerima imbalan kerja, termasuk di
dalamnya serikat/perkumpulan pekerja (dalam kasus Pabrik
Rokok XYZ, serikat pekerja ferbentuk secara informal).

3.6. Analisis Data

Sebagaimana yang diungkapkan Ludigdo (2004) serta yang
diungkapkan oleh Salim(2006:22-23) penelitt  melakukan
reduksi  data.Proses ini dilakukan dengan melakukan
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan tertulis di lapangan (fieldnotes} yang
dilakukan. Xedua, penyajian data (data display) yaitu
sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga,
penarikan kesimpulan, verifikasi dan refieksi. Pada proses ini
peneliti melakukan interpretasi terhadap makna dari berbagai
bahan empirik yang telah dikumpulkan dan dikategorikan secara
tematik. Sedangkan proses verifikasi dilakukan secara dinamis
dalam berbagai situasi praktis di lapangan dan di luar lapangan.
Proses refleksi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang
utuh atas sebuah fenomena dalam realitas sosial.

Berbagai cara dilakukan peneliti untuk meneropong fenomena
yang terjadi di seputar obyek penelitian yang kemudian menjadi
realitas sosial. Meneropong realitas sosial yang ada dilakukan
tidak hanya pada tahap pengamatan semata melainkan sampai
pada tahap pemaknaan atas fenomenafenomena tersebut. Jika
demikian, akhirnya peneliti bisa memahami fenomena apa
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adanya (Faz, 2007:44).

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya
dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat
pengumpuian data di lapangan secara berkesinambungan.
Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi,
dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap
inform lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan
pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap
mendasar dan universal.

Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas obyek yang
dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk
akal, dan berhubungan dengan peristiwa fakfual dan realistik.
Dengan cara melakukan komparasi hasil! temuan observasi dan
pendalaman makna, maka diperoleh sata analisis data yang terus-

- menerus secara simultan sepanjang proses penelitian.

Data yang dikumpulkan dengan menggunakan beraneka
ragam cara obervasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman
dan yang diproses sebelum siap digunakan melalui pencatatan,
penyuntingan pengetikan dan analisis  kualitatif  tetap
menggunakan kata-kata, yang disusun ke dalam teks yang
dipertuas. Data yang terkumpulkan direduksi terlebih dahulu
kemudian diproses lebih lanjut dengan metoda analisis yang
dipilih.

Peneliti mempertimbangkan alternatif-alternatif pertanyaan
yang diajukan termasuk juga bagaimana caranya untuk
mendapatkan data yang relevan dengan tujuan penelitiannya.
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari bermacam-macam
subyek vang ada, ada 4 model pertanyaan yang dimasukkan
dalam instrumen penelitian survei, yaitu: pertanyaan esensial,
pertanyaan tambahan, pertanyaan yang kurang penting, dan
pertanyaan pendukung. Wawancara yang dilakukan juga
merupakan komunikasi yang efektif, vaitu komunikasi yang
tercipta secara .baik sehingga tercipta interaksi antara
pewawancara dengan yang diwawancarai.

Peneliti mengindari hambatanhambatan dalam melakukan
pertanyaan, yaitu: bertanya dengan pertanyaan yang tidak periu
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ditanyakan atau sudah bisa dipastikan jawabannya, bertanya
dengan pertanyaan yang panjang secara terus-menerus, bertanya
dengan pertanyaan yang sulit, dan memerlukan jawaban yang
panjang, bértanya dengan pertanyaan vang tidak bertahap, atau
tumpang tindih Dalam menganalisis percakapan, mempunyai
twjuan untuk mencari percakapan vang dianggap benar Ritzer
dan Goodman (2004:332). Dalam menganalis percakapan lebih
memusatkan perhatian pada hubungan antara ucapan dalam
percakapan daripada antara pembicara dengan pendengar
Sharrock dan Anderson (1986:68).

Menggunakan analisa seperti ini peneliti berharap dapat
mengpngkapkan dengan jelas motivasi yang mendasari pihak
manajemen perusahaan untuk menerapkan akuntansi 1mbalan
kerja serta penyajiannya dalam laporan akuntansi, serta makna
1mbal§11_ kerja dari buruh. Dengan menggunakan metoda analisis
data ini peneliti mengharapkan agar dapat saling melengkapi

untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mempunyai
makna.

3.7. Teori Untuk Menganalisis Data

Tepri keadilan kontemporer juga diutarakan oleh ahli hukum
Amerika Serikat John Rawls Darmodiharjo (1995:159). Menurut
Jc.)h'n Rawls, untuk menciptakan prinsip-prinsip keadilan perlu
d1c1p‘takan prosedur-prosedur tertentu. Persoalan keadilan timbul
apabila masyarakatmelakukan tuntutan-tuntutan yang saling
bertentangan  diantara para anggota masyarakat. Untuk
menyelesaikan pertentangan itu, perlu ditetapkan serangkaian
prosedur yang adil sehingga akan memperoleh hasil yang adil
pula. Hasil akhitnya adalah berupa prinsip-prinsip keadilan.

Menurut John Rawls, prinsipprinsip keadilan diperoleh
dengan semacam “perjanjian” antara para anggota masyarakat
de.ngan memperhatikan: kerjasama manusia, moralitas yang
mlmmgl, rasa keadilan, pilihan rasional dan kebutuhan primer
yang ingin diperoleh setiap orang (primary goods). Untuk
tercapainya proses “perjanjian” ada dua konsep, yaitu kembali
kepada kedudukan semula (e original position) dan tabir
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ketidaktahuan (veil of ignorance).

Prinsip kelayakan dalam penyebaran suatu benda dalam
masyarakat merupakan prinsip yang akan dipilih, apabila
masyvarakat tersebut tidak mengetahui dan oleh karena itu mereka
belum dapat mempertimbangkan kedudukan mereka  yang
khusus dalam masyarakat. Kedudukan semuladan tabir
ketidaktahuan akan menjamin masyarakat dalam melakukan
suatu pilihan rasional. Dengan demikian akan tercapai swvatu
keseimbangan yang adil dalam hubungan kemasyarakatan.

Teori John Rawis didasarkan pada asumsi bahwa konflik
yang melibatkan masalah keadilan pertama-tama haruslah
ditangani dengan membuat sebuah metode yang tepat dalam
memilih  prinsip-prinsip untuk menanganinya (Velasquez,

2005:109). Setelah metode ini dibuat, prinsip-prinsip yang dipilih .

dengan menggunakan metode itu haruslah mampu berperan

sebagai prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan.
Penggunaan prosedur tertentu dalam menciptakan prinsip

keadilan akan menghasilkan dua prinsip keadilan, yaitu:

1. Berdasarkan sistemt menyeluruh tentang kebebasan-kebebasan
dasar (basic [liberties), bahwa setiap orang di dalam
masyarakat akan memperoleh hak yang sama. Prinsip keadilan
ini menyangkut distribusi yang merata terhadap kebutuhan
primer, baik itu berupa hak kebendaan maupun hak-hak dasar
lainnya.

2. Untuk mengatur perbedaan sosiai dan ekonomi harus
diutamakan pada pemberian manfaat terbesar bagi mereka
yang memiliki kedudukan kurang menguntungkan. Selain itu,
untuk penempatan jabatan dan kedudukan adalah terbuka
untuk setiap orang berdasarkan persamaan kesempatan yang

layak. Kesempatan yang sama berdasarkan kelayakan untuk -

menduduki jabatan, kekuasaan dan kedudukan sosial
menganut prinsip perbedaan (diference principle),
Pihak perusahaan dalam hal ini PR XYZ sebagai pihak yang
mempunyai bergaining position lebih kuat yang memberikan
imbalan kerja pada para karyawannya. Perusahaan rokok

merupakan perusaan yang padat karya, menyerap banyak tenaga
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kerja yang umumnya tidak begitu diperlukan tenaga kerja
berpendidikan tinggi, cukup dengan memiliki keterampilan
dalam memproduksi rokok.

Keadaan umum perusahaan rokok yang demikian ini
membutuhkan suatu prosedur untuk mengatur akan kesenjangan
sostal dan ekonomi antara pemilik perusahaan dan para buruh
Semua prosedur dan kebijakan yang diterapkan dalam'
pgusahaan, khususnya dalam hal pemberian imbalan kerja, harus
dluta'm'lal.can pada pemberian manfaat terbesar bagi merek; yang
m§m11§k1 kedudukan kurang menguntungkan (para buruh). Tenty
saja pihak pemberi kerja “perlu dicurigai” akan kemungkinan
pf‘ar.:lz}kunya terhadap para buruhya, mengingat pemberi kerja
disini memiliki bargaining position yang kuat dibandingkan
buruh.

Teori kontrak keadilan distribusi oleh John Rawls secara
fundamental konsisten dengan teori ekonomi. John Rawls
memandang bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan hanya
dianggap tepat jika tidak terdapat suatu pendistribusian
pendapatan lainnya yang lebih dapat membuat masyarakat kelas
bawah dalam status sosial menjadi lebih baik, Posner (}977:34’?{
MQdeI pendistribusian yang dimaksud mungkin akan sangat tidak.
adil, gebagai contoh, dampak negatif dari distribusi pendapatan
pekerja‘an yang lebih adil akan sangat substansial dimana bagian
yang diterima oleh golongan masyarakat yang kurang beruntung
(the worst of) lebih kecil secara nilaj absolut daripada bagian

ygglg diterima mereka pada saat distribusi pendapatan kurang
adil.
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BAB IV
PEMAHAMANATAS PERLAKUAN
IMBALAN KERJA
DAN KEADILAN HUKUM DALAM
PEMBERIAN IMBALAN KERJA

4.1. Latar Belakang Perusahaan

Widianingsih (2007) mengatakan bahwa latar belakang sosial
berguna untuk mengetahui aspek utama menyangkut karakteristik
obyek penelitian yang ada. Penting untuk mengetahui poin
pertama di atas karena persoalan sosial masyarakat sebenarnya
adalah persoalan konstruksi sosial yang dibangun. Dan alasan
kedua adalah bahwa dengan mengetahui setting sosial vang
tumbuh dapatlah dipahami pola interaksi masyarakat atas
pemahamannnya akan kenyataan sosial yang tercermin dalam
praktek organisasi perusahaan.

Indonesia merupakan surga bagi iandustri rokok nasional
maupun internasional. Menurut data darn WHO, Indonesia
dengan penduduk 200 jiwa lebih penduduk, sebanyak 141 juta
jiwa merupakan perokok zaktif yang menghabiskan 215 milyar
batang per tahunnya (Media Indonesia, 2006). Industri rokok
memang menjadi sumber pendapatan pajak negara yang cukup
besar dan penyerapan tenaga kerja yang tingggi khususnya di
daerah. Jika dilihat dari segi pendapatan negara atau dikenal
dengan cukai hasil tembakau, industri rokok dapat dikatakan
menjadi andalan bagi pemerintah melalui Direktorat Jendral Bea
dan Cukai (DJBC) yang tiap tahunnya mengalami kenaikan
bahkan melampaui target yang ditentukan. Untuk tahun 2006
target yang ditentukan APBN-P adalah Rp.36,5 triliun dan untuk
tahun 2007 tergetnya dinaikkan menjadi Rp. 40,3 triliun (Jawa
Pos, 2007).

Pada penelitian kali ini, penulis mengambil obyek penelitian
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pada sebuah Perusahaan Rokok XYZ (PR XYZ) yang berada di
kota Blitar. PR XYZ merupakan sebuah perusahaan yang b.ax}yak
mempekerjakan burnh dan kebanyakan adalah berpez}dldlkan
rendah dan umumnya wanita. Alasan peneliti mengambil pbyek
penelitian ini karena letaknya berada di wilayah tempat ‘tmggal
peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk ’nc’xendlsknpmk.an
temuan-temuan yang ada dalam obyek penelitian. Selalp itu
kedekatan peneliti dengan pihak manajemen dan para pekerjanya
memudahkan peneliti untuk terjun langsung .pad‘a’ obyek
penelitian. Dengan hubungan yang sudah terj&}lm ini dgpat
membantu memudahkan peneliti untuk menginterpretasikan
fenomena-fenomena yang ada di sekitar perusahaan dalam bentuk
karya ilmiah. Tentu saja akan banyak pe.nng.salahan yang dapa?
dikaji dan diangkat dari masalah pemberian imbalan kerja sesual
dengan topik yang dipilih oleh peneliti.

PR XYZ didirikan pada tahun 2003. PR XYZ merupakan
perusahaan rokok ketas 111, yang bertokasi Ji Temate’ Kecamatan
Sanan Wetan kota Blitar dengan jumlah tenaga kerja mencapai
120 orang, yang terdiri dari tukang giling 60_o;ang, tukang
campur 5 orang, tukang bungkus 35 orang, _tu_kz_mg pethet
(sebutan untuk penggunting rokok yang membuat \l?atz_.mg roko%c
kelihatan rapi) 15 orang, mandor 5 orang, manajer pro@ukm,
manajer personalia, dan manajer keuaggan, masing-masing 1
orang, yang berada langsung dibawah dxrektu_l:‘: pll_tanm, sekaligus
pemilik, yaitu sebut saja Bapak Jony. Hampxr__()Q%. tenaga
produksi merupakan wanita, dengan alasan b_ah_wa v\{_an‘lta lebih
halus pekerjaannya, serta lebih rapi dalam melinting dan
membungkus batangbatang rokok. _ o ‘

Tetapi agaknya pencliti melihat ada maksu_d lain di balik
pemilihan tenaga wanita pada hampir sebagian 'besar padg
industri rokok di Indonesia. Pak Jony mengatalfz%n, “Masak kami
akan mempekerjakan tenaga pria untuk linting, gll}ng,_ F1dak tl aten
mereka, kurang rapi. Selain itu juga mereka (lak1—.1ak1) re‘\fvcl, itu
tenaga campur, belum ada 5 tahun sudah minta kenaikan gaji 3 kqh,
pusing saya dibuainya. Perempuan itu lebih enak, adem ayem gitu
lah pokoknya, manut-manui. .
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Apa yang disampaikan Pak Jony menguatkan pendapat yang
disampaikan oleh Munir (1998), yang menyatakan bahwa
manajemen membangun dirinya dengan penuh kerangka asumsi,
yaitu pilihan terhadap buruh yang dipekerjakan diprediksikan
tidak akan membahayakan kelangsungan perusahaannya. Asumsi
dibalik ideologi gender telah menjadi standar perekrutan buruh,
yaitu jatuh pada kelompok kelamin yang diasumsikan akan
mendukung pengamanan dan produktivitas, yaitu buruh
perempuan. Dengan asumsi bahwa buruh perempuan adalah
kelompok masyarakat yang telah disiapkan untuk menerima
pekerjaan dengan batas-batas toleransi yang tinggi terhadap
tekanan dan toleransi.

PR XYZ merupakan pabrik rokok golengan III
Penggolongan pabrik rokok didasarkan pada jumlah produksi
sclama satu tahun sebelum dikalikan jumlah produksi tahun
sekarang, apabila < 500 juta batang dimasukkan dalam golongan
I, > 500 juta batang — 2 milyar batang termasuk golongan II, > 2
milyar batang termasuk golongan III (DIBC On Line, 2010).

Pada awal pendiriannya, sebenarnya banyak tenaga kerja
giling dan linting yang dipekerjakan di PR XYZ, yang mencapai
300 orang, tetapi kebijakan pemerintah yang memberikan
kenaikan harga yang terlalu tinggi untuk cukai rokok fiiter, maka
banyak pekerja PR XYZ scjak tahun lalu yang sudah
“dirumahkan”. Pak Budi, manajer produksi mengatakan,”

“Duiu PR XYZ banyak sekali karyawannya, mencapai 300
orang, waktu itu harga pita cukai rokok filter Rp 8,6 juta tiap rim-
nya, sekarang harga itu sudah berubah hampir 5 kali lipat menjadi
Rp 38 juta tiap rim-nya. Hal ini tentunya menyulitkan pthak kami
untuk bertahan. Lalu kami akan menjual dengan harga berapa?

Perusahaan rokok merupakan perusahaan manufaktur yang
unik, karena hampir 50% atau lebih dari harga pokok produksinya
dihabiskan untuk membayar pita cukai rokok. Dengan adanya
perubahan harga cukai rokok filter yang sangat signifikan itulah,
maka yang semula PR XYZ memproduksi rekok jenis filter dan
sigaret, akhirnyamenghentikan produksi rokok filternya dan
me”rumah”kan para buruh linting dan giling rokok filter hampir
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200 orang. Hal ini dilakukan karena PR XYZ tidak hisa
menanggung beban produksi yang terlalu besar karena tingginya
harga cukai rokok filter dan tidak bisa menaikkan lagi harga
jualnya. Hal ini cukup dapat dimaklumi karena produk rokok PR
XYZ merupakan jenis rokok dengan pangsa pasar golongan
ckonomi menengah ke bawah, dan pemasaraannya hanya untuk
daerah Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, dan sekitarnya.

Kiranya peneliti bisa menjelaskan hal apa yang menyebabkan
mengapa pangsa pasar PR XYZ hanya di wilayah Blitar dan
sekitarnya. Walaupun selama ini banyak merk rokok baru
bermunculan, tetapi teknolgi industri rokok di Indonesia (dan juga
di PR XYZ) memang masih tergolong rendah. Hal ini
menyebabkan dominasi oleh merkmerk yang sudah struggle dan
hambatan masuk bagi pemain baru relatif sulit. Dengan demikian,
sebagian besar merk baruy vang muncul sebentar kemudian
tenggelam lagi. Kalaupun masih memiliki napas panjang mereka
hanya mengandalkan ceruk pasar kecil dengan hasil yang pas-
pasan (Kertajaya et af., 2001:3). Selain kennikan di atas terdapat

keunikan lain dari -perusahan rokok bahwa perusahaan rokok

.sangat - memerhatikan segala peraturan yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Ini diakui oleh Pak Jony:

“Orang Bea Cukal itu seperti polisi bagi kami. Takut ya ndak,
tapi mereka selalu mengawasi penjualan dan produksi kami.
Tapi kami mematuhi koq. Tidak nakal, itu PR Z menjual rokok
oplosan, campuran asli dan paisu cukainya.”

Ketakutan perusahaan rokok ini, dikarenakan DJBC sangat
ketat dalam wmemonitor produksi dan pemasaran perusahaan
rokok, dan merupakan satusatunya lembaga pemerintah pengatur
perusahaan rokok yang selalu memberikan sanksi yang jelas dan
tegas terhadap pelanggar peraturan-peraturan DIBC. Umumnya
perusahaan rokok yang melanggar aturan cukai akan dikenakan
sanksi tegas, mulai dari denda, sampai dengan penutupan
usahanya.

s o1

4.2, Dilema Pengupahan ~

Salah satu tugas yang cukup sulit bagi perusahan adalsh
menentukan upah yang dapat diterima oleh semua pihak, baik
karyawan maupun perusahaan. Hal ini terjadi karena dalan; upah
melekat dua kepentingan yang dapat saling bertentangan. Bagi
karyawan upah adalah sumber penghasilan, oleh karena ada
kecenderungan karyawan menuntut upah yang semakin tinggi
sementara bagi perusahaan upah adalah salah satu komponer;
biaya, yang pada akhirnya akan memengaruhi profit. Oleh
karena itu ada kecendernngan bagi menejemen untuk selaly
menel_can upah karyawan agar profit dapat ditingkatkan. Apabila
menejemen mampu menentukan upah yang adil dan layak, selain
_dapat mengurangi konflik antara manejemen dengan karyawan
juga dapat menumbuhkan motivasi karyawan  untuk
meningkatkan kinetjanya (Putro, 2009},

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk
meningkatkan prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja
karyawan adalah melalui imbalan kerja (upah). Kompensasi atau
flpah adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas
Jasa atas kerja yang telah dilakukan. Imbalan kerja yang diterima
QIeh karyawan dapat dalam bentuk naturg {(vang) maupﬁn
innatura, seperti perumahan, makan, bahan makanan, pakaian
ke.ndaraan dan berbagai fasilitas serta berbagai kémudahan’
lamnya_ sepgnjang diberikan secara gratis atau cuma-cuma
sebagai ganti atas pekerjaan yang ia lakukan. Manajer personalia
PR XYZ yang sangat ramah, meskipun usianya sudah paruh
baya, dengan mengepulkan asap rokoknya, misal sebut saja
namanya Pak Edy mengatakan dengan gaya santai, “Upah
merupakan sesuatu yang sangat sensitif dan dilematis di
peru_sahaan inl. Sebenarnya kami hanya perusahaan kecil, tetapi
kami tetap berusaha untuk memberikan gajl yang Iaya,k bagi
karyawan kami, walaupun itu artinya sama saja dengan
menambah tinggi harga jual kami.”

;)a]aun akuntansi, istilah penggajian merupakan hal yang
penting karena para karyawan sangat sensitif terhadap kesalahan
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atau ketidakwajaran dalam penggajian. untuk menjaga moral
karyawan, pemberi kerja harus membayar gaji tepat wakin,
dengan jumlah vang akurat. Gaji merupakan hal yang diatur
dengan peraturan pemerintah, dan gaji vyang dibayarkan
mempunyai efek yang sangat signifikan terhadap laba bersih dan
sebagian besar usaha (Warren et al., 2005:9).

Masalah imbalan keria merupakan fungsi personalia yang
sulit dan kompleks. Bukan merupakan tugas yang mudah bagi
perusahaan untuk menentukan struktur upah yang dapat diterima
dan memuaskan semua fihak, karena dalam upah melekat
berbagai kepentingan vyang kadang-kadang justru saling
berlawanan satu dengan yang lain. Bagi perusahaan, upah
merygpakan salah satu komponen biaya produksi.

Untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dapat ditempuh
dengan menekan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan,
di mana salah satunya adalah biaya tenaga kerja. Oleh karena itu
ada kecenderungan bagi setiap perusahaan untuk menekan upah
karyawan, sebaliknya bagi karyawan, upah merupakan salah satu
.sumber pendapatan, sehingga kecenderungan Karyawan adalah
menuntut upah yang tinggi agar dapat digunakan untuk menutup
segala keperluan hidup dan kehidupannya. Dengan demikian
fingkat ataupun besarnya upah vyang diterima karvawan akan
menentukan skala kehidupannya.

Secbetulnya cukup sulit bagi perusahaan untuk dapat
menentukan upah yang pasti untuk setiap jabatan. Bahkan hal ini
bisa dikatakan tidak mungkin. Hal ini diakui oleh Pak Edy,
“Penentuan upah kami dengan mengacu pada perusahaan pesaing
kami saja, pokoknya kami selalu punya info tentang berapa upah
pesaing. Tentu kami tidak akan memberikan upah yang lebih tinggi,
juga tidak berada di bawah UMK. Para pekerja tidak akan protes
kok, mereka bisa memahami kemampuan perusahaan dalam
melakukan pembayaran upah.”Tidak ada suatu cara yang pasti,
eksak, dan lengkap serta akurat untuk menentukan upah yang
tepat. Berbagai cara yang dikembangkan sebenarnya hanya suatu
cara yang sistematis di dalam penilaian. Besarnya upah bagi
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karyawan mencerminkan nilai karya mereka di antara karyawan-
ktaryawan 1tu sendiri, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu
bila para karyawan memandang upah mereka tidak memadai,
prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja mereka dapat turun,
secara drastis (Handoko, 2001:155).

4.3, Upah Minimum Kota

‘ Pengusaha tidak boleh membayar upah iebih rendah dari upah
minimum, baik Upah Minimum Kota (UMK), Upah Minimum
Provinsi (Djumialdji, 2006:29). Bagi pengusaha yvang tidak bisa
membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Apabila
pgngngguhan berakhir, perusahaan wajib melaksanakan upah
minmum  yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib
membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaky
pada waktu diberikan penangguhan.

.Memang ketika membicarakan masalah pemberian imbalan
ker]_a dengan pihak manajemen PR XYZ, tidak dapat dilepaskan
dari membicarakan Upah Minimum Kota (UMK) vyang
bersangkftan dalam hal “ini UMK kota Blitar, Peneliti
menanyakan tentang pemberlakuan sistem pengupah
XYZ, dengan cepat Pak Edy langsung menja%vaf: e e B

. Oh Mbak untuk sesama perusahaan rokok, pemberian upah
klt_a m: ya lumayan tinggi untuk kota Blitar lho, lihat saja UMK
Blitar ta_hun 2009 saja hanya sekitar Rp 572.500,00, padzhal kami
memberikan upah giling Rp 8.000,00/1000 batang‘. Kalau setiap
bumh rata-rata bisa menyeltesaikan 3000 batang per hari, berarti
setiap bulannya kira-kira sudash membawa pulang Rp. 966.000 00
tiap bulannya. Jumlah ini sudah berada di atas UMK kota Blitar” ’

_ Aga_knya apa yang disampaikan Pak Edy bukan merupakan
1sapan jempol belaka. Peneliti kemudian memverifikasi ‘dengan‘
da_ta‘ yang sudah diperoleh peneliti bahwa penetapan Upah
Mlm:}'zlur{} Kabupaten/Kota (UMK) 2009 Jawa Timur yang secara
resmi diumumkan 20 November 2009 dengan Gresik dan
Kabupateg Mojokerto menempati urutan pertama dan kedua
UMK ftertinggi, yakni Rp 971 .624, sedangkan UMK terendah
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diterima Kabupaten Blitar Rp 572.500, (Pemkab Blitar On
Line:2010).

Peraturan Presiden RI No.21/2010 tentang pengawasan
ketenagakerjaan menyatakan bahwa sejumlah daerah yang
meniadi  basis  industri  akan menjadi  Laboratorium
Ketenagakerjaan  (Fitriana, 2010). Untuk  memastikan
pengawasan ini berjalan dengan baiak, maka dilakukan
pengawasan periakuan perusahaan atas pengelolaan tenaga kerja
sesuai dengan Undang-Undang yvang berlaku dan menguntungkan
pekerja. Selain mengawasi tentang tenaga kerja, juga mengawasi
tentang hubungan industrial antar pekerja dan perusahaan, juga
menyangkut jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan keria.
Adanya peraturan pemerintah ini tentu saja akan menguntungkan
pihak buruh karena perusahaan akan mendapatkan pengawasan
yvang cukup dalam memberikan tmbalan kerja kepada buruhnya.

Pada PR XYZ, yang merupakan perusahaan rokok golongan

IIT ternyata upah yang dibayarkan agaknya masih lebih tinggi.
Lebih lanjut Pak Edy mengatakan,
“Itu Tho PR Y {(merupakan salah satu perusahaan rokok vang
terbesar di kota Blitar), membayar upah giling pekerjanya saja
hanya Rp 8.500,00/1000 batang saja. Padahal kita ini perusahaan
kecti, dan mereka iebih besar dari kita”.

Memang dari pembicaraan dengan banyak praktisi
perburuhan, kalau ditanya masalah bagaimana pemberian
imbalan kerja, pasti sebagian besar menyangkut masalah apakah
upah yang dibayarkan di perusahaannya sudah sesuvai dengan
standar UMK atau belum. Hal ini dikarenakan setiap pengusaha
takut dengan adanya peraturan pemerintah yang secara rutin
dikontrol oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerjz kota Blitar
mengenai penerapan UMK pada perusahaannya. Hal ini juga
dibenarkan oleh Pak Jony, “Kami ini takut membayar upah
dibawah UMR. Tahu sendiri kan, bagaimana pihak pemerintah
melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Blitar memberikan
perhatian besar untuk masalah yang satu ini. Itu lho, kami kecil, tapi
yah, untuk melanggar aturan yang ada tidak berani.”

=79 a

Setiap pekerja/buruh  berhak memperoleh  penghasilan
yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yaitu
Jumlah penerimaan atauy pendapatan pekerja/buruh dari’ hasil
pekeljaannya sehingga memenuhi kebutuban hidup pekerja dan
keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan, dan minuman

sandang, pangan, pendidikan, k -
. H b 4 esehat&ﬂ, re . 5
hari tua. kreasi, dan jaminan

4.4. Perlakuan Akuntansi Imbalan Kerja PR XYZ

. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang harus
diberikan perusahaan atas jasa yang diberikan oleh pekerja
termasuk 1mb§ian kerja jangka pendek, imbalan pasca ker}a,
1mballan kerja jangka panjang, pesangon pemutusan kontrak ker'e;
dan imbalan berbasis ekuitas 1AT (2009:3). Jadi yang dimaksid

imbalan kerja disini lebih iuas dan bukan h
et n hanya sekedar upah

Tetapi dalam realitas perusahaan erusahaan y: i
Indones;fz saat ini, ternyata hanya sedikplft sekali perg:arllhgaaid;andl
mencantimkan akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja ang
mengharuskan perusahaan untuk mengakui segala hal ;Iang
berkanan. dengan hak dan kewajibannya dalam %istengl
akuntansm_ya._HaI ini sesuai dengan yang diungkapkanL oleh
Gladylasari (2007) bahwa dalam praktiknya manajemen PT X
belum m_elakukan perjanjian  dengan karyawan sehubungan
Eierigan dlberlakuka%mya Undang-undang No. 13 tahun 2§03
t;ﬁue:]ngoléit.enagakerjaan dan belum menerapkan PSAK No. 24

Ternyata pada manajemen PR XYZ, seperti jug
perusahaan kecil lainnya di Indonesia, tidelijk ;éﬁgsﬁ:;nggﬁz
24 Tahl%n 2004. Menurut TAI (2009:‘24,2), ketika pekerja. telah
membenkan jasanya kepada perusahaan dalam snatu periode
gkuntansz, pc?m_sahan harus mengakui jumlah tak terdiskonto atas
1mbalap ‘kerja Jangka pendek yang diperkirakan untuk dibavar
sebagai imbalan atas Jasa tersebut: sebagai kewajiban (began
terakru), setelah dikurangai jumlah yang telah dibayar; dan
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sebagai beban, kecuahi PSAK lain mewajibkan ataumembolehkan
imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aktiva.
PR XYZ hanya mengakui adanya imbalan kerja berupa upah
yvang dibayarkan saja, yang diakui sebagai beban terjadi pada
periode yang bersangkutan. Selain itu juga menerapkan
pembayaran tunjangan hari raya, santunan bila ada karyawan
yang sakit, dan juga memberikan santunan bila ada pekerja yang
terpaksa harus dirumahkan. Santunan-santunan tersebut tidak
hanya dibayarkan selama perusahan mampu, tetapi juga besar
yang dibayarkan tidak tentu jumlahnya. Pada PR XYZ tidak
terdapat program pemberian imbalan kerja jaminan kesehatan,
tunjangan pensiun, dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam

PSAK 24.

4.4.1 Pemberian Upah
Gaji dan upah yang dibayarkan kepada karyawan termasuk

dalam beban pekerja bagi perusahaan. Istilah gaji (salary)

- biasanya digunakan untuk pembayaran atas jasa manajerial,
administratif, atau jasa lain yang serupa. Tarif gaji pada PR XYZ
diungkapkan dalam satuan bulanan. Istilah upah (wages)
biasanya digunakan untuk pembayaran kepada pekerja lapangan,
baik yang terlatih maupun tidak terlatih, Pada PR XYZ tarif upah
diungkapkan dalam safuan minggu dan dihitung berdasarkan tiap
-unit yang dihasilkan/minggu. Dalam praktiknya, istilah gaji dan
upah biasanya digunakan saling bergantian (Warren et al,
2006:9). Pada PR XYZ gaji dan upsh dianggap sama saja
penyebutannya.

4.4.1.1. Pengakuan dan Pengukuran Upah

Menurut [AI (2009:24.2), ketika pekeria telah memberikan
jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi,
perusahan harus mengakui jumlah tak terdiskonto atas imbalan
kerja jangka pendek yang diperkirakan untuk dibayar sebagai
imbalan atas jasa tersebut: sebagai kewajiban (beban terakru),
setelah dikurangai jumiah yang telah dibayar; dan sebagai beban,

s JTIE e

kecuali PSAK Ilain mewajibkan atau membolehkan imbalan
;cfzsebu‘;( termasuk dalam biaya perolehan aktiva. Upah yang
lbayarkan pada PR XYZ mengeunakan d
o ggu ua macam pembayaran
a. upgh yang dibayarkan berdasarkan unit produksi: untuk tenaga
giling (pembayaran per seribuan batang) dan tenaga
pengepakan (pembayaran per seratusan)

b. qpah yang dibayarkan dengan jumlah tetap yang dibayarkan
tiap ]juian: untuk tenaga pencampur, mandor dan para
manajer. ,

Untuk pencatatan vang dilakukan kepada tenaga giling dan
ten'aga pelllgepakan dengan menggunakan data dari mandor yang
setiap h_ar} menghitung hasil produksi dari tiaptiap pekerja. Data
hapan i, kemudian dikumpulkan, dijumiahkan selama satu
minggu kemudian dibayarkan setiap hari Sabtu. |

Beban upah yang dibayarkan tiap bulan, tidak dilakukan
penjurnalan ‘sesuai dengan pencatatan yang disebutkan dalam
SAK,’ apalagi penyajian dalam laporan keuangan. Iby Ida sebagai
manajer keuangan (pembukuan), sekaligus sebagal satusatunya
petugas pembukuan hanya mencatat setiap kas yang dikeluarkan
selama satu bulan, untuk beli tembakau, kertas ambri, ataukah
gptuk memba){arupah karyawan.  Upah vang dibayz‘:rkan ini
[ éza;?;ns;ie;%{zln Pengeluaran dalam Buku Keluar Masuk Kas. Ibu
“ Saya tulis kelvar masuk kas tiap hari, lalu setiap bulan saya
lapquan ke Bos. Setiap pengeluaran dan setiap pemasukan dari
penjualap rokok saya tulis di buku ini (sambil menunjukkan sebuah
bukn tulis besar). Di sinj jelas berapa kas yang keluar masuk tiap
bulannya. Demikian juga. dengan upah, semua saya catat dalam

- Buku Keluar Masuk Kas ini”,

Elemen upah yang dibayarkan ini kemudian dimasukkan
dalam harga pokok produksi, bersama bahan baku, dan biaya
overhead yang lain. Walauvpun dalam PR XY7 tidE;k mengenal
a§anya biaya overhead, tetapi dalam menentukan harga jual
pithak manajemen memberikan marjin laba tertentu, disbamping’
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melihat harga pasar yang berlaku, sehingga tercip_ta suatu harga
jual yang telah ditetapkan. Thu Id.a,‘ manajer keuangan,
mempunyai alasan tersendiri tentang hal ini: o _

“Waduh apa itu biaya overhead pabrik ya, begini yang penting
kami ketuarkan biaya tembakau, saus, lem, kertgs ambri, bungl_cus,
plastik, upah karyawan, ya sudah berapa, kemudian saya h‘hat—‘lzhat
harga yang dijual oleh pesaing kami, saya usuikan pada_ pimpinan.
Pak, gimana kalau harga jualnya Rp 3.000,00/pak. Disetujul, ya

ah. ‘
ue Akuntansi untuk perhitungan harga pokok produksi terlaig
sederhana dan tidak mengikuti prinsip-prinsip das.ar ak_untanm,
bahwa dalam mengakui beban, pendekatan yang dipakai adalah
“hiarkan beban mengikuti pendapatan” (Kieso et al., 2002:5‘4).
Beban diakui bukan pada saat upah dibayark.an, atau ke‘akg
pekerjaan dilakukan, atau pada saat produk diproduksi, tetapt
ketika pekerjaan (jasa) atau produk secara actual memberikan
kontribusi terhadap pendapatan. ’

Upah yang dibayarkan kemudian dicatat sebagai pengeluaran
dan tidak dilakukan penjurnalan, apalagi posting ke buku bes§1r.
Bagian pembukuan (pada PR XYZ dirangl'cap oieh.ma:lnajer
keuangan) mencatat ke dalam sebuah bukp single entries, yang
dinamakan Buku Keluar Masuk Kas, setiap pembayaran upah
yang dibayarkan (baik untuk upah buruh giling maupun upa’n
bulanan) sebagai pengeluaran. Pengakuan beban bt_:rkmtan
dengan pengakuan pendapatan (Kieso et al, 200.2:54).’Pr§ktek
ini disebut dengan prinsip penandingan (n?archfng principles)
karena menyatakan kerja keras {beban) d1t§1n_dmgkcjm dengan
pencapatan (pendapatan) sepanjang hal ini rasional dan
diterapkan.

4.4.1.2. Penyaj ian dan Pengungkapan Beban Upah

Dalam PR XYZ perlakuan terhadap gajl mandor dan tenaga
manajer produksi juga tidak dibebankan‘dalam harga _poko%c
penjualan. Kesulitan dalam perhitungan, tidak mau rumlj[rumlt
menghitung, tenaga yang mengerjakan kurang mempunyat 1‘atar
belakang akuntansi menjadi alasan mengapa prinsip ini tidak

~ TG ~

diterapkan dalam PR XYZ, demikian Pak Edy memberikan
alasan, “Sebenarnya kami kesulitan mencari tenaga yang bisa
melakukan akuntansi dengan baik, sebagaimana yang Mbak
ketahui, di sini itu tenaganya serabutan, contohnya Ibu Ida itu
merangkap sebagai akuntansi dan keuangan perusahaan. Dia itu
tamatan SMEA Mbak, yang sarjana ya cuma saya saja, sarjana

“sospol. Yang penting di sini pencatatan mandor terhadap tenaga

giling, tenaga pengepak, barang keluar masuk sudah dilakukan
dengan benar itu bagi kami sudah cukup.”

Ketika peneliti menanyakan apakah ada neraca, laporan rugi
laba, 1bu Ida menjelaskan sambil tersenyum,” Yang buat neraca
itu sudah ada Mbak, itu biasanya Bapak bayar orang, untuk kredit
lah biasa, pihak bank kan mintanya begitu, va dibuatkan. Tinggal
pesan saja, mintaknya berapa kreditnya langsung dibuatkan sesuai
yang diinginkan. Saya nggak bias buat yang rumit-rumit gitu.
Lagian kata Bos, gak usah lah. Bapak penginnya ngecek saya jual
rokok berapa hari ini, berapa bayar upah giling hari ini, semacam
itulah.”

Peneliti terkejut sckali dengan pengakuan Ibu Ida ini. PR
XYZ yang perusahaan rokok golongan IiI saja tidak mempunyai
sistem akuntansi yang handal, dan hanya sckedar laporan kas
keluar masuk yang dilaporkan tiap bulannya. Dan peneliti
mengira bahwa masih banyak PR XYZ-PR XY7Z yang melakukan
hanya praktek pembukuan sederhana seperti itu.

Dari sisi akuntabilitas terhadap pihak internal memang hal int
sudah sangat terpenuhi, sebab pemilik hanya membutuhkan
walaupun dart sisi akuntabilitas terhadap pihak eksternal masih
pertu dipertanyakan lagi. Salah satu media promosi yang
digunakan oleh perusahaan adalah melalui pelaporan keuangan
(financial reporting). Bagl pihak manajemen di luar
perusahaan, pelaporan keuangan merupakan jendela informasi
yang memungkinkan pengguna informasi untuk mengetahui
kondisi suatu perusahaan pada suatu masa pelaporan. Oleh karena
itu perusahaan diharapkan dapat lebih transparan dalam
mengungkapkan informasi tentang penyajian laporan keuangan
perusahaannya (khususnya akuntansi imbalan kerja), sehingga
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dapat membantu para penggunad laporan _keua%lgan, seperti
investor, kreditor, dan pemakai informam‘ lainnya dalam
pengambilan keputusan yang ekonomis (Bernardi, 2009).

4 erian Tunjangan Hari Raya o
4.4.‘?’{33?32?&:1 tunjan ggn hgari raya mempakan pemberian imbalan
jangka pendek dan merupakaq kebijakan Pgrusahaelln l),(rem_g
dibayarkan sesaat menjelang Hari R_ayq_ldul Fitri. Imbalan herja
ini biasanya besarnya sudah pasii (jika keadaa'm perusa 'lzian
normal), dan merupakan program yang sgngat dman_’n-n’fmn an
karyawan setiap tahunnya. Walaupun tzdali ada_ ]an]i yang
tertulis, tetapi hal ini sudah me_rupakan ke_lagxman yang
menjadi beban setiap menjelang Hari Raya Idul Fitr1.

4.4.2.1. Pengakuan dan Pengukuran Beban Tunjangan Hari

Raya _ '
Pemberian funjangan hari raya diatur dalam IAT (2009:24.2).

ini iputi ¥ jami osial; cuti
{mbalan ini meliputi upah, gaji, dan luran jaminan sosial,
berimbalan jangka pendek seperti cuti tahunan dan sakit, yang
terjadi dalam waktu 12 bulan setelah periode_ pelaporan. _
“Menurut IAI (2009:24.2), ketika pekerja telah memberikan

jasanya kepada perusghaan dalam suatu periode akuntansi,

perusahan harus mengakui jumlah tak terdiskonio atas imbalan . .

kerja jangka pendek yang diperkirfzkan u‘r_ltuk dibayar sebagal
imbalan atas jasa tersebut @ sebagai kewajiban (beban t’erakru),
setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar; dan sebagau_ beban,
xecuali PSAK lain mewajibkan atau me_mbolehkan imbalan
tersebut termasuk dalam biaya perolehan aktiva. ’ .
Untuk masalah pemberian imbalan berupa tunjangan ha?{
raya, Pak Jony, Direktur utama, yang juga merupakan pemili _
engatakan:
ge’rfﬁ?{h;zz{an;erfsahaan kami, walaupuz}, jur.glahnya tidak terlalu
" besar, tetapi sangat diharapkan dan dinanti-nantikan karystiwan
menjelang hari raya. Kami tidak menganggarklannya (1paksu nya
membuat cadangan), tetapi langsung mengambilkan dari kas yang
ada pada saat itu dari hasil penjualan”.
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Perlakuan akuntansi PR XYZ dalam pemberian imbalan kerja
berupa tunjangan hari raya dengan cara mencatat sebagai
pengeluaran beban THR yang ada pada saat terjadi pembayaran
THR itu, dan dicatat pada Buku Keluar Masuk Kas. Tidak
terdapat program perusahaan yang mengakomodasikan
pemberian THR ini, sehingga PR XYZ tidak membuat cadangan
beban tunjangan hari raya tersebut setiap bulannya. Hal
iniberakibat pada saat bulan terjadi pembayaran tunjangan hari
raya tersebut, maka kas riil yang dibutuhkan PR XYZ jumlahnya
sangat besar, dan hal ini akan sangat mempengaruhi rasio lancar
(quick ratio) perusahaan. Apabila perusahaan berada dalam
keadaan rasio lancarnya (quick ratio} baik, hal ini tidak terlaiu
menimbulkan masalah, tetapi bila tidak, maka PR XYZ akan
kesulitan dalam membayarkan tunjangan hari raya karyawannya.
Hal ini juga diakui oleh pihak manajemen PR XYZ di bawah ini.

Menurut JAI (2009:24.2), ketika pekerja telah memberikan
jasanya kepada perusahaan dalam suatu periode akuntansi,
perusahan harus mengakui jumlah tak terdiskonto atas imbalan
kerja jangka pendek yang diperkirakan untuk dibayar sebagai
imbalan atas jasa tersebut:sebagai kewajiban (beban terakru),
setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar; dan sebagai beban,
kecuali PSAK lain mewajibkan atau membolehkan imbalan
tersebut termasuk dalam biaya perolehan aktiva. Lebih lanjut pak
Jony mengatakan,“Saya pusing tujuh keliling, melihat karyawan
yang sangat berharap pembayaran akan THR seperti tahun-tahun
sebelumnya, padahal keadaan perusahaan sangat sulit pada saat ifu.
Mau bagaimana lagi, terpaksa akhirnya saya melakukan pinjaman
bank yang saya pakai untuk membayar tunjangan hari raya tersebut,
saya juga bahagia melihat karyawan tersenyum saat menerima
amplop mereka, mbak, ha...ha ha 7.

PR XYZ mengakui pemberian THR sebagai pengeluaran
yang terjadi dalam satu periode, dan dicatat sebagai pengeluaran
kas ke dalam Buku Keluar Masuk Kas. Meskipun PSAK 24
Tahun 2004 telah mengatur agar perusahaan mengakuinya dan
menjadikannya beban selama periode berjalan, tetapi seperti juga
kebanyakan perusahaan kecil lainmya, fidak mau membuat
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cadangan setiap bulan selama periode berjglan. Ma_najemen PR
XY7 lebih suka untuk mengakui beban int sebagail b‘eban saat
terjadinya beban itu. Sehingga pada saat menjelang hari raya, PR_
X7V akan kesulitan likuiditas, sebab pada waktu mengaku
beban tersebut, PR XYZ mengambil dari semua kas yang :':1da.
ibu Ida memberikan alasan yang mengejutkan mengapa tldé?.k‘
dibuatnya cadangan beban THR tersebut, ke'ilka peneliti
menanyakan kenapa tidak dibuat cadangan TH_R, “Saya kurang
bisa memahami apa yang Mbak maksud, saya ke;jaan_saya banyak.
Saya sudeh sulit untuk belajar pembukuan lagi. Bos mintanya hanya
laporan harian, mingguan, dan butanan produksi dan penjualan. Itu
lho Mbak, yang penting ada nampak kas keluar masu’k, ya saya
buatkan ifu. Kalau tidak sesuai itu ya ‘ Bos bisa marah
Mbak,....Ha. ha....”. Nampaknya apa yang dztctrapkan oleh PR
%Y7 sulit dimengerti oleh akuntansi konvensional, Salah satu
tujuan dari dibuatnya pelaporan keuar_zgan z'ldalah mgmudahkan
bagi penggunanya untuk menyampaikan informasi }ceuangan
perusahaan, Tetapi kenyataannya apa yang dzharapkag
memudahkan, justru dimaknai “sulit” c_;leh pemakainya, sepertl
yang terjadi pada PR XYZ. .

Akuntansi “konvensional sudah menylapka{l _ semua
perangkat yang lengkap dalam penerapan akuntansi imbalan
kerja pada perusahaan, mulai dari pe_ngakuan, pfs:ngukurzin?
penyajian, dan pengungkapan akuntanlSt. 11}1ba1an kerja? melz} ui
PSAK 24 Tahun 2004. Agaknya hal ini tldak dapat diapresiasi
dengan baik oleh para penggunanya, sebagail cqntoh PR XYZ,
dengan alasan tidak adanya tenaga yang mengerti tentang PS%AK
itu. Kenyataan yang lebih mengejutkan adalah perusahaan tuzla}c
merasa “perlu” terhadap produk PSAK 24 ;Fahun 2Q94 ini,
bahkan laporan keuangan sekalipun, karena “akuntansi” yang
mereka terapkan selama ini lebih dari cukup untuk menjawab
pertanyaan mereka seputar posisi keuangan mereka.

' 4.4.2.2. Penyajian dan Pengungkapan Beban Tunjangan Hari
Raya + . - . d-
Pemberian THR merupakan kejadian yang sudah pasti terjadt
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setiap tahun, sehingga beban THR, menurut SAK harus
dibuatkan perkiraan cadangan beban tersendiri vang harus diakui
setiap bulannya, sehingga nampak dalam laporan keuangan,
masuk dalam biaya non-operasi perusahaan. PR XYZ tidak
melakukan penyajian dalam laporan keuangan perusahaan.
Karena PR XYZ tidak membuat laporan keuangan yang berasal
dari hasil posting setiap transaksi. Laporan keuangan vang ada
hanya insidentil, artinya laporan keuangan yang “benar”
hanyadipesankan kepada pihak luar untuk tujuan kepentingan
behubungan dengan pihak eksternal, bila akan melakukan kredit,
misalnya. Walaupun fleksibilitas dalam penyaiian komponen laba
akan dimungkinkan, namun terdapat dua bidang yang penting
dimana profesi akuntansi konvensional telah mengembangkan
pedoman khusus. Kedua bidang ini berkaitan dengan apa yang
perlu dicantumkan sebagai laba dan bagaimana pos-pos tidak
biasa atau luar biasa tertentu dilaporkan (Kieso ef al., 2002:159).
Karena pembayaran THR merupakan hal yang sudah pasti terjadi
setiap periode, maka menurut akuntansi konvensional, seharusnya
dimasukkan dalam komponen penyajian laba dan dibuatkan
perkiraan cadangan tersendiri. Dengan cara ini akan nampak
beban sesungguhnya tiap bulan, sehingga laba yang nampak pada
Laporan Rugi Laba mencerminkan laba yang sesungguhnya
terjadi.

Pada PR XYZ, beban THR tidak disajikan dalam laporan
keuangan, jadi hanya sekedar dicatat dalan Buku Keluar Masuk
Kas (sebagai satu-satunya buku Bu Ida) sebagai pengeluaran.
Perlakuan akuntansi terhadap THR pada PR XYZ yang demikian
juga menyebabkan tidak terpenuhinya kualitas primer dar
informasi akantansi, yaitu tidak terdapatnya ketepatan penyajian
(representational faithfulness). Angka-angka dan penjelasan
dalam laporan keuangan harus mewakili apa yang betul-betul ada
dan terjadi (Kieso et a/., 2002:46). Ini berarti bahwa angka-angka
dan penjelasan akuntansi harus sesvai dengan sumber daya atau
kejadiankejadian yang diklaim oleh angka-angka serta penjelasan
tersebut. Dengan tidak adanya perkiraan cadangan beban THR,
maka laba yang dilaporkan tiap bulannya tidak memberikan
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ketepatan penyajian laba yang sesungguhn‘ya. o -
Walaupun dalam prakiik akuntansinya demlkan, tetapi
peveliti melihat terdapatnya atmosfir mpral yang begitu kental
dalam manajemen buruh PR XYZ dari pernyataan Pak Jo_ny,
bahwa beliau bahagia jika melihat buruhnya bahagia menerima
THR. Hal ini diungkapkan juga oleh Lovell (1999_) bahv»fa da}qm
dunia praktik akuntansi tidak bisa dilepaskan dari praktik sosial
yang lebih luas, yang terbentuk dari pengaruh mrkembanga_n
politik, ekonomi, dan sosial yang lebih luas. Perilaku manusia
merupakan fungsi dari banyaknya penlgaruh, dan merupakan
transisi dari pertimbangan moral ke perilaku moral yang dalam
keduanya banyak sekali masalah dalam proses penerapannya.
Disiplin akuntansi harus selalu menyertakan moral dalam setiap
praktiknya, apalagi ketika berhadapan dengan buruhnya,
khususnya dalam pemberian imbalan kerja. o
Apabila dalam praktik akuntansi perusahaan, dalam hal im
pemberian imbalan kerja, tidak ada atmosiir morai yang
melingkupinya, maka akan sulit didapatkan keadilan dalam
pemberian imbalan kcrja yang diterimal oi'e}} para bumhnya}.
Padahal keadilan dalam pemberian kerja inl sangat dma_ntz-
nantikan oleh para karyawan perusahaan. Hanya dengan keadﬂa_n
dalam pengupahan sajalah akan terjalin hubungan yang harmonis
a buruh dan majikannya.
Emtal;asa senang ;ang ditunjukkan oleh Pak Jony saat
membayarkan THR itu, sebetulnya muncul -karena ada rtasa
altruitistik, seperti yang diungkapkan Tn)_ruwono (_2007).
Perasaan alltruistik itu adalah perasaan yang 1eb1h' memenﬁpgkan
orang lain daripada dirinyasendiri. Ketika pihakmanajemen
perusahaan meninggatkan ego dan mengedepankar_x altruistik
mereka vang timbul adalah perasaan senang. Rgsg itulah yang
nantinya akan berpengaruh bagi kepribadian pemilik pcrusghaan
dalam memberikan imbalan kerja kepada buruhnya. Rasa 1tulalh
yang akan mendasari dalam membuat program 1mba1ar1“kerja
sehingga bisa tercermin dalam setiap tindakan dan kebijakan
akuntansi imbalan kerja yang diterapkan pada para buruhnya.
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4.4.3. Beban Santunan Pekerja Sakit

Apabila ada pekerja yang sakif, maka PR XYZ juga
memberikan santunan kepada buruh yang sakit, dan hanya
diberikan bagi buruh yang dirawat inap di rumah sakit saja.
Karena tidak terdapat perjanjian kerja yang tertulis, semua yang
dibayarkan hanya berdasarkan “kesepakatan batin” saja. Jumlah
dan besar santunan bila terjadi pekerja yang sakit sangat
tergantung pada “rasa iba” yang diberikan oleh pihak manajemen
kepada karyawan yang sakit tersebut. lbu Ida, ketika peneliti
bertanya, menjawab: “Ada pemberian santunan untuk buruh yang
sakit di Rumah Sakit, tetapi tidak diberikan santunan bagi yang
sakit di rumah. Yah, namanya hanya santunan, jumlahnya ya kecil,
tapi biasanya Bapak selalu memberikan, tergantung...lah, gimana
keadaan kas, Mbak.”

Besar kecil upah yang dibayarkan tergantung dari keadaan
keuangan PR XYZ saat itu, dan dalam pemberiannya inipun juga
sangat tergantung pada subyektifitas pihak manajemen. Tidak
terdapat program pemberian santunan sakit (apatagi asuransi
kesehatan) yang memberikan kepastian akan pembayaran
santunan bila ada karyawan yang sakit. Dengan tidak terdapatnya
perjanjian kerja pada PR XYZ, maka hak-hak buruh yang
seharusnya diberikan sesnai dengan Undang-Undang No 13 tahun
2003 tidak nampak sama sekali, karena pada PR XYZ
menggunskan kesepakatan secara lisan.

4.4.3.1. Pengakuan dan Pengukuran Beban Santunan Pekerja
Sakit

Bagian pencatatan (yang dirangkap oleh manajer keuangan)
hanya mencatat berapa jumlah kas yang keluar hari itu dan
berapa jumlah kas yang masuk ke dalam Buku Keluar Masuk
Kas. Tidak ada periaknan akuntansi imbalan kerja beban
santunan pekerja sakit sesuai PSAK 24 tahun 2004. Perusahaan
juga tidak melakukan posting ke buku besar. Ini semua karena
pada perusahaan tidak membuat laporan keuangan yang sesuat
dengan standar akuntansi vang ada.

Hal ini sangat berbeda dengan keharusan dalam PSAK 24



gendiri yang juga mengharuskan perusahaan untuk melakukan
pengakuan terhadap beban santunan terhadap pekerja yang sakit.
Karena tidak terdapat program santunan sakit yang pasti, maka
jumlah yang dikeluarkan ketika terjadi pekerja yang sakitpun
berbeda-beda. Ibu Suminah, sebut saja salah satu buruh giling,
ketika peneliti menanyakan masalah pemberian santunan sakit,
mengatakan:

“Memang pernah pada waktu ifu Ibu Marni (seorang buruh
bungkus) sakit, dirawat inap di Puskesmas karena kecelakaan,
semua pimpinan menjenguk waktu itu, dan memberikan amplop,
saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi setidaknya perusahaan sudah
cukup perhatian pada kami.”

PR XYZ mengkredit kas secara langsung sejumiah yang
sudah disepakati oleh pihak manajemen untuk membayarkan
santunan. PR XYZ sama sekali tidak membuat perkiraan
cadangan santunan apabila terdapat karyawan yang sakit.
Besarnya santunan yang dibayarkanpun sama sekali tidak ada
kepastian jumiahnya dan berbeda-beda wuntuk masing-masing
peristiwa. Bila terjadi karyawan yang dirawat inap di rumah
sakit, maka pihak manajemen PR XYZ mengadakan kesepakatan
dulu dengan pimpinan, setelah disepakati berapa jumlah yang
akan dibayarkan, maka kas langsung dikredit sejumlah yang telah
disepakati tersebut.

Banyak perusahaan memberikan berbagai tunjangan kepada
karyawan selain gaji atau upah., Tunjangan (fringe benefits)
semacam ifu, jika pemberi kerja membayar biaya santunan
tersebut, maka biaya seperti itu harus diperlakukan sebagai beban
(Warren et al., 2006:24),

4.4.3.2. Penyajian dan Pengungkapan Beban Santunan
Pekerja Sakit
PR XYZ tidak membuat cadangan beban santunan pekerja
sakit. Hal ini tentunya akan sangat menyulitkan pihak manajemen
saat benar-benar terjadi pekerja sakit, dan ini juga diakui oleh
Pak Edy. Seandainya pekerja yang sakit hanya satu, tidak
seberapa menimbulkan masalah, tetapi bila dalam satu bulan
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yang sakit banyak, tentunya akan mengganggu  likuiditas
perusahaar}. Dengan tidak adanya program imbalan pekerja sakit
semacam ini, tidak jelas berapa sesungguhnya besar santunan
yang dl!aerikan perusahaan kepada pekerjanya. Hal ini juga
disampaikan olch Pak Edy: “Waktu itu sedang banyak wabah
demam berdarah di kota Blitar, buruh giling banyak yang kena
demam berdarah dan dirawat dj RSUD, berapa orang yah saya
qua. .Wah, kuwalahan kami waktu itu, akhimya Pak Jony ,minta
d1k§31h Rp 400 ribu aja per orang untuk amplopnya. Mana waktu it
penjualan juga nggak baik,”

Apabila terdapat pekerja sakit, dan dibuatkan cadangan beban
santunan pekerja sakif, maka akan disajikan setiap periode
pelaporan, dan akan nampak pada sisi laporan rugi laba setiap
bulannya. Andaikata ada pekerja yang sakit, tinggal mengkredit
kas dan mendebet cadangan beban santunan pekerja sakit.
Laporan keunangan yang disyaratkan oleh SAK merupakan cermin
dari akunt:«{biiitas publik. Karena hanya dengan proses akuntansi
yang sesuai dengan SAK maka laporan keuangan yang dihasilkan
memberlkjan makna akuntabilitas publik (Nurkolis, 2007).
Akuntansi sendiri mempunyai makna sebagai sebuah proses

‘pencatatan untuk menghasilkan laporan keuangan. Dimana

proses pencatatan melalui rangkaian prosedur yang diatur oleh
organisasi d_an melibatkan berbagai individu serta berbagai posisi
p?kezjgan di perusahaan., Rangkaian proses pencatatan ini akan
dudentifikasikan dan digolongkan oleh bagian akuntansi untuk
kemudian dilakukan pencatatan.

PR XYZ melakukan pencatatan dengan model tersendiri
dengan menjadikan Buku Keliar Masuk Kas sebagai satuz
satunya laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Secara
akuptabilitas internal kepada si Bos, memang hal ini sudah lebih
deri  cukup untuk dikatakan memenuhi.  Pemilik  hanya
merpbutuhkan laporan harian, bulanan setiap rupiah dari
pen]qalgn rokok, semua pengeluaran yang terjadi, dan sama
sekali tidak mempermasalahkan berapa penyusutan mesin-mesin
rokok, mesin oven, dan beban-beban akrual lainnya,

Praktek akuntansi yang demikian memang tidak ada masalah



secara internal, tetapi ketika berhadapan dengan pihak eksternal,
maka PR XYZ tidak terpenuhinya akuntabilitas publik. Waia_upun
PR XYZ hanya perusahaan perorangan, juga akan meny‘ulltkan
PR XYZ sendiri jika berhadapan dengan pihak eksiemf misalnya
dalam membayar pajak penghasilan, dengan kreditur, plha_k bar}kf
ketika akan mengajukan pinjaman, dan lain-lain. Kesulitan ini
juga diakui oleh Pak Jony, yang mengatakan: “Itu Bu, waktu itu
mau pinjam ke Bank R (dengan menyebutkan sebu'ah‘ nama bank
swasta besar di kota Blitar), eh...ggak tahunya, diminta laporan
keuangan, padahal di bank lain nggak diminta. Untung teman anak
saya kuliah akuntansi, akhirnya dibuatkan, beres deh, bank ace
kredit saya. Akhirnya kalau ada “apa-apa’, ya saya tmgg.al‘ panggﬂ
dia.” Menurn {Betkoui (2000:35) akuntansi adakz%h gk’nwtas jasa
yang berfungsi memberikan informasi kuantﬁ'ahf, terutama
bersifat finansiil, tentang kesatuan ckonomi dan c?alam
pengambilan  pilihan yang beralasan diantara cara bertmdak
alternatif. Dengan adanya laporan keuangan dalam al‘cuntans%,
maka sumber-sumberkekayaan yang dikelola dapat dlt‘elusun,
dapat diketahui arus masuk dan keluarnya, serta hasﬂ yang
diperoleh dari transaksi yang terjadl serta posisi masing-masing
kekayaan pada suatu tanggal tertentu dan hasil usahanya selama
suatu periode tertentu.

Dengan praktik akuntansi yang h_anya membukukaz}
pengeluaran dan penerimaan seperti yang dilakukan PR XYZ di
atas, sumber-sumber kekayaan yang dikelola t1dakl dapgt
ditelusuri, arus masuk dan keluar tidak dapat diketat}m. Hgsxl
yang diperoleh dari transaksi yang terjadi serta pos@51 masing-
masing kekayaan pada suatu tanggal tertentu ‘c'fan hasil us.ahanya
selama suatu periode tertentu tidak dapat tersajl secara wajar, dan
tidak mewakili kondisi yang sebenarnya.

4.4.4. Pemberian Pesangon Pekerja di-PHK
(Diberhentikan/Dipensiunkan)
Pemmutusan hubungan kerja pada dasamya‘ m§mpakan
masalah yang kompleks karena mempunyai imphkas.l dengag
pengangguran, kriminalitas, dan kesempatan kerja. Bagl

s il

perusahaan, terjadinya pemutusan hubungan kerja sebenarnya
merupakan suatu kerugian, karena harus melepas tenaga kerjanya
yang selama ini secara sadar ataupun tidak sadar sudah dilatih
dengan mengeluarkan biaya yang banyak dan sudah mengetahui
cara-cara vyang dibutuhkan perusahaan. Sudah seharusnya,
pengusaha memberikan uvang pesangon ataupun  uang
penggantian hak pekerja sebagai penghargaan kepada para
pekerja yang diberhentikannya (Djumialdji, 2000:56).

4.4.4.1. Pengakuan dan Pengukuran Pesangon Pekerja
Diberhentikan

Pesangon Pemutusan Kontrak Xerja (Pesangon PKK) adalah
imbalan kerja terhutang sebagai akibat dari keputusan perusahaan
untuk memperhatikan pekerja sebelum usia pensiun normal atau
keputusan pekerja menerima tawaran perusahaan untuk
mengundurkan diri  sukarela dengan imbalan tertentu [AI
(2009:3). Dalam pesangon pemutusan kontrak kerja ini kejadian
yang menimbulkan kewajiban ini adalah pemutusan hubungan
kerja dan bukan jasa yang diberikanpekerja. :

Pemberian pesangon kepada pekerja yang di-PHK juga
diterapkan oleh PR XYZ, yaitu pada tahun 2009 ketika PR XYZ
me”rumah”kan para buruh linting dan giling sebesar 120 orang,
akibat dampak dari kenaikan cukai rokok sigaret. PR XYZ
mengkredit kas sebesar jumlah yang telah disepakati oleh
manajemen dan melaporkan beban ini sebagai beban PHK
karyawan dalam Buku Keluar Masuk Kas saja. Karyawan vang
sudah memiliki masa kerja lebih lama ataupun pekerja baru tidak
ada perbedaan dalam pemberian pesangon yang diberikan.
Pesangon yang diberikan berjumlah sama kepada masing-masing
pekerja dan besarnya adalah dua kali upah yang dibayarkan satu
bulan penuh.Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenegakerjaan menyatakan karyawan dengan masa kerja
delapan tahun keatas berhak atas pesangon sebesar sembilan
bulan gaji. Selain pesangon, Undang-undang mengatur bahwa
penghargaan dua bulan gaji bagi karyawan dengan masa kerja 3-6
tahun. Dalam penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan



sendiri tidak ada pengawasan kepada perusahaan oleh Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Blitar seketat sepertl  pengawasan
vang dilakukan oleh DIBC. Sebagai contohnya, sebanyak 20
perusahaan rokok di kota Malang dibekukan ijin operasinya oleh
Kantor Perwakilan Bea dan Cukai Malang. Kepufusan ini
didasarkan pada dugaan awal bahwa perusahaan rokok skala kecil
melakukan pelanggaran pidana terkait dengan penggunaan pita
cukai rokok (Detik Finance, 11 Mei 2007). Dari sini kehhatan
jelas bagaimana implementasi suateu Undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah hanya akan efektif apabila disertai dengan
pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas.

PR XYZ mengakui sebagai pengeluaran atas semua jumlah

pesangen yang keluar, dan dicatat ke dalam Buku Keluar Masuk £

Kas pada bagian kredit, karena dianggap mengurangi kas yang
tersedia. Tentu saja ketika peneliti melihat pada Buku Keluar
Masuk Kas pada tanggal terjadi PHK tersebut, jelas sekali
besarnya kas yang dikeluarkan, dan hal ini sangat mengganggu
likuiditas perusahaan. Beberapa hari setelah pembayaran itu, PR
XYZ kesulitan dalam membeli bahan baku, karena jumlah kas
yang tersedia sangat terbatas. Hal ini diakui oleh Pak Budi
(manajer produksi):

“Waktu itu setelah perusahaan melakukan PHK, saya minta
uvang ke Bu Ida, untuk beli kertas ambri 1 rim, katanya uangnya
belum ada, nanti nunggu hasil penjualan rokok dulu, va saya
terpaksa pakai kertas ambri yang masih ada, tapi untungnya saat
mau beli pita cukai lagi, beberapa hari kemudian vangnya sudah
ada.”

Perlakuan  akuntansi vang demikian ini tentunya
menyebabkan PR XYZ kesulitan likuiditas karena menyebabkan

permintaan akan kas menjadi sangat besar pada saat pembayaran’

pesangon. Pengaruh yang cukup signifikan terlihat dalam Buku
Keluar Masuk Kas, karena kas menjadi sangat kecil. Keadaan
yang insidental demikian tentu saja berakibat buruk pada
perkembangan perusahaan. Tidak dibedakan antara buruh yang
sudah berpengalaman dan yang belum, juga tidak ada perbedaan
dalam pembayaran berdasarkan masa kerja.
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Pengungkapan dan pengukuran Imbalan Pasca Kerja, Imbalan
Jangka Panjang Lainnya dan imbalan berbasis ekuitas di atas
memerlukan teknik aktuaria sebagai salah satu cara dalan;
meml?uat estimasi yang handal untuk menentukan jumiah
kff:wajiban imbalan kerja yang diakui oleh perusahaan, termasuk
didalamnya penggunaan asumsi-asumsi aktuaria, sebagai faktor
untuk mengukur ketidakpastian penyelesaian kewajiban di masa-
masa_.mendatang, dan dasar diskonto karena kemungkinan
kewajiban tersebut baru terselesaikan beberapa tahun ke depan
atau bahkan beberapa tahun setelah pekerja menyelesaikan masa
kerjanya 1AI (2009:3).

4.4.4.2. Penyajian dan Pengungkapan PesangonPekerja
Diberhentikan

Informasi-informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan
adalah umumnya termasuk dan tidak terbatas pada tujuan
pembuatan laporan, risalah ketentuan imbalan kerja, risalah
data/informasi/dokumenterkat, asumsi-asumsi dan
metodologi perhitungan sampai dengan informasi penting hasil
perhitungan.

Untuk itu, penting bagi perusahaan untuk mempunyai
perencanaan yang tepat (baik dari sisi proses, maupun dari sisi
waktu) atas pekerjaan buruh, dan didapatkan besar pemberian
pesangon yang akurat. Dengan pesangon yang dihitung
bf—::rda‘sarkan keahlian dan masa kerja, diharapkan agar hasil yang
diinginkan dapat diperoleh pada waktu yang tepat, sehingga akan
sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan
perusahaan dan proses pemberian laporan keuangan.

Pemberian pesangon yang dibayarkan tidak disajikan di
dalam laporan ketangan, karena PR XY7Z tidak membuat laporan
keuangan dan hanya dicatat dalam Buku Keluar Masuk Kas.
Buku ini berperan sebagai satu-satunya buku yang mencatat arus
keluar masuk kas dalam setiap transaksi yang terjadi pada PR
XYZ. Semua pesangon yang dibayarkan dicatat dalam buku ini.
]f’engungkapan informasi perusahaan melalui pelaporan keuvangan
Juga menjadi atribut penting demi terwujudnya pengelolaan



perusahaan yang baik (good corporate governance) terutama
dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip
transparanst dan akuntabilitas sangat penting bagi pihak intern
dan ekstern untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat
waktu mengenai semuva informasi potensial vyang harus
diungkapkan oleh perusahaan (Emerzon, 2007:97).

Karena buku yang dibuat hanya satu yaitu Buku Keluar
Masuk Kas, maka secara otomatis tidak akan nampak dalam
laporan keuangan pembayaran pesangon tersebut. Beban
pesangon ini hanya bisa dilihat pada Buku Keluar masuk Kas
pada saat tanggal terjadinya pembayaran tersebut.

4.5. Cash Basis of Accounting

Keempat perlakuan akuntansi terhadap beban imbalan kerja
yang diterapkan pada PR XYZ merupakan akuntansi dengan
dasar kas (cash basis of accounting). Hal ini memang banyak
diterapkan pada perusahaan kecil seperti PR XYZ. Menurut
akuntansi dasar kas ini, bahwa pendapatan hanya diakui pada saat
kas diterima dan beban hanya diakui pada saat kas dibayarkan.
Penentuan laba menurut dasar kas tergantung pada penagihan
pendapatan serta pembayaran beban, dan prinsip pengakuan
pendapatan serta penandingan diabaikan. Akibatnya, laporan
keuangan dasar kas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi
yang diterima umum (Kieso ef al, 2002:115).

Realitas penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tidak
membuat laporan keuangan, dan cukup hanya “memesan”
laporan keuangan kepada pihak eckstern apabila dibutuhkan saat
diminta oleh pihak-pthak yang berkepentingan, seperti untuk
kepentingan perpajakan. Tentu saja “laporan keuangan pesanan”
ini sama sekali tidak mencerminkan posisi keuangan riil
perusahaan, karena tidak disusun dari catatan transaksi-transaksi
yang ada.

Penyusun laporan keuangan harus menyadart bahwa pemakai
laporan keuangan adalah berbagai pihak dengan berbagai
kepentingan yang berbeda. Pemakai laporan keuangan meliputi
investor sckarang dan investor potensial, karyawan, pemberi
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pinjaman, pemasok, dan kreditur usaha lainnya, pelanggan
pemerintah, serta lembagalembaganya, dan masyrakat. Merekz;
menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi  beberapa
kebutuhan informasi yang berbeda JA] (2009:3).

Perlakuan akuntansi imbalan kerja yang diterapkan oleh PR
XYZ tersebut, nampak seolah-olah Ibu Ida sangat memahami
benar apa kemaunan dari pemilik, sehingga laporan Buku Keluar
Masuk Kas merupakan jawaban dari keinginan si Bos. Secara
a’kuntlabilitas internal, Buku Keluar Masuk Kas Bu Ida ini sangat
tinggi akqntabilitasnya, karena hanya dengan buky inilzh sebagai
alat pemilik untuk melakukan pemeriksaan semua transaksi
keuangan pada PR XYZ.

' Dasar kas memang melaporkan secara tepat kapan kas
diterima dan kapan kas dikeluarkan. Bagi pihak manajemen PR
XYZ, informasi semacam ini merupakan informasi yang solid
F:'i:—{n ‘konkrit. Bukankah kas merupakan inti dari segalanya? Hal
i1 juga dibenarkan oleh sebut saja Ibu Ida, sebagai manajer
Keuangan PR XYZ, “Bagaimanapun kas merupakan hal yang
sangal penting bagi perusahaan kami. Kas menunjukkan kenyataan
yang benar-benar ada sebagai alat untuk operasional perusahaan
untgk beli tembakau, upah giling, upah bungkus, bayar listrik dali
melihat b_erapa bal rokok yang terjual setiap harinya.” ,

Pgmlkiran yang amat sederhana inilah yang menarik
perhatian peneliti, dimana sebenarnya akuntansi konvensional
telah membuat standarstandar yang begitu rumit dan sulit
menurut para pemakainya. Sedangkan pada kenyataannya di
lapangan, akan banyak sekali akan ditemui Ibu Ida-Ibu 1da lain
yang m‘enerapkan akuntansi yang “salah”.

Informasi disajikan kepada pemangku kepentingan bukan
pntuk‘ mempersulit dan membingungkan pembacanya, tetapi
Justru untuk memberikan  kemudahan bagi mereka, dalam
membugt keputusan sehingga keputusan vang diambil bisa lebih
berkualitas, Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang
akan mengandalkan informasi yang disajikan olesh PR XYZ
sebagai dasar pengambilan keputusan.

~ 91 ~



4.6. Keadilan dalam Pengupahan

Dalam penerapan akuntansi imbalan kerja PR XYZ, memang
tidak bisa terlepas dari masalah penerapan Undang-Und.ang No
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemberian imbalan
kerja harus mengakomodasikan keadilan huk‘um dalam
penerapannya. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum
yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejargh filsafat
hukum, disamping dua tujuan yang lain, yaitu kepastian hukum
dan kemanfaatan hukum (Darmodihardjo dan Shidarta,
1996:153). Idealnya, semua penerapan hukum memang ha}rus
mengakomodasikan ketiganya, termasuk di dalamnya keadilan
hukum dalam pemberian imbalan kerja yang mengact pada
hukum Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang No 13 Tahun
2003. .

Dalam pemberian imbalan kerja dapat memenu%u ‘harap.an
berbagai pihak perlu memperhatikan duna syarat/dua prinsip, yaitu
syarat keadilan dan syarat kelayakan (Heidjrac}_]man dan Husnan,
2002:140). Dengan kata lain, upah yang dibayarkan kepada
karyawan harus memenuhi syarat adil dan layak. o

Syarat keadilan internal (internal c_onsisfency) yar_lglberar‘.u
bahwa besar imbalan kerja harus disesuaikan dengan mlsy relatif
suatu pekerjaan/job. Dengan kata lain keadilan ini harus

dihubungkan antara pengorbanan dengan penghasilan (output).

Semakin tinggi pengorbanan semakin tinggi peng_hgsi}an yang
diharapkan. Oleh karena itu pertama yang d11j111a1 adalah
pengorbanan (input) yang diperiukan oleh‘ suatu job terten.tu.
Input dari suatu job ditunjukkan dari persyarqtan (job
specification). Semakin tinggi persyaratan yang d‘1perlukan,
semakin tinggi pula penghasilan (ouiput) yang dlharaplfan.
Qutput ini ditunjukkan dari upah yang diterima. Sy_arat keadilan
sangat diperhatikan oleh karyawan. Mereka tidak b.anlyak
memperhatikan besarnya uang yang dibawa pulang, tetapi juga
membandingkan dengan penghasilan rekan yang tain (Putro,
2009 ). Kalau si A dan B sama-sama mempe_ro}eh upa}h per bulag
Rp 1.000.000,00, tetapi A merasa beban kerjanya 1ebxh berat dart
si B, ia tentu akan merasa tidak adil mengenai upah yang
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diterima. Pekerja pasti akan membandingkan keadilan ini dengan
mencari perbandingan antara jabatan yang satu dengan jabatan
vang lain dalam perusahaan yang sama. Hal ini sama seperti yang
dikeluhkan oleh Ibu Sunarsih, seorang buruh giling, “ Sebelum di
PR XYZ, Saya sudah pernah giling di PR Y 10 tahun, dan PR Z 8
tahup, jadi pengalaman saya dibandingkan dengan Mbak Atin,
Mbak Nah (nama-nama buruh giling di PR XY7Z) yang baru 1 tahun
bekerja di sini jauh lebih banyak Saya. Saya sendiri sudah 7 tahun
buruh giling disini. Tapi upah yang kami terima disini sama saja Rp
8.000,00/1000 batang. Padahal hasil gilingan saya lebih rajin dan
rapi dibanding Mbak Atin dan Mbak Nah.”Selain masalah
keadilan, maka dalam pemberian imbalan kerja juga
memperhatikan syarat kelayakan (Putro, 2009).  Artinya, upah
yang diterima karyawan selain adil juga harus layak. Kelayakan
ini bisa dilakukan dengan membandingkan upah jabatan yang
sama pada perusahaan yang lain. Atau bisa juga dengan
menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum.
Apabila upah pada perusahaan lain lebih tinggi, maka bisa
mengakibatkan kesulitan bagi perusahan untuk memperoleh
tenaga kerja vang dibutubkan. Khusus tentang kelayakan dalam
hal pengupahan, PR XYZ sudah mendapatkan apresiasi yang
baik dari para pekerjanya, Ibu Mardiyah, mengatakan (yang
langsung diamini sebagian besar buruh giling dan buruh linting),
“Saya cukup menyadari kemampuan PR kami, sehingga upah kami
Saya rasa sudah cukup, apalagi sudah diatas UMK Blitar. Teman
Saya giling di PR Y (PR terbesar di Kota Blitar} dibayar hanya
selisih Rp 500,00 dengan Saya.”

Cara menyusun struktur upah yang adil dan layak adalah
dengan menggunakan evaluasi jabatan (Heidjrachman dan
Husnan, 2002:145). Evaluasi jabatan adalah suatu usahauntuk
menentukan dan membandingkan nilai suatu jabatan tertentu,
dengan nilai jabatan yang lain yang ada dalam perusahaan. Untuk
dapat mengadakan evaluasi jabatandalam suatu perusahaan, maka
perusahaan harus mengadakan deskripsi jabatan. Dari deskripsi
jabatan im1 bisa disusun spesifikasi jabatannya. Berdasarkan
spesifikasi jabatan ini kemudian bisa diadakan evaluasi jabatan
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berdasarkan berat/ringannya spesifikasi masing-masing jabatan,
dari hasil evaluasi jabatan bisa disusun urutan jabatan (job
ranking) sebagai dasar untuk menentukan upah karyawan
perusahaan.

4.7. Implikasi Perlakuan Akuntansi Imbalan Kerja terhadap
Keadilan Pengupahan
Perlakuan akuntansi imbalan kerja yang dipraktekkan PR
XYZ merupakan cermin dari semua program imbalan keria yang
diberikan pemilik kepada para pekerjanya. Perlakuan akuntansi
imbalan kerja vyang meliputi pemberian upah, pesangon,
tunjangan kesehatan, dan tunjangan-tunjangan lain yang
diterapkan oleh PR XYZ  dapat digunakan uptuk menun]ukkzn:
bagaimana pandangan tentang prinsip “keadilan pengupahan”
yang dianut oleh pihak owner PR XY _
Ketika peneliti ~ mempertanyakan  tentang keg:ilian
pengupahan terhadap buruhnya, Pak Jony mengatakan : “Saya
rasa masalah adil dan tidak adalah sangat abstrak dan amat sangat
relatif. Bagi saya, keadilan dalam memberikan upah va berdasgrkan
kekuatan perusahaan, berapa yang mampu dibayar, ya itulah
keadilan pengupahan, dan buruh sudah menyepakati waktu pertama
masuk, kan selalu ditunjukkan berapa upahnya. Ya, kita anggap
mau kerja ya berarti mereka mengangggap sudah a(%il. Mereka juga
nggak pernah protes kog Mbak. Ya sudah. Kalau pihak perusahaan
dan buruh samasama sepakat bukankah itu adil? Ya nggak? .(tfems
terang ketika Pak Jony menanyakan demikian pada peneliti juga
kesulitan bagaimana menjawabnya, akhirnya hanya mengangguk-
angguk saja). Lha wong kita juga ikut UMK lho, nggak asal-~
asalan.” :
Prinsip kelayakan dalam penyebaran suatu begda dalgm
perusahaan merupakan prinsip yang akan dipilih, apabila pekerja/
buruh tersebut tidak mengetahui dan oleh karena itu mercka
belum dapat mempertimbangkan kedudukan mereka yang khusus
dalam perusahaan. Kedudukan semula dan  tabir
ketidakiahuan akan menjamin perusahaan dalam melakukan
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suatu pilihan rasional. Dengan demikian akan tercapai suatu
keseimbangan yang adil dalam hubungan pemilik perusahaan
(owners) dan buruhnya. Untuk menjamin hak-hak buruh sebagai
pihak yang lemah, maka diperlukanlah sebuah perjanjian kerja
antara pemilik perusahaan dengan burvh, yang diharapakan bisa
menjadi payung bagi buruh atas dominasi yang dimiliki oleh
pemilik perusahaan.

4.7.1. Perlu Ada Perjanjian Kerja

Prinsip-prinsip  keadilan  dipercleh dengan semacam
“perjanjian” antara para pelaku bisnis (dalam hal ini buruh dan
pemilik perusahaan/owners) dengan memperhatikan: kerjasama
manusia, moralitas vang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional
dan kebutuhan primer yang ingin diperoieh setiap orang (primary
goods). Untuk tercapainya proses “perjanjian”, ada dua konsep,
yaitu kembali ke Posisi Awal (the original position) dan tabir
ketidaktahuan (veil of ignorance).

Dalam pengupahan persewaan pelayan dan pekerja, tidak
diperhatikan apakah yang bekerja itu mempunyai keluarga atau
tidak, sudah punya anak atau belum, dan sebagainya. Oleh karena
itu, upah dalam persewaan pelayan dan pekerja, dipandang dari
sudut ekonomis saja. Lain halnya dengan perjanjian kerja,
kewajiban elementer dari perjanjian kerja adalah penunaian kerja
di pithak yang satu dan kontraprestasi berupa nang atau bentuk
lain yang dapat dinilai dengan uang (Djumialdji, 2006:5). Dalam
perjanjian kerja pribadi manusia tersangkut dalam kerja, berarti
pribadi manusia tidak dapat dipisahkan dari kerja. Dengan
demikian, yang bekerja adalah manusia itu sendiri sehingga upah
yang diberikan kepada pekerja dipandang dari sudut ekonomis.

Dalam persewaan pelayan dan pekerja, yang bekerja adalah
tenaga manusia sebab manusia dipisahkan dari pribadi manusia.
Dengan kata lain, penilaian kerja manusia dipandang dari segi
kebendaan. Tanggapan terhadap kerja yang demikian ini sudah
ada sejak lahirnya Renaisans yang ingin mempraktikkan kembali
nilai-nilai hidup bangsa Yunani dan Romawi jaman dulu ketika
pada waktu itu kerja selalu dilakukan oleh budak-budak. Budak-
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budak dapat diperjualbelikan, disewakan, dan sebagainya.
Singkatnya disamakan dengan benda. Pada abad XIX', kerjg yang
dilakukan oleh pelayan dan pekerja diniiai tida‘k.lebm dari ker!a
vang dilakukan oleh para budak. Dengan demikian, orf;mg.kerla
(pelayan dan pekerja) dianggap sama dengan benda (Djumialdji,
2006:9). Yang dianggap sama dengan benda adalah tenag_a
manusia bukan manusia pribadi. Oleh karena itu, tenaga manusia
dianggap sama dengan budak, atau tenaga manusia dianggap
sama dengan benda. Ibu Narmi, salah seorang ma_ndgr PR XYZ
ketika peneliti menanyakan tentang  perjanjian kerja
mengatakan,“Kami kerja disini dengan saling menget:ahul tugas dan
tanggung jawab kami masing-masing, Sayalah sebagelu rpandor yang
mengoreksi hasil pekerjaan para buruh giling dan linting. Sayalah
yang menunjukkan kesalahan dan kekurangan para .buruh, karena
tidak ada peraturan yang tertulis. Mercka lama-lama juga tahu koq,
oh beginj, oh kalau itu begitu. ”

Dan ketika peneliti menyinggung tentang hak para buruh,
maka  dengan cepat Bude As (b.uruh pe.rher)
menjawab, ‘Bagaimana ya, Mbak, masak kam_i ni b_oleh bl'cara
tentang hak, menurut kami ini kan buruh tani, diberi pekerjaan,
" ypah lancar tiap minggu, sampun cekap, nderek kemm-von‘menopg
kersanipun Majikan (sudah cukup, ikuti saja apa kemauan si Bos).

Sikap pasrah yang ditunjukkan sebagian besar bu_ruh pada PR
XYZ ini, nampak berbeda sekali dengan demonstrasi burultl"yang
ada di media masa yang menuntut perbaikan akan nasibnya.
Dengan adanya perjanjian kerja, baik buruh ataupun pqr}gusaha
akan lebih mengetahui dan memahami hak dan kfawapbannya
masing-masing (Djumialdji, 2006:5). Hag-hak inilah yang
menjamin kepastian hukum burzh atas bxdang’ usa‘ha yang
dikerjakannya.  Perjanjian kerja ~ mengurangl tlmbglnya
perselisihan industrial atau hubungan ketenagakgrjaan sehingga
menjamin kelancaran proses produksi dan pemngkatan gsaha.

Banyak sekali perselisihan yang terjadi a_ntara_i_pekerj_a dan
pemberi kerja, yang akhirnya sampai ke meja hqag, dimana
buruh sebagai kaum marjinal akan terkalahkan begitu saja.

Apa yang disampaikan oleh Bude As tersebut menguatkan
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pendapat Setiawan dalam Yuhertiana (2004) yang menyatakan
bahwa budaya birokrasi di Indonesia adalah birokrasi
patrimonial, dimana jabatan dan perilaku dalam keseluruhan
hirarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan familiar,
hubungan pribadi dan hubungan bapak-anak buah (patron-client).
Perhatian yang diberikan pada anak buah bersifat pemenuhan
aspek kebutuhan sosial, material, spiritual, dan emosional. Anak
buah memperoieh perlindungan itu dengan segala loyalitasnya
dan sukarela akan memenuhi perintah pimpinan, yaitu berusaha
untuk menyenangkannya. Sikap yang ditunjukkan Bude As, dan
juga buruh-buruh yang lain, yaita nrimo (menerima dengan
ikhlas), manut (menurut), pasrah, dan tidak mau berontak akan
nasibnya, memang budaya yang masih melekat pada kaum buruh.

Pada PR XYZ tidak terdapat perjanjian kerja yang dilakukan
antara pekerja dengan perusahaan. Apabila ada pekerja yang
diterima bekerja di PR XYZ hanya dicatat kapan tanggal masuk,
nama, alamat, tanggal lahir, pendidikan, pengalaman kerja di PR
lain, Sama sekali tidak ada peraturan, kesepakatan tertulis yang
dibuat antara pekerja dan PR XYZ. Semua kesépakatan tentang
kapan waktu masuk, gaji dan upah serta hak-hak pekerja (jika
ada) disebutkan secara lisan, dan tidak terdapat perjanjian tertulis
ataupun kesepakatan yang dibuat. Hal ini diakui oleh Pak
Edy,"Memang pada perusahaan kami tidak terdapat perjanjian kerja
yang dibuat antara pekerja dan perusahaan. Kami tidak mauterikat
dengan hai-hal seperti itu. Cukup bagi kami untuk memberikan
vpah diatas UMK, dan tidak telat membayar upah buruh....”

Hal inilah yang membuat pekerja berada pada posisi yvang
sangat lemah. Dengan perjanjian kerja agar tercipta keadilan
dalam pemberian imbalan kerja pada PR XYZ. Hak-hak yang
seharusnya didapat oleh pekerja tidak dapat terpenuhi dengan
tidak adanva perjanjian kerja, yang memberikan kepastian hukum
bagi pekerja. Dengan adanya perjanjian kerja, buruh tidak akan
diberhentikan semena-mena, sehingga terdapat prinsip keadilan
dimana perbedaan sosial dan ekonomis antara pemilik
perusahaan (owners) dan buruh harus diatur agar memberikan
manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang
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beruntung (dalam hal ini adalah buruh), Rawls (2006:3 5). o

Tapi kebanyakan pekerja pada PR XYZ tidak mgnyadan artl
penting dengan adanya perjanjian kerja ini. Pemlklran_ mereka
sempit hanya sebatas mereka digaji diatas UMK .Bhtar. dan
kenyataan bahwa mereka masih tetap dipekerjakan di PR XYZ.
Kedua hal inilah yang mendasari ke“adem ayem “an gejolak
pemberontakan buruh pada PR XYZ. Ketika peneliti menar:lyak'c}n
tentang apakah perlu membuat perjanjian kerja, Tbu Minarsih
mengatakan,” o
Perjanjian kerja itu kan buat orang kerja kantoran Mbak, kami int
hanya buruh giling, dan bungkus, masih diberikan kes‘eu_rlp‘atan bisa
giling disini, kami sangat bersyukur. Lagian di sini juga gda
beberapa yang nggak tahu baca tulis, itu Bude As (sambil berbzs_lk),
Mak Si, buta huruf, koq pake perjanjian, gimana nanti apa bisa?
(sambil ketawa). Kita percaya majikan kami, Pak Jony orang b’aik:
Pada usia saya yang sudah hampir menginjak kepala lima begini, di
PR lain sudah tidak diterima. Di PR X kami mendapat upah yang
bisa untuk menghidupi keluarga kami.”

Tronis memang, seharusnya pihak buruh yang seharusnya

" menyuarakan tentang hak-hak yang mungkin didapatkannya,
tetapi kenyataan yang terjadi pada PR XYZ mergkg' malgh
pasrah dengan keadaan yang dialaminya. Perjanjian kerja
adalah kunci utama untuk membuka gerbang keadilan dalam
pemberian imbalan kerja. Diharapkan ‘melalui perjanjian kerjg,
membantu ketenangan kerja dan mendorong semangat pekerja
ataupun pengusaha selama masa perjanjian kerja. Dalam k_ea@aan
dimana tidak terdapat perjanjian kerja, buruh berada di plhak
yang lemah sebab majikan mempunyal wewenang perintah,
akibatnya majikanlah yang menentukan  segala-galanya
(Djumialdji, 2006:69). Jika buruh sebagai pihak yang lema}h
ingin memperbaiki nasibnya ke tingkat hidup yang lebih baik
harus melalui Serikat Buruh. P

Pada PR XYZ tidak terdapat Serikat Pekerja formai
sebagaimana perusahaan-perusahaan lain. Bila para buruh ingin
menyampaikan keluhan mereka kepada perusahaan, mereka
menunjuk seorang pemimpin yang dituakan (atau karena memang
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umurnya sudah tua), yang mereka anggap mewakili aspirasi
mereka, Ibu Mardiyah. Kelihatan sekali dengan jelas bahwa
beliau adalah seorang yang lemah lembut dan sangat sopan.
Usianya yang sudah 48, menjadikan beliau pantas untuk
mewakili dinamisasi para buruh PR XYZ yang manut-manu dan
adem ayemi. Sebenarnya perjanjian kerja antara buruh dan
pemberi kerja ini harus diterapkan pada perusahaan yang
mempekerjakan pekerjanya, karena diatur dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Tetapi kontrol dari pemeritah sendiri melalui
perundangundangan yang bisa mengikat dan memberikan sanksi
tegas untuk melindungi buruh masih sangat kurang, Hal ini
sesuai dengan Arnold (1999), yang mengatakan bahwa bilamana
kerangka peraturan institusi pemerintah sangat minimal, maka hal
ini berakibat pada sedikitnya keuntungan perusahaan yang
diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh,

Dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PR XYZ
sedemikian itu, hal ini bisa dimaklumi karena sama sekali tidak
terdapat perjanjian kerja yang memberikan kepastian hukum,
hak-hak dan kewajiban buruh dan PR XYZ. Perlakuan akuntansi
akuntansi imbalan kerja yang diterapkan oleh PR XYZ tidak bisa
mengakomodasi kepentingan bursh akan suatu upah vyang
berkeadilan. Perlakuan akuntansi imbalan kerja PR XYZ yang
diterapkan juga tidak memberikan kepastian hukum akan
kesejahteraan buruh dan perlakuan yang adil. Hal penting dari
keadilan pengupahan adalah adanya perjanjian kerja. Sehingga
perlakuan akuntansi imbalan kerja yang diterapkan pasti tidak
akan bisa adil jika tidak ada perjanjian kerja yang menaungi
hubungan antara buruh dan PR XY Z.

4.7.2. Kesamaan Kepentingan akan Upah yang Berkeadilan -

Saat keinginan dan keengganan orang-orang lebih besar
terhadap sumber daya yang dimiliki, mereka terpaksa
menggunakan prinsip-prinsip tertentu untuk mengalokasikan
sumber daya tersebut serta beban dengan caracara yang adil dan
mampu menyelesaikan konflik dengan baik.,

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan
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menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk
mendapatkan unsur pokok keseiahteraan, pendapatan, dan
otoritas. Sementara ifu, the principle of fair equality of
opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang
mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan,
pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi
perlindungan khusus. Pak Jony mengatakan:

Walaupun ada perbedaan secara sostal dan ekonomis
anfara pemijik perusahaan dan buruh ini, tidak berarti bahwa
keadilan dalam pemberian imbalan kerja ini hanya menjadi
kepentingan buruh semata. Pihak perusahaan sebagai pemberi
kerja juga berkepentingan akan pemberian imbalan kerja yang
berkeadilan  sehingga dia  merasakan  stabilitas  dalam

perusahannya, dimana buruh fidak bergejolak.Halini sesuai |

dengan Sentana (1992) menyatakan bahwa baikperusahaan
maupun karyawan mempunyai kepentingan yang sama atas
adanya suatu sistem imbalan kerja yang dirasakan berkeadilan.

4.7.3. Kescimbangan antara Kepentingan Pribadi Pemilik
Perusahaan dan Kepentingan Bersama.

Pemilik perusahaan merasakan ada suatu ikatan dengan
buruhnya. Ini bisa dilihat dari perkataan Pak Jony bahwa buruh
di PR XYZ tidak ada yang berpindah kerja ke tempat lain,
walaupun mungkin ada yang menawarkan upah yang lebih tinggi
dibanding PR XYZ. Demikian kata Pak Jony:

“Mulai dari awal berdirinya PR XYZ sampai sekarang, tidak pernah
ada satu buruh linting apa pether yang keluar, nggak tahu ya
mungkin kata orang jawa kadhung tresno (terlanjur suka) gitu
tho, Saya itu orangnya gak bisaaan. Itu ada aqua (sambil menunjuk
galon air ‘minum}, kalau mau buat minum dingin ya masukkan
kulkas, kadang istri saya masak banyak, ya dibawa sini. Kami
merasa mereka itu jugalah yang bantu saya sampai saya bisa begini.
Bukan sesuatu yang berlebihan kalau saya juga memberikan rasa
terima kasih saya lewat upah, dan apa-apa itu. Kita kan orang Isalm
Mbak, itu kan ada hadisnya, gimana, pokoknya buruh harus
dibayar,....apa lupa saya. Apalagi itu zakat 21/2%, ya terutama saya
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berikan buruh lah, ..... mereka banyak orang yang gak punya.”

Apa yang disampaikan Pak Jony merupakan sebuah sikap
yang memikirkan kepentingan buruh selain Juga kepentingan
pribadinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls {2006:37)
berpendapat perlu adanya keselmbangan antara kepentingan
priba}di dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari
keseimbangan itu harus diberikan, itulah vang disebut dengan
keadilan.

_ Ibu Mardiyah, buruh senjor, pimpinan serikat pekerja
(informal, karena pada PR XYZ tidak ada Serikat Pekerja)
mengatakan : !
“Kami bekerja berdasar kemampuan kami, dibayar, ya sudah itu.
Apa itu keaditan, kami tidak terlalu memusingkannya. Bagi kami,
uang yang didapat bisa untuk beli beras Mbak, ya memang bekerja
untuk dapat itu. Kalau melihat di tivi itu buruh mogok, tidak di sini
kami kerja tenang aja.” ,

_Raw}s (2006:67) juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini
lebih ekstrim dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat.
Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan
umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini
pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang
beruntung dalam masyarakat dalam hal ini buruh sebagai
golopgan yang mempunyai bargaining position yvang lemah.
Teori kontrak keadilan distribusi oleh John Rawls secara
fundamental konsisten dengan teori ekonomi, John Rawls
n‘}emandang bahwa distribusi pendapatan dan kekayaan hanya
dianggap tepat jika tidak terdapat suatu pendistribusian
pendapatan lainnya yang lebih bisa membuat buruh, sebagai
masyarakat kelas bawah dalam perusahaan menjadi lebih baik,
_Posner (1977:347). Distribusi penddpatan dikatakan tidak adil,
jika bagian yang lebih besar diterima oleh golongan yeng lemah
menjadi lebih keecil secara nilai absolut daripada bagian yang
mereka terima dibawah kondisi distribusi pendapatan yang
kurang adil, i

Walaupun perlakuan akuntansi imbalan kerja vang tidak
membuat perkiraan cadangan tersendiri untuk semua imbalan
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kerja selain upah di atas, akan berimplikasi terhadap tidak
ter”cover'nya hak-hak buruh, tetapi bursh merasakan semuanya
dibayarkan tepat waktu, saat dibutubkan ada. Mungkin hal ini
jugalah vang dipersepsi baik oleh buruh. Ibu Ida mengatak_an:
“Kalau ditanya cadangan saya nggak tahu Mbak, tetapi Bapak
mintanya semuanya dibayar tepat waktu dan mau tidak mau saya
harus menyiapkan kas ifu pada saat dibufuhkan. Apapun yang
terjadi, kalau perlu bayar THR pake hutang ke Bank, ya saya hutgng
Bank. Itu lho hadisnya nabi bayarkanlah buruh sebelum kering
keringatnya. Bapak memegang teguh prinsip itu, dosa kalau nggak,
begitu katanya.”

Cadangan beban - beban tersebut bisa dilakukan kala}l PR XYZ
menerapkan program-program pemberian imbalan keria, Dengan
demikian akan jelas perhitungan hakhak yang mungkin bisa
diterima oleh buruh. Dengan perlakuan akuntansi imbalan kerja
PR XYZ saat ini, hak yang diberikan hanyalah sebatas “belas
kasihan” yang “mungkin” bisa diberikan oleh pemilik perusahaan
(owners). Bila periakuan akuntansi imbalan kerja diterapkan3
maka jumlah rupiah yang diterima oleh buruh sebagai
penghargaan akan hasil kerjanya akan lebih besar.

4.7.4. Maximum Minimorum

Menurut Rawls (2006:65), situasi ketidaksamaan harus
diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling
menguntungkan pihak buruh (sebagal golongan yang p_aling_,
lemah). Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama,.sﬂuam
ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagiburuh.
Artinya situasi dalam perusahaan harus sedemikian rupa sehipgga
dihasilkan untung vyang paling tinggi yang mungkin di}}asﬂkan
oleh golonga n buruh. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-
jabatan yang terbuka bagi semua pekerja/buruh. Maksudnya
supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar
dalam menjalankan kehidupannya dalam perusahaan, Berdasarkgn
pedoman ini semua perbedaan antara buruh berdasarkan ras, kutlit,
agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.
Keadaan ini diakui oleh Ibu Mardiyah:
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“Bapak itu masih pakai kami, di PR Y atau PR W usia tua sudah
banyak yang gak dipakai lagi. Alhamdulilah, Bapak masih pakai
diantara kami kan banyak juga yang sudah kepala 4, masih dipakai,
tapi saya masih awas dan tidak buyuten (penyakit semacam
Tremor, Parkinson, yang membuat tangan bergerak terus), memang
baik kok Bapak itu.”

Dengan tidak adanya perjanjian kerja, maka pasti tidak akan

pernah bisa diterapkan program akuntansi imbalan kerja dan
menyebabkan hak-hak buruh tidak bisa diberkan secara
maksimal. Pihak manajemen agaknya mempunyai pandangan
lain, tentang keadilan dalam imbalan kerjanya. Demikian kata Pak
Edy:
Kita ketahui yang bekerja di sini itu banyak buruh yang sudah afkir,
(sambil tersenyum), artinya mereka itu sudah fua, atau kadang
kurang pengalaman. Kurang produktif lah, di tempat lain mereka
tentu saja banyak yang sudah tidak dipakai lagi. Saya rasa itu cukup
Sfair tho.”

Walaupun prinsip maximum minimorum berlawanan dengan

prinsip efisiensi dalam ekonomi, tetapi PR XYZ ternyata

biasmengkombinasikan ketuanya agar tercapai suatu
sinergiyang indah. Di bidang mikro ekonomi, khususnya yang
bersangkut paut dengan kinerja perusahaan dikenal adanya
prinsip efisiensi sumber daya yang terbatas, Posner (1981:26).
Para pemilik perusahaan akan memaksimalkan usahanya
berdasarkan sumber daya yang tersedia untuk memaksimalkan
keuntungannya sendiri. Prinsip efisiensi dalam ilmu ekonomi
inilah yang bertolak belakang dengan keadilan pemberian
imbalan kerja yang mengedepankan maximum minimorum,
Pendapat itu didukung oleh perkataan Pak Budi, manajer produksi
untuk membendrkan afasan mengapa membayar upah dibawah
pesaing: “Karyawan kami gaji di atas UMK, tapit memang dibawah
pesaing, itu bisa dimaklumi, kami perusahaan baru, beban kami
besar, kami harus hemat sana-sini untuk membuat harga jual yang
faku.”

Agar tercapal suatu keseimbangan itulah maka dibutqhkan
suatu suatu kecerdasanemosional antara lain mengendalikan
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dorongan hati, mengatur suasana hati, serta berempati kepada
orang lain Goleman (1996:45). Tanpa adanya empati yang
diberikan kepada orang lain, maka tidak akan tercipta rasa
xeadilan itu. Albrecht (1992:35), mengatakan bahwa sudah
saatnya akuntan sebagai bagian dari masyarakat sosial perlu
sekali untuk membawa isu “etika” ini dalamperusahaan,
kKhususnya untuk mengelola sumber daya manusia dalam
perusahaan. Manajemen perusahaan harus lebih peka lagi dalam
memperiakukan pekerjanya, terutama dalam masalah pemberian
imbalan kerja (employee benefits) dalam mengelola sumber daya
manusia/karyawannya.

Tetapi dengan adanya peluang yang sama besar ini juga
seharusnya mendorong burth untuk memberdayakan
dirinyasendiri. Dengan pemberdayaan ini akanmembuatnya
mempunyai daya saingnya dan tidak mudah di”perdaya” oleh
pihak manajemen. Para buruh PR XYZ harus lebih kooperatif
dengan pihak pemilik perusahaan, untukmembicarakan tentang
keluhankeluhannya, keinginan-keinginannya, harapan-
harapannya, sehingga tercipta hubungan yang  saling
menguntungkan.  Penelitian D" Art dan Turner (2006)
menunjukkan bahwa dengan adanya situasi persaingan
internasional yang makin intensif, terjadinya resesi dunia,
restrukturisasi perusahaan, dan pembaruan ekonomi yang makin
liberal mengharuskan pergerakan buruh untuk lebih defensif dan
memahami konsep market oriented dan berhubungan lebih
kooperatif dengan pihak manajemen perusahaan. Hal ini
mendorong perusahaan untuk memberikan skema profit sharing
kepada buruhnya. Agaknya kesadaran buruh  untuk
memberdayakan dirinya sendiri, tidak berlaka di PR XYZ, Ibu
Mardiyah mengatakan: “Kami dapat upah sudah, daripada
nganggur gak dapat uang. Masak kami mau minta pensiun, wong
kita bukan pegawai tho Mbak.”. . #

Sebenarnya, dengan memberikan keadilan-dalam permberian
imbalan kerja, tidak akan merugikan perusahaan, bahkan justru
dengan adanya perasaan mendapatkan keadilan dan ketentraman
dalam bekerja, justru akan meningkatkan produktivitas dan
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kreatifitas dari para buruh dan menguntungkan perusahaan.
Sep_erti yang diungkapkan Ardiana (1995) bahwa terdapat dua
variabel tentang kompensasi yang mempengaruhi kinerja
karyawan perusahaan. Kedua variabel yang mempengaruhi
tersebut adalah persepsi tentang keadilan kompensasi (baik
finansial maupun non-finansial), dan variabel kepuasan
kompensasi. Keadilan finansial yang dimaksudkan disin
termasuk didalamnya imbalan kerja (employee benefits).

Hal ini juga sepertt yang diungkapakan oleh D’Art dan
Turner (2006) yang juga menyatakan bahwa dengan peningkatan
profit sharing bagi para buruhnya tidak akan menyebabkan
kebangkrutan atau ketidak berlangsungan perusahaan tersebut.
Memberikan program yang pasti akan struktur pengupahan,
pesangon, tunjangan pensiun, jaminan kesehatan, jaminan
pendidikan, dan jenis-jenis imbalan kerja vyang lain akan
membuat imaege buruh terhadap perusahaan semakin baik dan
membuatnya loyal, meningkatkan kreatifitas dan intensifitasnya
dalam melakukan pekerjaannya.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program
penegakan keadilan haruslah memperhatikan dua priasip
keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang
sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan
yang sama bagi setiap buruh. Kedua, mampu mengatur kembali
kesenjangan sosial dan ekonomi antara buruh dan perusahaan
yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat
timbal balik (reciprocal benefits), baik bagi mereka yang berasal
dari kelompok beruntung (pemilik perusahaan) maupun tidak
beruntung (buruh/pekerja), Rawls (2006:52). Pendapat ini
didukung oleh pernyataan Bude As: “Yang kerja di sini banyak
yang hanya tamatan SP, SMP, malah ada yang tidak makan
sekolahan seperti saya (sambil tertawa), tapi coba sama Mbak yang
sudah kuliah tinggi, kalau perhet apa giling, balapan ya menang
saya, ya nggak (vang langsung disambut gelak tawa dari para buruh
lainnya).

Apa yang disampaikan Bude As menyiratkan bahwa tidak ada
persyaratan pendidikan ketika melamar bekerja. PR XYZ.
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Kejujuran dan semangat yang tinggi untuk bisa belajar trampil
menggiling dan membungkus rokok merupakan syarat utama
untuk diterima bekerja. Tidak dibutuhkan ijasah, IPK, atau
persyaratan njlimet lain seperti ketika melamar kerja pada
perusahaan multinasional. Inilah keunikan yang nampak kentara
pada PR XYZ.

Dengan demikian, prisip berbedaan menuntut diaturnya
struktur dasar dalam perusahaan sedemikian rupa sehingga
kesenjangan yang ada mendapat perhatian lebih. Hal-hal utama
sepertikesejabieraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi
keuntungan buruh sebagaigolongan yang paling kurang
beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk
dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap
kondisi ketimpangan yang dialami kaum buruh (sebagai kaum
lemah)dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi,
dan politik yang memberdayakan. Dalam hal ini peran
pemerintah sebagai penegak hukum ketenagakerjaan akan sangat
berperan penting,

Kedua, sefiap aturan (baik aturan internal perusahaan
ataukah aturan perundang-undangan oleh pemerintah) harus
memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan
kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan vang
dialami kaum lemah. Apabila PR XYZ tidak membuat perjanjian
kerja, sudah seharusnya hal itu dibuat lebih dahulu unfuk
memberikan skema yang jelas tentang program imbalan kerja
yang akan diberikan PR XYZ. Undang-Undang Ketenagakerjaan
yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  harus  diperiksa
implementasinya secara rutin, apakah sudah diterapkan oleh
perusahaanperusahaan, dan fentu saja harus disertai dengan
sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. -
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3

. BABV
PERLAKUAN AKUNTANSI IMBALAN
KERJA YANG BERKEADILAN

5.1. Perlakuan Akuntansi Imbalan Kerja dan Akuntabilitas
Akuntansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang saling
terkait. Dari sudut pandang ckonomi, akuntansi dapat dipahami
sebagai media pertanggungjawaban, yaitu suatu aktivitas yang
berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan informasi dalam
rangka akuntabilitas. Akuntansi berperan dalam rangka
menghasilkan informasi dan bagaimana informasi tersebut
digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pihak-pihak yang

- membutuhkan informasi akuntansi adalah pemilik modal, seperti

?nvestor, kreditur, pemerintah, dan lain sebagainya. Oleh karena
itu informasi akuntansi akan memberikan informas; yang berguna
bagi mereka dalam laporan keuangan Mahmudi (2005).

Dengan tidak terdapatnya penjurnalan sesuai dengan standar
atas setiap transaksi yang terjadi dalam PR XYZ seperti i
df_]e]ﬁsk&{l pada bagian terdahulu, maka secara otomatis tidak
ditemukan proses akuntansi sesuai Standar Akuntansi Keuangan
pada PR XYZ. Laporan keuangan PR XYZ yang ditemui oleh
pfaneiiti hanya merupakan “laporan kevangan fiktif” semata, dan
dibuat oleh pihak luar tidak berdasarkan transakasi-transakasi
yang terjadi setiap hari. Laporan keuangan dibuat oleh pihak di
!ugr _manajemen yang dibuat secara insidentil. Laporan keuangan
ini dibuat hanya ketika PR XYZ akan mengajukan kredit ke bank
dan tidak berdasarkan “rekaman”transaksi-transaksi yang terjadi
pada PR XYZ. Tentu Laporan keuangan vyang dibuat,
akan“menyesatkan™ pihak eksternal, karena tidak mencerminkan
keadaan posisi keuangan PR XYZ yang sebenarnya.

Satu-satunya laporan yang dibuat olch pihak manajemen
kepada pemilik adalah melalui Buku Keluar Masuk Kas, yang
mencatat setiap pengeluaran dan penerimaan kas yang terjadi
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selama satu periode. Semua transaksi yang dicatat hanya yang
berhubungan dengan arus masuk dan kelnarnya kas. Selain ada
arus keluar masuk kas, tidak ada pencatatan yang dilakukan,
Secara akuntabilitas kepada pihak internal, perlakuan akuntansi
yang demikian memiliki akuntabilitas yang tinggi, karena sesuai
dengan apa yang diingini oleh pihak pemilik. Pemilik tidak
“membutuhkan” laporan keuangan yang njlimet. :

Dilihat dari sisiperlakvan akuntansi, imbaian kerja vang
diterapkan PR XYZ tidak terdapat akuntabilitas kepada pihak
eksternal, karena akuntansi imbalan kerja PR XYZ tidak
menerapkan akuntansi imbalan kerja berdasarkan PSAK 24 tahun
2004. Ketika tidak terdapat akuntansi yang mengacu pada standar
akuntansi, maka bisa dipastikan tidak akan terdapat akuntabilitas
dari laporan yang dibuat. Dalam prakteknya, PR XYZ juga tidak
menerapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun
2003. Perjanjian kerja sebagai syarat utama dalam hubungan
pemberi kerja dan pekerja, tidak pernah dilakukan.

Hak-hak buruh yang “minimal” bisa tercover dengan
diterapkannya UU No13 Tahun 2003, tentang Ketenaga-
kerjaan, tidak dapat dilindungi dengan baik, dimana hal ini
akan berpengaruh pada tidak terdapatnya program terstruktur
tentang pemberian imbalan kerja. PR XYZ tidak membuat
cadangan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR),
tunjangan kesehatan, pensiun, pesangon pemutusan hubungan
kerja, dan lain-lain seperti yang terdapat dalam PSAK 24 tahun
2004. Buyuh hanya dibayar berdasarkan gaji atau upah yang
diterima tiap bulan. Pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan
mendasar akan kesehatan, jaminan untuk tidak diberhentikan
secara sepihak, pensiun, dan Jain-lain tidak diperhatikan.

Informasi akuntansi yang dibuat hanya mementingkan pihak.

pemberi kerja semata, karena kepentingan buruh akan pemberian
imbalan kerja yang “lebih baik” tidak terpenuhi.
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5.2. Disiplin Moral dalam Perlakuan Akuntansi Imbalan
Kerja -

Francis 'p{,-lda prilaku  penggunaan (users), sebaliknya
pengguna informasi akuntansi  (masyarakat bisnis) juga
mempunyai kemampuan mempengaruhi  akuntansi  sebagai
Instrumen bisnis yang pada gilirannya Juga mempunyai pengaruh
Ferhadap pembentukan realitas. Begitu peatingnya pengaruh
informasi akuntansi terhadap pembentukan realitas pada akhirnya
membentuk perilakn penggunanya (users), sehingga Francis
(1990) mengklaim bahwa akuntansi adalah sebuah praktek moral.
Un31‘1r moralitas dalam akuntansi merapakan bagian yang sangat
penting dalam memberikan suatu persepsi bahwa sebenarnya
akuntansi tidak bisa terlepas dari nilai-nilai  etika yang
menyangkut kepribadian (personality) dari akuntan sebagai
orang yang menciptakan dan membentuk akuntansi.

Apa yang dikemukakan oleh Francis ini merupakan suatu
fenomena yang menunjukkan semakin meningkatnya perhatian
akan kepentingan moralitas dalam dunia akuntansi, Sehubungan
dengan pandangan tersebut, Al farugi (1992) dalam Lobo (2007) -
secara jfe.gas menyatakan bahwa tidak ada satu masyarakatpun di
duma.ml yang dapat eksis, atau bertahan hidup lama tanpa
mo’rahtas. Tanpa moralitas dalam praktek akuntansi imbalan
kerja, maka perilaku negatif akan semakin kuat merusak
keharmonisan hubungan antara buruh dan owners. Perlakuan
akuntansi imbalan kerja vang diterapkan perusahaan harus

memuat Pertimbangan moral, dan harus dibawa ke dalam domain
akuntansi, Lovel} (1999).

e 1 Pemtyerian Imbalan Kerja yang Berkeadilan

Riyono (1996) berpendapat bahwa képuasan kerja
merupakan perasaan pekerja atau karyawan vang berhubungan
dengan pekerjaannya, yaitu dia merasa senang atau tidak senang,
bangga atau jenuh, sebagai hasil dari penilaian individu
bersangkutan terhadap pekerjaannya yang dirasa berkeadilan.
Menurut Jewell dan Siegall (1989:45) penentu atau determinan
utama dari kepuasan kerja terletak pada jumlah gaji absolut,
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tetapi kepuasan kerja juga bergantung pada persepsi pekerja
tentang pengupahan yang dirasakan berkeadilan. Arishanti dan
Ritandiyono (2005) berpendapat bahwa terhadap hubungan vang
signifikan antara persepsi karyawan terhadap keadilan dalam
pemberian upah dengan kepuasan kerja pada lingkungannya
bekerja. :

Jika melihat peran yang harus diemban oleh akuntansi,
maka memberi pengertian kepada kita bashwa dalam menyajikan
informasi laporan keuangannya sudah harus memikirkan dampak
dari apa yang disajikannya. Keputusan yang dihasilkannya akan
berdampak pada kesejahteraan orang banyak. Ketika perlakuan
akuntansi yang berpihak kepada buruh, semua kebijakan
akuntansi dan manajemen akan berpihak kepada buruh, maka
akan menutup peluang berkembangnya perilaku oportunistik
manajemen yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi.
Taktik untuk menangani pemecahan masalah akan sangat
bergantung pada kearifan (wisdoms) dan tilikan (insight) yang
terkandung dalam internalitas suatu organisasi maupun individu,
Suwardjono (2005). Kearifan dan tilikan dari pihak pemilik
perusahaan sangat besar pengaruhnya terhadap bagaimana
pertakuan akuntansi imbalan kerja pada perusahaan yang
diterapkan. Teori tradisional perusahaan menyatakan bahwa
fungsi svatu perusahaan adalah untuk memaksimumkan tingkat
hasil pengembalian investasi (refurn on investment) para pemilik
bisnis, vaitu para shareholder. Sudah seharusnya tanggung jawab
akuntansi tidak hanya terbatas atas pengelolaan dana ke dalam
perusahaan kepada investor dan kreditor, tetapi meliputi dampak
yvang difimbulkan oleh pcrusahaan terhadap buruhnya. Bentuk
perhatian yang paling signifikan terhadap buruh adalah mejalui
imbalan kerja yang diberikan perusahaan. . .

Apabila dalam periakuan akuntansi imbalan kerja PR XYZ
tidak ditemukan pemenuhan akan kebutuhat-kebutuhan
mendasar buruh sebagai manusia, misalnya: kebutuhan akan upah
yang layak untuk hidup dan kehidupannya, jaminan akan
kesehatan, jaminan tunjangan hari tua (pensiun), cuti sakit, cuti
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hamil, pesangon pemutusan kontrak kerja, maka dikatakan Rawls
bahwa perlakuan akuntansi imbalan kerja yang diberikan oleh
owners PR XYZ belum memberikan rasa keadilan kepada buruh,

. Dalam prinsip keadilan Rawls juga dikenal prinsip
maximum m.mz’morum, yang secara substantif berlawanan dengan
prinsip efisiensi dalam ekonomi. Prinsip maximum minimorum
artinya bahwa dalam segala hat yang berhubungan dengan
pemberian imbalan kerja, maka harus diberikan untuk
semaksimal mungkin bagi golongan yang kurang beruntung
(buruh). Di bidang mikro ekonomi, khususnya yang bersangkut
paut dengan kinerja perusahaan dikenal adanya prinsip efisiensi
sumber daya yang terbatas, Posner, (1981:26).

Menurut prinsip efisiensi, para pemilik perusahaan akan
memaksimalkan usahanya berdasarkan sumber daya yang
tersedia untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri. Dalam
memberikan imbalan ketja kepada burvhnyapun, pemilik akan
berusaha untuk mengeluarkan biaya tenaga kerja yang seminimal
m.ungkin untuk menjaga stabilitas harga pokok penjualannya,
Biaya tenaga kerja merupakan elemen terbesar dalam harga
pokok produksiuntuk perusahaan manufaktur, bahkan
bukanlah suatu hal yang luar biasa jika gaji atau beban yang
terkait dengan gaji setara dengan sepertiga dari pendapatan
pem§ahaan, Waren et al (2006:8). Hal inilah yang secara
dominan akan mempengaruhi ownwers PR XYZ untuk
berperilaku untuk meminimalkan biaya tenaga kerjanya agar bisa
memberikan harga jual yang bisa bersaing. Elemen Prinsip
efisiensi dalam ilmu ekonomi inilah vang bertolak belakang
dengan keadilan pemberian imbalan kerja yang mengedepankan
THAXIINURTL FIIRLIMOFLIL, .

Rawls (2006:35) memformulasikan g Theory of Justice yang
menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the diference principle
dan the principle of fair equality of opportunity. Inti dari the
diference principle, adalah bahwa perbedaan social dan ekonomis
antara pekerja dan pemberi kerja harus diatur sedemikian rupa
agar memberikan manfaat yang paling besar bagi golongan yang
paling kurang beruntung (the worths of), yaitu pihak buruh.
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Rawls berpendapat bahwa perlu ada keseimbangan antara
kepentingan pribadi pemilik perusahaan dan kepent}nga_n para
buruh dalam memberikan imbalan kerja Darmodiharjo d_an
Shidarta (1996:159). Bagaimana ukuran dari keseimbangan'nu
harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan
pemberian imbalan kerja merupakan nilai yang tidal;( dgpat
ditawar-tawar karena hanya dengan keadilanlah ada jaminan
stabilitas dalam siklus perusahaan. Akuntansi yang diterapkan
perusahaan harus terbentuk sesuai dengan dasar pemahame'm
terhadap konsep-konsep akuntansi yang tentunya 1;’0111
didasarkan pada keadilan sosial John Rawls yang memihak
kepada buruh sebagai golongan yang kurang ben_mtung.

Oleh karena pihak pemilik perusahaan juga mf{rup?kan
manusia, dengan segala keterbatasan akan sifat manusiawinya,
yang cenderung untuk bersikap egoistik dan mel‘n.entmgkan diri
sendiri, maka menurut Rawls (2006:85), pemilik perusahaan
harus kembali kepada Posisi Asli mereka untuk r_nenen'.zu?:an
prinsip-prinsip keadilan yang benar. Posisi Asli (original
position} ini adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan
manusia lain sebagai manusia (Huijbers, 1988:197). .

Posisi asli yang dimaksud oleh Rawls ini bers.ifat hipf}tfe&s
sebagai abstraksi dari keyakinan etis masingmqsmg individu.
Abstraksi ini juga harus dilandasi dengan. kejujuran. Dengan
bertotak dari posisi asli inilah, pihak pemilik PR XYIZ (ow.'n(‘zrs)
akan dapat sampai pada suatu persetujuan asli (original
agreement) tentang prinsipprinsip keadilan, yang menyangkut
pembagian hasil dari usaha PR XYZ kepada para buruhnya.
Untuk mencapai posisi asli, maka pihak pemilik pt?rusahaan
(owners), harus me”manusia”kan dirinya sendiri terlebxh_ dahulu
ketika akan berhadapan dengan buruh dalam pemberian_ Lmb'alan
kerja. Sebab tanpa adanya hal tersebut, maka ‘t?isa dxpa§tfkan
yang ada adalah kecenderungan untuk mement_n?gkan‘ filrlnya
sendiri dan berlaku oportunistik. Kacamata keadilan ini harus
selalu dipakai sebagai pertimbangan moral pihak pemilik untuk
memperlakukan pemberian imbalan kerja kepada buruhnya. '

Rawls mengakui bahwa kecenderungan — owners sebagai
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manusia adalah untuk mementingkan diri sendiri, merupakan
kendala utama dalam mencari prinsip-prinsip keadilan itu.
Apabila ia dapat menempatkan diri pada posisi asli tersebut,

maka maka akan sampai pada prinsip keasilan yang paling
mendasar, vaitu :

1. Berdasarkan sistem menyeluruh tentang kebebasan-kebebasan
dasar (basic liberties), setiap buruh di dalam perusahaan akan
memperoleh hak yang sama. Prinsip keadilan ini menyangkut
distribusi yang merata terhadap kebutuhankebutuhan primer,
baik itu berupa hak kebendaan maupun hak-hak dasar lainnya.
Artinya bahwa buruh harus mendapatkan kebutuhan
misalnya: kebutuhan akan upah yang layak untuk hidup,
jaminan akan kesehatan, jaminan tunjangan hari tua (pensiun),
cuti sakit, cuti hamil, pesangon pemutusan kontrak kerja, dan
hakhak mendasar lainnya.

2. Untuk mengatur kesenjangan sosial dan ekonomi antara
pemilik perusahaan dan buruh, maka harus dintamakan pada
pemberian manfaat terbesar bagi mereka yang memiliki
kedudukan kurang beruntung (the worth of), vaitu pihak
buruh, Selain itu, untuk penempatan jabatan dan kedudukan
terbuka untuk setiap orang berdasarkan persamaan kesempatan
yang yang layak. Kesempatan yang sama berdasarkan
kelayakan untuk menduduki jabatan, kekuasaan dalam -

perusahaan menganut prinsip perbedaan (diference principle).

5.4. Perjanjian Kerja, Program Imbalan Kerja, dan
Akuntansi Imbalan Kerja

Sebuah perjanjian kerja yang dibuat merupakan kesepakatan
perusahaan kepada para buruhnya akan besar upah dan imbalan
kerja lain yang akan diterima pihak buruh (hak) dan apa yang
harus dituntut perusshaan sebagai imbalannya oleh buruhnya
(kewajiban).Perjanjian kerja ini akan mendasari penyusunan
program imbalan kerja perusahaan yang akan diimplemen-
tasikan pada semua aktivitas perusahaan, termasuk di dalamnya
praktek akuntansi. Praktek akuntansi imbalan kerja akan
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mencerminkan perjanjian kerja.

Hak-hak buruh menyangkut imbalan kerja moneter akan
terlihat jelas pada perlakuan akuntansinya. Penyusunan imbalan
kerja yang berkeadilan bagi buruh (sebagai the worths of), hargs
mempertimbangkan prinsip moral dalam penyusunannya, selain
juga kepatuhan akan Undang-Undang Keteqagakerjaan dan
Peraturan Pemerintahlain  tentang ketenagakerjaan.

Memang dengan sumber dayanya yang terbatas_,_penerapan
prinsip efisiensi dalam ekonomi oleh perusah_z}an juga d:apat
diterima, sehingga dalam menetapkan perjanjian kerjla juga
didasarkan pada kemampuan finansial perusahaan. Tetapi selain
prinsip efisiensi tersebut, perusahaan juga ' harus mem-
pertimbangkan —maximum minimorum, artinya keblja}kan
pemebrian imbalan ketja harus berpihak kepada buruh sebagai the
worths of (golongan yang tidak beruntungj. '

Dari sinilah pertimbangan moral (moral reasoning) dari
pemilik (owners) pada saat menetapkan perjanjian kerja sangat
dibutuhkan untuk menciptakan sinergi yang baik diantara du.a
prinsip yang saling berteptangan tersebut. Moral menjadi wasit
dari pergumulan antara dua hal yang bertentanggn tf:rsebut,
sehingga akan tercipta suatu keadilan dalm pemberian imbalan
kerja. Tanpa moral yang baik dari pemilik, maka U}ldalig-gndang
yang sekomprehensif seperti apapun tidak akan bisa me}mdungl
hak-hak buruh- dan praktek pemberian imbalan kerja yang
berkeadilan tidak akan tercipta.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan Penelitian

Setelah melakukan seluruh tahapan penelitian, dan setelah
memaparkan hasil vang diperoleh di lapangan, ada beberapa hal
yang merupakan simpulan dari penelitian kali ini yang dapat
diambil oleh peneliti, yaitu: perlakuan akuntansi imbalan kerja
yang diterapkan pada PR XYZ tidak berpedoman pada PSAK 24
Tahun 2004, karena dalam PR XYZ tidak terdapat program

- imbalan kerja yang bisa memberikan kepastian penerapan

akuntansi imbalan kerja.

PR XYZ tidak melakukan pencatatan untuk setiap transaksi
akuntansi pada PR XYZ dan pembukuan yang diterapkan
memakai pembukuan tunggal (single entries), dan tidak
berpedoman pada konsep pengakuan dan pengukuran Kieso et ¢l.
(2002:49), vang meliputi, asumsi dan prinsip-prinsip dasar
akuntansi. Sehingga informasi yang disajikan tidak terdapat
prinsip penandingan, prinsip biaya historis, prinsip pengakuan
pendapatan, dan prinsip pengungkapan penuh. Pihak manajemen
beralasan karena tidak adanya tenaga akuntansi yang melakukan,
dan karena mereka “tidak membutuhkan”,

Karena tidak terdapat perlakuan akuntansi imbalan kerja,
maka juga tidak ada produk Laporan Keuangan pada PR XYZ.
Laporan Keuangan yang dibuat hanya “pesanan” ketika PR XYZ
akan mengajukan kredit kepada pihak bank, atau keperluan yang
lain. Satusatunya laporan posisi keuangan yang dibuat adalah
Buku Keluar Masuk Kas, berisi pencatatan pengeluaran dan
penerimaan kas yang terjadi selama satu periode. Tidak terdapat
perjanjian kerja antara buruh dan pemilik perusahaan (owners),
seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan
No 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja dilakukan dengan
kesepakatan secara lisan zkan jumiah gaji dan upah yang
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dibayarkan, Tidak terdapat keadilan dalam pemberian imbalan
kerja pada PR XYZ karena semua hak-hak mendasar buruh,
seperti kebutuhan akan upah yang layak untuk hidup, jaminan
akan kesehatan, jaminan tunjangan hari tua (pensiun), cuti sakit,
cuti hamil, pesangon pemutusan kontrak kerja, tidak
- terakomodasi melalui perjanjian kerja tersebut.

Perjanjian kerja merupakan “janji” yang harus ditepati, dan
memperlihatkan dampak finansial atas setiap janji fasilitas
kesejahteraan kepada karyawan. Terdapat indikasi bahwa PR X
tidak membuat perjanjian kerja dengan alasan agar terkesan tidak
memberikan “janji” kepada buruhnya, sehingga tidak ada
kewajiban yang harus diberikan. Dengan tidak terdapainya
perjanjian kerja, maka tidak terdapat program imbalan kerja yang
bias diimplementasikan pada perlakunan akuntansi imbalan kerja.

Dalam usaha untuk memperjuangkan nasibnya akan upah
yang berkeadilan, para buruh masih terbelenggu dengan budaya
patrimonial, yang umumnya dianut oleh kaum marjinal. Setiawan
dalam Yuhertiana (2004) yang menyatakan bahwa budaya
masyarakat di Indonesia adalah masyarakat patrimonial, dimana
jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih
didasarkan pada hubungan familiar, hubungan pribadi dan
hubungan bapak-anak buah (patron-client). Perhatian yang
diberikan pada anak buah bersifat pemenuhan aspek kebutuhan
sosial, material, spiritual, dan emosional. Anak buah memperoleh
perlindungan itu dengan segala loyalitasnya dan sukarela akan
memenuhi  perintah  pimpinan, vyaitu  berusaha  untuk
menyenangkannya.

6.1. Saran Penelitian

Pada penelitian perlakvan akuntansi imbalan kerja pada PR
XYZ kali ini, peneliti bisa memberikan saran, diantaranya:
perlunya atmosfir moral dalam pertimbangan perusahaan dalam
membuat program imbalan kerja. Setiap tindakan dalam
akuntansi (imbalan kerja) harus selalu memnuhi dimensi
moralitas, dengan demikian menjadi agenda penting dalam
penuntasan proses memju kesadaran untuk selalu bertindak dan
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berperilaku etis (Ludigdo, 2007:119). DalamMempertimbangkan
pemberian imbalan kerja kepada buruh, perusahaan tidak

boleh hanya melihat dari atmosfir biaya (uang) semata tetapi

dimensi moral harus lebik diutamakan. ' ’

Perlunya dibuat perjanjian kontrak kerja antara buruh dan
pemb‘gri kerja (owners), sehingga hak-hak dan kewajiban-
kewaji}?an kedua belah pihak dapat terbaca dengan jelas.
Perjanjian kerja merupakan “janji” perusahaan kepada buruh
yang harus ditepati, sehingga program imbalan kerja bisa dibuat
untuk  kemudian dapat diimplementasikan pada perlakuan
akuntansi imbalan kerja.

Pihak pemerintah (khususnya melalui Departemen Sosial dan
Tenaga kerja) perlu lebih aktif lagi untuk menjadi “polisi” dalam
menegakkan penerapan UU No 13 tahun 2003, sehingga buruh
sebfflgai golongan yang kurang beruntung (the worths of) dapat
terIz_ndungi. Perfu dicontoh seperti yang dilakukan DJBC yang
begitu ketat mengawasi pembelian dan pemakaian pita cukai
mereka, dan memberikan sanksi yang tegas dan jelas bagi
penyalahgunaan pita cukai, sepertt yang terjadi pada kota
Malang,

Walaupun secara akuntabilitas internal sudah terpenuhi
akutabilitasnya, tetapi hendaknya perusahaan perlu melakukan
restaterpent atas laporan pembukuan terdahulu, dan segera
membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK, demi
terpenuhinya akuntabilitas atas laporan kevangan yag dibuatnya
uptuk pihak eksternal. Dengan membuat laporan keuangan yang
dfbuat mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan, dan tidak
ftilbuat seperfunya saja, maka pihak cksternal akan memperolch
111f0rmasi akuntansi yang handal, dan terpenuvhinya semua
asumsi-asumsi dan " prinsip-prinsip akuntansi, Hal ini akan

menguntungkan perusahaan, baik secara internal maupun
eksternal.
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